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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat
Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan dalam tahun anggaran 1977/1978 telah berhasil menyu-
sun naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH
SUMATERA BARAT.

Selesainya naskah ini terutama karena adanya kerjasama
yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, ter-
utama dari pihak perguruan tinggi, Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga
Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupa-
kan tahap pencatatan yang dapat disesmpurnakan pada waktu yang
akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengem-
bangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam nas-
kah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitnya
naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan
yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa
dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pi-
hak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Oktober 1982
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr Haryati Soebadio
NIP: 130119123
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PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat
Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan dalam tahun anggaran 1977/1978 telah menghasilkan
naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SU-
MATERA BARAT.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan
suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pen-
catatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekura-
ngan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu
selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Pusat
Penelitian Sejarah dan Budaya dengan Pimpinan dan staf Proyek
Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, Kan-
tor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan
Tinggi dan tenaga ahli perorangan di daerah Sumatera Barat serta
Leknas/LIPI.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah_SEJARAH KE-
BANGKITAN NASIONAL DAERAH|SUMATERA BARAT ini
maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampai-
kan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang
terdiri dari: 1. Mardjani Martamin, 2. Ishaq Taher, 3. Amir. B, 4.
Mahyuddin; dan tim penyempurna naskah di pusat yang ter-
diri dari: 1. Sutrisno Kutoyo, 2. M. Soenjata Kartadarmadja, 3.
Anhar Gonggong, 4. Mardanas Safwan, 5. Masjkuri, 5. Surachman,
7. Muchtaruddin Ibrahim, 8. Sri Sutjiatiningsih.

Harapan kami dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan
ada manfaatnya.

Jakarta, Oktober 1982
Pemimpin Proyek,

Drs. Bambang Suwondo
NIP: 130117589
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Laporan Penelitian ini merupakan laporan yang kedua
dalam Proyek Pencatatan dan Penelitian Kebudayaan Daerah (P-
3KD) dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidi-
kan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta khususnya
yang bertalian dengan pencatatan dan penelitian Sejarah Daerah
Sumatera Barat.

P3KD di Jakarta mendapat tugas dari Pusat Penelitian sejarah
dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk mewujud-
kan tugas yang berat itu, maka dibentuklah tim-tim daerah untuk
menggarapnya. Pada tahun 1976 dibentuk sepuluh tim daerah
dengan sebuah tim pusat di Jakarta. Ke dalam salah satu dari ke-
sepuluh tim daerah itu, termasuk Sumatera Barat.

Tugas-tugas dari kesepuluh tim itu adalah melakukan pen-
catatan dan penelitian dari daerahnya masing-masing mengenai
lima aspek, yaitu:

1. Aspek Sejarah daerah yang dimulai dari zaman Pra-

Sejarah sampai dengan zaman Kemerdekaan (S.M —
1975 M).

2.  Aspek Geografi Daerah yang meliputi seluruh aspek
kebudayaan.

3. Aspek cerita rakyat Daerah dengan dua puluh judul ce-
rita rakyat yang belum pernah dipublikasikan.

4. Aspek Adat-istiadat Daerah yang meliputi seluruh ma-
salah adat-istiadat.

5. Aspek Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah sebanyak
dua ratus judul.

Pada tahun 1976 itu kegiatan utama adalah melakukan pen-
atatan dan penelitian mengenai kelima aspek tersebut di atas se-
ara umum.



B. MASALAH

Di dalam melaksanakan pencatatan dan penelitian itu terda-
pat beberapa masalah, baik masalah yang berhubungan dengan
tujuan penelitian, maupun masalah-masalah yang dihadapi sewaktu
penelitian sedang dilaksanakan.

1. Masalah Penelitian

Sampai saat sekarang, yaitu sesudah tiga puluh dua tahun le-
bih kita merdeka belum ada lagi sebuah tulisan mengenai Sejarah
Daerah Sumatera Barat yang menyeluruh yang dapat dijadikan se-
bagai buku pegangan bagi ahli-ahli sejarah khususnya, maupun
bagi bangsa Indonesia umumnya.

Penelitian ini, dengan demikian tidak pula bermaksud untuk
menjadi buku babon, melainkan hanya sekedar memberikan sum-
bangan data yang pada saatnya akan diolah menjadi buku babon,
mungkin dua atau tiga tahun lagi, bersama-sama dengan data
atau naskah yang telah ada sebelumnya.

Di situlah letak pentingnya masalah dalam penelitian ini,
yaitu untuk membuat suatu buku secara daerah yang dapat dija-
dikan pegangan bagi generasi yang akan datang, perlu dilakukan
pencatatan-pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi
di daerah itu dengan segera, terutama data dari orang-orang yang
pernah mengalami peristiwa itu sendiri. Hal ini tidak dapat ditang-
guhkan lagi karena jumlah mereka sudah bertambah sedikit juga.

2. Masalah Pelaksanaan

Ternyata sumber data dari orang-orang tua yang masih meng-
alami peristiwa-peristiwa itu secara keseluruhan tidak banyak lagi
jumlahnya. Dari jumlah yang sedikit itu sebagian besar sekarang
bertempat tinggal di sekitar Sumatera Barat dan tidak semuanya
pula dapat dihubungi. Dengan sendirinya data wawancara tidak
lengkap. Tetapi dari data yang ada itu sudah dapat disusun sebuah
laporan yang agak lengkap juga mengenai masalah yang diteliti.

Tentang data kepustakaan juga demikian keadaannya. Kepus-
takaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti tidak ba-
nyak ditemui. Ada juga ditemui beberapa buku, tetapi ditulis da-
lam bahasa Belanda. Dalam hal ini para pencatat menemui kesuli-
tan dalam bahasa karena tidak mengerti bahasa Belanda. Kalau
akan diterjemahkan, maka waktu yang tersedia yang relatif sangat
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sedikit itu akan habis dalam usaha menterjemahkan saja.

Sebetulnya data kepustakaan ini sangat banyak pada Museum
Pusat Jakarta. Sayangnya tidak dapat dicapai oleh pencatat se-
hubungan dengan terbatasnya biaya. Dengan demikian data yang
dipergunakan dalam menyusun laporan itu terbatas pada data yang
ada di Sumatera Barat yang tidak semuanya pula terjangkau oleh
pencatat. Dapat dibayangkan betapa keringnya data dalam laporan
ini.

Dari kedua sumber data itulah dicoba menyusun laporan
pencatatan dan penelitian Sejarah Daerah Sumatera Barat pada za-
man Kebangkitan Nasional ini. Setelah laporan selesai dibuat ma-
sih sangat terasa betapa sedikitnya peristiwa-peristiwa yang dapat
dicatat dan diteliti. Oleh karena itu semua masalah yang telah di-
gariskan oleh P3KD pusat untuk dicatat dan diteliti, tidak dapat
dikerjakan karena memang tidak/belum diketemukan datanya
sampai saat laporan ini ditulis.

Di samping itu ada beberapa masalah yang tidak dicantum-
kan oleh P3KD Pusat untuk dikumpulkan atau dicatat dimasukkan
juga dalam laporan ini, karena datanya sangat penting dan sangat
berpengaruh pada perkembangan sejarah Sumatera Barat selanjut-
nya, khusus mengenai zaman Kebangkitan Nasional antara tahun
1900 — 1942,

3. Masalah Waktu

Dalam pelaksanaan pencatatan dan penelitian ini memang
sangat dirasakan akan kekurangan waktu. Praktis waktu yang ter-
sedia yang hanya beberapa bulan itu, yaitu kira-kira enam bulan
tidak cukup untuk menyelesaikan pencatatan dan penelitian seca-
ra baik. Dalam waktu enam bulan tersebut semuanya harus disiap-
kan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pencatatan dan
penelitian, menyusun draft laporan dan menyusun laporan dalam
bentuk naskah seperti kerangka laporan yang telah disusun P3KD
pusat di Jakarta. Di samping itu waktu yang sudah sedikit itu ma-
sih diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok secara ru-
tin. Praktis waktu efektif yang dapat dipergunakan sampai dengan
menyusun naskah laporan ini maksimal hanya selama tiga bulan
saja. Oleh karena itu segala sesuatu mengenai pencatatan dan pe-
nelitian ini dilaksanakan dalam serba tergesa-gesa yang menyebab-
kan kurang baiknya isi laporan ini secara keseluruhan.

Tidak ada salahnya di sini dianjurkan apabila nanti pencata-
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tan dan penelitian ini dilanjutkan dengan tema lainnya diharap-
kan agar waktu yang diberikan kepada para petugas pelaksana di
daerah betul-betul disesuaikan dengan kerangka isi laporan yang
akan dibuat. Dengan demikian tujuan seperti yang diharapkan se-
mula mungkin akan dapat dicapai dengan lebih baik.

Sekedar sebagai contoh dapat kamij kemukakan di sini menge-
nai masalah waktu ini dalam menghubungi seorang responden mi-
salnya si A buat berwawancara diperlukan satu hari (pagi tak dapat
dipergunakan karena harus berada di kantor untuk menyelesaikan
tugas rutin sebagai pegawai negeri), karena waktu yang diperguna-
kan hanya sore dan malam hari saja. Tetapi sebagian responden ti-
dak dapat dihubungi dalam satu kali saja, karena sesuatu hal. Rata-
rata waktu yang telah kami pergunakan untuk menghubungi se-
orang responden minimal empat kali dalam pengertian empat hari.
Kalau hasil wawancara memerlukan fedback maka dibutuhkan
waktu yang lebih banyak lagi. Responden yang telah dihubungi
ternyata tidak berada dalam satu tempat, tetapi terpencil dalam
beberapa tempat yang kadang-kadang sangat sulit dicapai dengan
kendaraan bermotor. Kesimpulan waktu yang diperlukan untuk
menghubungi responden diperlukan lebih satu bulan efektif, dan
selama itu tidak memungkinkan untuk mencatat data kepustaka-
an. Khusus mengenai pencatatan data kepustakaan diperlukan
waktu yang lebih lama. Sedangkan waktu yang efektif dapat di-
pergunakan dalam penelitian ini hanya selama tiga bulan. Dapat
dibayangkan betapa sulitnya para petugas mengatur waktu dalam
penyelesaian penelitian ini. '

Hal ini perlu dikemukakan supaya dapat dijadikan pertim-
bangan untuk masa yang akan datang, lebih-lebih bagi Tim P3KD
Pusat yang akan menetapkan kerangka laporannya.

4. Masalah Biaya

Berbicara mengenai masalah biaya untuk suatu penelitian,
memang relatif sifatnya berapa besar biaya sesungguhnya untuk
suatu penelitian, karena sifat dan jenis penelitian itu sendiri ber-
beda-beda pula. Tetapi yang penting bagi petugas-petugas peneliti-
ain di Sumatera Barat bukanlah masalah biaya ini, melainkan
masalah melaksanakan penelitian itu sendiri. Cukup atau tidak
cukup biaya yang diberikan, penelitiannya tetap akan dilaksana-
kan, karena keuntungan pertama dari hasil penelitian ini akan di-
manfaatkan oleh Sumatera Barat sendiri.

4



Sehubungan dengan hal tersebut di atas khusus mengenai as-
pek Sejarah Daerah Sumatera Barat dana yang disediakan oleh
P3KD Pusat dianggap cukup.

5. Masalah Lain

Karena penelitian ini merupakan pesanan dari pusat, maka
setelah laporan ini selesai dibuat dalam bentuk sebuah naskah,
berarti tugas pelaksana di daerah bebas selesai, karena penilaian
masih akan diberikan oleh Tim P3KD Pusat. Karena itu apabila
ternyata masih terdapat kekurangan dalam naskah ini menurut
penilaian Tim P3KD Pusat, petugas di daerah akan berlapang dada
untuk melengkapi data yang kurang itu, walaupun batas waktu
akhir Maret 1978 sudah terlewati, karena penilaian dari Tim Pusat
itu sekaligus merupakan perbaikan dalam penyempurnaan naskah
ini.

C. RUANG LINGKUP

Zaman Kebangkitan Nasional dari Sejarah Daerah Sumatera
Barat mencakup zaman antara tahun 1900-1945. Untuk memasuki
zaman tahun 1900 atau abad XX perlu digambarkan sedikit me-
ngenai keadaan Sumatera Barat pada akhir abad XIX sebagai latar
belakang yang dijelaskan pada bagian pendahuluan.

Bagian pertama dari laporan ini akan menggambarkan keada-
an di Sumatera Barat antara tahun 1900-1928, dimulai dengan
munculnya organisasi politik di Sumatera Barat sampai dengan
diucapkan ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada bagian ini
akan terlihat bagaimana pengaruh politik etis di Sumatera Barat,
kegiatan masyarakat yang merupakan embrio. Kebangkitan Na-
sional di Sumatera Barat dan intraksi masyarakat dalam kegiatan
partai ataupun organisasi yang muncul waktu itu.

Bagian berikutnya akan menggambarkan keadaan di Sumate-
ra Barat sekitar masa Perang Dunia I (1914-1918) dan pendirian
Volksraad. Kemudian pada bagian berikutnya akan meulukiskan
tentang perjuangan rakyat di daerah Sumatera Barat sesudah masa
Perang Dunia I karena sejarah daerah pada masa ini memperlihat-
kan corak tersendiri. Selanjutnya pada bagian berikutnya akan di-
lukiskan mengenai keadaan Sumatera Barat antara tahun 1928-
1942. Pada bagian ini akan digambarkan mengenai pengaruh peru-
bahan politik pemerintah Hindia-Belanda di Sumatera Barat sesu-
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dah Sumpah Pemuda, pengaruh depresi ekonomi terhadap perjua-
ngan di daerah, kegiatan masyarakat adalah melalui partai-partai
politik dan organisasi masa dalam menentang kekuasaan pemerin-
tah Hindia-Belanda di Sumatera Barat, keadaan di Sumatera Barat
menjelang keruntuhan Belanda di Indonesia dan mengenai keda-
tangan pasukan penduduk Jepang ke Sumatera Barat serta bagai-
mana sikap Jepang terhadap rakyat di daerah dan sikap rakyat Su-
matera Barat terhadap Jepang sendiri.

Sebagai- bagian penutup dari laporan ini akan digambarkan
keadaan di Sumatera Barat selama berada di bawah penduduk
pasukan Jepang sampai dengan suasana diucapkan Proklamasi Ke-
merdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian
ruang lingkup yang dicakup oleh penelitian ini.

D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PROSEDUR PENE-
LITIAN :

1. Karena proyek pencatatan dan penelitian Sejarah Dae-
rah Sumatera tematis: zaman Kebangkitan Nasional
(+ 1900-1945) ini merupakan proyek pusat seluruhnya,
dalam pengertian Ketua dan Bendaharawan P3KD ber-
domisili di Jakarta maka kegiatan di daerah hanya ter-
batas pada:
a. penyusunan alat pengumpul data.
b. pengumpul data
¢. pengolahan data
d. penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan semua kegiatan ini di daerah dibentuk
satu tim terdiri dari tiga orang yang sama hak serta kewajibannya.
Berbeda dengan proyek pencatatan dan penelitian sebelumnya,
kali ini di daerah tidak diangkat Ketua Sub Proyek dan Bendahara-
wannya, hanya dibentuk satu tim petugas yang terdiri dari tiga
orang dan salah seorang di antaranya bertindak sebagai penang-
gung jawab di daerah maupun ke P3KD Pusat di Jakarta.

2. Jenis Data

a. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui wawancara
dengan pemuka-pemuka masyarakat atau pejabat-pejabat setempat
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dan kepustakaan. Supaya data wawancara dapat dikumpulkan se-
maksimal mungkin maka dibuatkan semacam pedoman wawan-
cara (interview guide) yang berpedoman pada TOR yang dibuat
P3KD Pusat. Data kepustakaan diperoleh dari sejumlah buku-buku
atau naskah.

b. Data primer

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang
yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria mengalami
peristiwa yang akan dicatat atau mengetahui peristiwa itu karena
hidup yang berdekatan dengan masa peristiwa-peristiwa itu terjadi.
Di samping itu data primer juga diambil melalui peninjauan lang-
sung ke daerah tempat terjadinya peristiwa. Sayangnya hasil obser-
vasi ini tidak begitu banyak hasilnya selain daripada beberapa foto.
Karena keterbatasan waktu data primer maupun data sekunder ti-
dak sempat direkam, hanya dicatat sewaktu melakukan wawanca-
ra.

3. Lokasi

Lokasi pencatatan dan penelitian hanya terbatas pada daerah
Sumatera Barat. Idealnya seluruh lokasi tempat peristiwa yang
berhubungan dengan ruang lingkup pencatatan dan penelitian da-
pat dihubungi. Tetapi oleh karena keterbatasan dalam banyak ma-
salah hal itu tidak dapat dilakukan.

Daerah Sumatera Barat sendiri tidak pula dapat dihubungi se-
cara keseluruhan hanya terbatas kepada daerah-daerah yang dapat
dicapai pulang pergi dalam satu hari dari Padang.

Sesungguhnya lokasi untuk pencatatan dan penelitian Seja-
rah Daerah Sumatera Barat sangat banyak terdapat di Jakarta.
Di sana, di samping, adanya Museum Pusat yang banyak menyim-
pan dokumen mengenai masalah yang hendak dicatat, juga masih
terdapat beberapa orang tokoh yang mengalami sebagian peristiwa-
peristiwa di Sumatera Barat pada masa yang bersangkutan serta
beberapa orang tokoh yang mengenal peristiwa itu dengan baik
yang dapat diketahuinya secara tak langsung. Tetapi semua ini
tidak dapat dicapai.

Perlu dijelaskan di sini mengenai pengertian istilah Sumatera
Barat. Untuk keperluan pencatatan dan penelitian pengertian Su-
matera Barat adalah daerah yang mencakup batas-batas wilayah
daerah Propinsi Sumatera Barat yang sekarang. Sedangkan untuk
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keperluan menjelaskan peristiwa-peristiwa pengertian Sumatera
Barat adalah daerah yang mencakup batas-batas wilayah daerah
Minangkabau dahulu. Dalam hal ini Sumatera Barat sama dengan
Minangkabau dan orang Minangkabau sama dengan orang Sumate-
ra Barat.

4. Metode dan Teknik Pencatatan dan Penelitian

Metode utama yang dipergunakan dalam pencatatan dan
penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan sebanyak
mungkin terhadap responden. Data dari wawancara ini dibanding-

~kan dengan data kepustakaan yang ada lalu digabungkan untuk
pembuatan laporan.

Supaya jumlah data terkumpul dalam jumlah yang dikehen-
daki, maka sewaktu-waktu diadakan wawancara yang sangat men-
dalam, bahkan kadang-kadang telah menjurus ke arah diskusi ke-
cil. Wawancara mendalam ini dipergunakan untuk masalah-masa-
lah yang secara mendetail ingin diungkapkan. Di samping itu juga
dipergunakan wawancara bebas untuk mengetahui hal-hal yang
umum sifatnya.

5. Prosedur Pengolahan

Sesuai dengan namanya, maka penelitian ini bersifat kwanti-
tatif dan kurang mendalam. Hal ini bukan berarti akan menghin-
dari masalah yang kwalitatif, tetapi pada taraf pencatatan ini hal-
hal yang kwalitatif belum diperlukan. Dengan sendirinya data ti-
dak diolah dengan analisa yang mendalam dengan mempergunakan
rumus-rumus statistik yang ruwet. Untuk keperluan pencatatan
terhadap data yang telah dikumpulkan masa yang berlaku supaya
terjamin pertalian data yang satu dengan data yang lainnya. Untuk
sekedar memperdalam pengetahuan tentang peristiwa atau hal-hal
tertentu dipergunakan ezra yang bersifat exploratory (penjelajah-
an) terhadap beberapa data. Sifat deskriptif dipergunakan untuk
menggambarkan sifat keadaan, gejala atau kelompok tertentu da-
lam masyarakat, atau untuk menggambarkan frekwensi penyeba-
ran sesuatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara
satu gejala atau faktor-faktor lain dalam masyarakat dengan tujuan
untuk mengetahui lebih mendalam masalahnya. Sifat pengolahan
yang explanatory atau uraian yang sangat terperinci untuk menguji
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hipotesa-hipotesa tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Untuk menutup bahagian pendahuluan ini perlu dijelas-
kan dua masalah lagi, yaitu daftar catatan yang terdapat di akhir
laporan ini dipergunakan untuk menjelaskan istilah daerah yang
terdapat dalam laporan ini atau menjelaskan istilah yang me-
ragukan dan juga dipergunakan untuk menunjukkan dari mana
sumber keterangan diambil (catatan kaki). 3

Kadang-kadang untuk memudahkan pekerjaan selanjut-
nya, maka perlu dibuatkan indeks sesudah daftar catatan. Indeks
dibuat dengan tidak mencantumkan nomor halamannya. Se-
dangkan kata-kata yang diindeks hanya terbatas pada bebera-
pa jenis istilah, nama tempat dan nama orang, tidak semua is-
tilah dimasukkan dalam indeks. Kegunaan dari indeks ini ada-
lah untuk meringankan tugas pengerjaan, berikutnya. Daftar
indeks dibuat menurut abjad.

Seharusnya laporan ini dilengkapi dengan foto-foto yang
diterakan langsung pada halaman yang berhubungan tetapi ka-
rena kesukaran teknis terpaksa dilampirkan diluar laporan ini.

E. HASIL AKHIR

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerja sama
antara berbagai pihak. Naskahnya yang asli dikerjakan oleh sua-
tu Tim Penyusunan di daerah Sumatera Barat yang penggarap-
annya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pu-
sat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurna-
an dan penilaian bersama, baik oleh Tim dari Pusat (P3KD)
maupun oleh Tim Penyusun di daerah Sumatera Barat. Hasil
penyempurnaan dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman
untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiat-
annya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu: materi atau bahan,
kebahasan' dan pendekatan. Segi materi didasarkan pada hasil
penilaian, sedangkan kebahasan diperhatikan beberapa hal, se-
perti ejaan, istilah dan keterbacaan. Dalam menulis naskah seja-
rah daerah, kiranya pendekatan regiosentris merupakan cara
yang wajar, dan dari naskah ini dapatlah dikemukakan, bahwa
para penyusun telah berusaha mendekati permasalahannya de-
ngan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai pe-
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rintis jalan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah
yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang lebih ka-
ya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran, perlu juga di-
kemukakan, bahwa meskipun di dalam naskah ini hal-hal me-
ngenai sejarah nasional masih kelihatan agak jelas, namun hen-
daknya dilihat, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penyusun-
annya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang pe-
ristiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahannya. Seba-
liknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan
merupakan bahan yang berguna untuk menyusun sejarah nasio-
nal pada tema Kebangkitan Nasional. Hasil akhir ini secara ke-
seluruhnya dapat dipandang sebagai sesuai dengan Terms of Re-
ference sebagaimana dijabarkan oleh Proyek Penelitian dan Pen-
catatan Kebudayaan Daerah.
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BAB II
KEADAAN DI SUMATERA BARAT AKHIR ABAD 19

Pada tahun 1800 secara politis seluruh Indonesia jatuh
ke dalam pemerintahan Belanda. Belanda datang kembali ke
Sumatera Barat 1) (sebelumnya dikuasai oleh Inggris) pada ta-
hun 1819. Ketika Belanda mendarat di Padang, situasi di Su-
matera Barat. (Di daerah pedalaman Sumatera Barat), yaitu
daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Pu-
luh Kota, 2) telah dikuasai oleh kaum Paderi, 3) yang melaku-
kan pembaharuan terhadap praktek ajaran Islam yang telah
jauh menyimpang dari Al Qur'an dan Hadist.

Oleh karena Belanda ingin memperkut kekuasaannya kem-
bali di Sumatera Barat maka Belanda memerangi kaum Pade-
ri yang telah menguasai daerah Minangkabau asli sewaktu Be-
landa datang kembali pada tahun 1819 itu. Belanda mengang-
gap seluruh wilayah Indonesia sudah berada dibawah kekuasa-
an Belanda semenjak tahun 1800. Perang itu berlangsung sela-
ma 16 tahun, yaitu antara tahun 1821 - 1837 dan berakhir de-
ngan kemenangan Belanda.

Dengan didudukinya Benteng Bonjol serta daerah Bon-
jol dan sekitarnya pada tahun 1837 dan dengan dibuangnya
Tuanku Imam Bonjol ke luar daerah Sumatera Barat, maka lum-
puhlah seluruh kekuatan Sumatera Barat dalam menentang Be-
landa. Akibatnya semenjak awal abad ke-19 dominasi poli-
tik Belanda tertanam semakin kuat dan kokoh dihampir selu-
ruh daerah Sumatera Barat. Dominasi politik itu dijadikan Be-
landa sebagai landasan untuk perkembangan perekonomian
Belanda dan penetrasi kebudayaan Barat di Sumatera Barat.

Dalam perkembangannya, selama akhir abad ke-19 ada
beberapa hal yang patut dicatat dalam sejarah Sumatera Barat,
walaupun catatan itu sebahagian akan melukiskan kegiatan Be-
landa di Sumatera Barat.

A. PEMERINTAHAN

Belanda sudah lama mengandung maksud untuk melak-
sanakan suatu sistem pemerintahan pusat (sentralisasi) untuk
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mengatur pemerintahan Hindia Belanda dengan pusat kegiat-
annya berada di Batavia. 4) Karena Belanda mengalami banyak
kesukaran dari rakyat Indonesia, maka cita-cita tersebut baru
dapat terlaksana pada pertengahan abad ke-19. Sebelum itu
perlawanan rakyat yang terjadi di hampir seluruh daerah In-
donesia menyebabkan Belanda terpaksa menahan keinginan
tersebut, karena pusat perhatiannya terpaksa dicurahkan un-
tuk menghadapi dan menahan gelombang perlawanan rakyat
yang silih berganti.

Di daerah Sumatera Barat hal itu tidak merupakan keke-
cualian, artinya mulai pertengahan abad ke-19 dijalankan sua-
tu sistem pemerintahan pusat dalam bentuk birokrasi yang ke-
tat dengan stafnya orang-orang Belanda sendiri Pada puncak
kekuasaan terdapat Raja kerajaan Belanda sebagai penguasa
tunggal. Walaupun orangnya berada jauh di seberang laut, tetapi
kekuasaannya terasa di seluruh wilayah Hindia Belanda. Tem-
pat kedua terdapat Gubernur Jenderal yang diangkat oleh kera-
jaan Belanda. Gubernur Jenderal merupakan penguasa tung-
gal yang otokratis di Hindia Belanda. Dalam menjalankan pe-
merintahan sehari-hari Gubernur Jenderal dibantu oleh bebe-
rapa badan sebagai penasehat dan kelengkapan pemerintah.

Kedua struktur pemerintahan yang telah disebutkan di-
atas tidak terdapat di Sumatera Barat, karena raja berada di ne-
geri Belanda dan Gubernur Jenderal berkedudukan di Batavia.
Sedang di Sumatera Barat sendiri terdapat susunan pemerintah-
an sebagai berikut:

Sesudah Perang Minangkabau, Sumatera Barat dijadikan
sebuah residensi yang dikepalai oleh seorang Residen yang ber-
kedudukan di Padang. Dalam menjalankan pemerintahannya
sesudah Perang Minangkabau dibantu oleh tenaga-tenaga ahli
di bidang adat dengan pangkat Wedana, yang bertindak seba-
gai instansi tertinggi dalam penyelesaian segala masalah yang
berkenaan dengan adat, termasuk pengawasan terhadap pemang-
ku-pemangku adatnya. Disamping memegang kendali dalam
masalah pemerintahan, Residen juga berkedudukan sebagai pim-
pinan tertinggi untuk pengadilan dan kepolisian. Dengan demi-
kian dapat kita lihat bahwa kekuasaan seorang Residen sangat
besar dan dia merupakan penguasa tunggal yang otokratis di
Sumatera Barat.

Pada penghujung abad ke-19 Karesidenan Sumatera Ba-
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rat dijadikan dua daerah yaitu pertama adalah Karesidenan Pa-
dang Darat 5) yang berkedudukan di Bukittinggi yang melipu-
ti seluruh daerah pedalaman Sumatera Barat. Yang kedua, Ka-
residenan Padang Pesisir yang berkedudukan di Padang yang
meliputi seluruh daerah pesisir Sumatera Barat. Tahun 1891
daerah Karesidenan Padang Pesisir juga meliputi daerah yang
terletak antara Agam Utara dengan daerah Tapanuli oleh Be-
landa dinamakan daerah Ophir.

Jabatan Residen hanya dijabat oleh orang Belanda, yang
berlangsung sampai dengan jatuhnya Sumatera Barat ke tangan
Jepang.

Pada eselon kedua di Sumatera Barat terdapat daerah ad-
ministrasi 6) afdeeling” 7), yang pada akhir abad ke-19 ter-
dapat lima daerah yaitu:

1. Afdeeling Zuid Benedenlanden,
2. Afdeeling Tanah Datar,

3. Afdeeling Agam

4. Afdeeling Lima Puluh Kota, dan
S. Afdeeling Solok

Daerah administrasi afdeeling ini dikepalai oleh seorang
Asisten Reisden. Pada penghujung abad ke-19, sewaktu Suma-
tera Barat dibagi atas dua Karesidenan, maka Karesidenan Pa-
dang Darat terdiri dari 5 sampai 8 afdeeling dan daerah Karesi-
denan Padang Pesisir terdiri dari 3 sampai 5 afdeeling. Dengan
demikian jumlah Asisten Residen juga bertambah sebanyak af-
deelingnya. Asisten Residen pada waktu itu juga terdiri dari
orang-orang Belanda.

Sebelum pertengahan abad ke-19, tepatnya sewaktu Pe-
rang Minangkabau berkecamuk daerah administrasi afdeeling
ini belum ada.

Daerah administraiif onder afdeeling ini merupakan sua-
tu penyimpangan dari pola urhum pemerintahan Hindia Belan-
da di Indonesia. Seperti di Jawa dan Madura kesatuan daerah
ini tidak ada, sebaliknya disana masih dipertahankan daerah
administratif regensi (keregenan).

Di Sumatera Barat daerah administratif onder-afdeeling
ini terdapat sebanyak 19 buah, yaitu:

1. Afdeeling Zuid Ben ederglanden
a. Onder-afdeeling Padang Eilanden
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b.  Onder-afdeeling Painan
¢.  Onder-afdeeling Mentawai Eilanden.

2. Afdeeling Tanah Datar
a. Onder-afdeeling Pariaman
b.  Onderafdeeling- Padang Panjang
¢.  Onderafdeeling- Batipuh X Koto

3. Afdeeling Agam
a.  Onder afdeeling Oud Agam
b.  Onder afdeeling Maninjau
¢.  Onder afdeeling Lubuk Sikaping
d.  Onder afdeeling Ophir .

4.  Afdeeling Lima Puluh Kota
a.  Onder afdeeling Payahkumbuh
b.  Onder afdeeling Suliki
¢.  Onder afdeeling Bangkinang

5. Afdeeling Solok

Onder afdeeling Sawah Lunto
Onder afdeeling Solok

Onder afdeeling Alahan Panjang
Onder afdeeling Muara Labuh

e.  Onder afdeeling Sijunjung.

Setiap daerah administratif ini dikepalai oleh seorang Con-
troleur yang diangkat oleh Residen atas nama Gubernur Jende-
ral. Jabatan ini merupakan jabatan terendah yang dijabat oleh
pegawai-pegawai Belanda. Oleh karena itu pejabat inilah yang
sangat banyak berhubungan dengan rakyat yang menyebabkan
dia sangat ditakuti oleh rakyat, karena segala cara yang otokra-
si dari Residen dan Assisten Residen, realisasinya terlihat me-
lalui Kontroleur ini.

Dalam soal pemerintahan sebenarnya Kontrolur inilah
yang berhubungan langsung dengan Laras atau Kepala Negari.
Seorang Kontrolur bertugas mengawasi Laras. Biasanya seorang
Kontrolur bertugas mengawasi beberapa daerah Kelarasan, te-
tapi apabila suatu daerah dianggap sangat penting dalam pe-
ngertian masih rawan atau merupakan sumber kekayaan Be-
landa dan sebagainya, akan diawasi oleh seorang Kontrolur yang
hanya khusus ditugaskan untuk satu daerah itu. Dengan demi-
kian pengawasannya dapat diberikan secara penuh.

/O OR
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Kontrolur ini terbagi pula atas beberapa tingkat. Makin
penting daerah yang diawasi makin tinggi kedudukan atau ting-
kat seorang Kontrolur. Suatu daerah yang tidak menghasilkan
apa-apa, bahkan sebaliknya akan mendatangkan pengeluaran
yang besar saja bagi Belanda, cukup diawasi oleh seorang Kon-
trolur tingkat tiga atau paling bawah. Tetapi seorang Kontro-
lur yang bertugas menerima dan menyampaikan perintah Asis-
ten Residen atau Residen, merupakan Kontrolur kelas satu
atau yang paling tinggi tingkatnya dalam urutan Kontrolur.

Sebetulnya tugas seorang Kontrolur bukanlah pada bi-
dang administrasi pemerintahan, melainkan di bidang pengawas-
an barang atau tanaman ekspor. Daerah penghasil kopi, teh,
cengkeh, lada dan lain-lain bahan ekspor harus diawasi oleh se-
orang Kontrolyr kelas satu.

Dalam teorinya tugas Kontrolur hanya mengawasi, teta-
pi dalam prakteknya seorang kontrolur merupakan alat pemak-
sa dari Asisten Residen atau Residen terhadap rakyat. Kontro-
lur inilah yang menangkap rakyat yang dianggapnya keras ke-
pala. Dalam menjalankan tugasnya seorang Kontrolur dapat
langsung masuk ke dalam suafu Negari tanpa izin Kepala Naga-
rinya. Karena itu rakyat lebih takut kepada Kontrolur daripa-
da Residen sendiri Dalam prakteknya tugas Kontrolur adalah
sebagai alat pemaksa atasannya dan tugas inilah yang selalu di-
jalankannya, supaya barang dan tanaman ekspor jangan sam-
pai turun jumlahnya dan kekuasaan Belanda tetap tertanam
dengan kuat. ‘

Jadi seorang Kontrolur mempunyai tugas ganda. Ke atas
sebagai alat penghubung antara Laras dan Kepala Nagari dengan
Asisten Residen dan Residen, sedangkan ke bawah merupakan
algojo Belanda yang sewaktu-waktu siap menerkam mangsa-
nya, seorang tukang pukul yang selalu patuh melaksanakan pe-
rintah majikannya. ' '

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kontrolur diban-
tu oleh: seorang wakil Kontrolur, seorang jurutulis kelas I, se-
orang jurutulis kelas II, dan beberapa orang opas.

Eselon berikutnya adalah daerah administratif Kelarasan
yang dikepalai oleh seorang Laras. Kata Laras di Minangkabau
tidak pernah digunakan sebagai bagian dari organisasi pemerin-

tahan. Biasanya kata Laras han ipergunakan untuk mem-
bicarakan hukum adat. D $ i berarti “’kesejajar-
’' <,
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an” adat istiadat yang dipakai oleh pendudukan Minangkabau
seperti Laras Koto-Piliang dan Laras Bodi-caniago.

Tetapi oleh Belanda Laras dijadikan pangkat kepala dae-
rah administratif dengan wilayah kekuasaannya dinamakan Ke-
larasan. Beberapa buah nagari yang mempunyai latar belakang
adat istiadat yang sama atau sejajar, dijadikan sebuah kesatuan
daerah yang disebut kelarasan dan kepalanya dinamakan La-
ras. Laras sebagai Kepala Kelarasan oleh orang Minangkabau
dibuat dengan Angku Lareh atau Tuanku Lareh 9)

Kalau diperhatikan lebih lanjut bahwa Laras adalah sesung-
guhnya seorang kepala daerah yang berkuasa secara tradisio-
nal yang diserahi Belanda sebagai seorang Laras yang mengepa-
li beberapa orang Kepala Nagari yang juga merupakan kekua-
saan tradisional yang langsung mengatur kehidupan rakyatnya,
maka kelihatannya Belanda tidak mau mencampuri urusan ten-
tang kehidupan masyarakat Minangkabau, bahkan tata kehidup-
an itu tetap diakui dan diperkuat. Seolah-olah Belanda senang
dengan adanya tata kehidupan yang demikian.

Tetapi apakah demikian keadaan yang sesungguhnya? Pa-
da dasarnya Belanda tetap saja melakukan hal-hal yang meng-
untungkan dirinya sendiri. Dengan membiarkan kekuasaan tra-
disional itu berkuasa terus tanpa dicampuri oleh Belanda akan
menyebabkan rakyat lambat laun bersimpati kepada Belanda.
Justru hal inilah yang sesungguhnya diingini oleh Belanda. Ma-
sih sangat terasa oleh pihak Belanda luka-luka yang diderita aki-
bat ketidak-simpatisan rakyat pada awal dan bagian kedua abad
ke-19 di Sumatra Barat. Kalau pada akhir abad ke-19 ini hal
itu terulang lagi mungkin akibatnya akan lebih parah. Oleh ka-
rena itu lebih baik mengalah dengan jalan mengambil hati rak-
yat seperti yang telah disebutkan di atas, sementara itu kekua-
saan dan wewenang Laras dan eselon bawahannya dikurangi
secara diam-diam, sehingga pada akhirnya mereka itu akan me-
rupakan pelaksana yang baik buat kepentingan Belanda.

Sebaliknya dengan .Laras sendiri, sesuai dengan perkem-
bangan zaman, banyak di antara mereka dan keluarga mereka
yang telah dapat mengecap dunia pendidikan yang tanpa disa-
dari Belanda nanti akan merupakan bumerang bagi mereka.
Dengan demikian maka Laras dan seluruh bawahannya dijabat
oleh orang Sumatera Barat sendiri. '

Pada eselon yang paling rendah dalam susunan pemerin-
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tahan Belanda di Sumatera Barat terdapat Nagari, yang meru-
pakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan
menurut adat di Minangkabau. Kepala Nagari dipilih melalui
suatu kerapatan adat atau kerapatan penghulu dalam nagari
itu melalui musyawarah. Seorang Kepala Nagari yang telah ter-
pilih dengan sistem demikian oleh Residen Sumatera Barat di-
kukuhkan dalam sebuah surat putusan atas nama Gubernur Jen-
deral di Batavia, setelah melalui seleksi yang ketat oleh peme-
rintah Belanda secara bertahap.

Tingkat pertama oleh Kontrolur yang menerima itu dari La-
ras. Sesudah disetujui oleh Kontrolur dilanjutkan kepada Asis-
ten Residen. Sesudah mendapat persetujuan pada tingkat ini
lalu diteruskan kepada Residen yang kalau disetujui akan sege-
ra ditetapkan sebagai kepala Nagari.

Walaupun dilakukan seleksi demikian tetapi sesungguh-
nya rakyat tidak merasakannya, bahkan sebaliknya mereka me-
rasa sudah merupakan sesuatu kewajiban saja. Demikian pin-
tarnya Belanda mempergunakan keadaan, sehingga segala sesua-
tu yang mengenai pemerintahan Nagari itu sesungguhnya su-
dah ditentukan oleh Belanda. '

Kedudukan seorang Kepala Nagari merupakan keduduk-
an yang paling sulit dalam hirarkhi pemerintahan Belanda di
Sumadtera Barat, karena harus selalu menekan perasaan dalam
menjalankan tugasnya. Sebagai seorang kepala dalam suatu Na-
gari yang diangkat melalui kerapatan adat nagari, dia tidak mem-
punyai kekuasaan, seluruh kekuasaannya telah dikurangi oleh
Belanda. Ke atas dia harus memenuhi seluruh tuntutan Belan-
da yang disampaikan melalui Kontrolur, yang biasanya tidak
sanggup dipenuhi. Ke bawah dia harus memaksa anak keme-
nakan yang sangat menghantuinya untuk memenuhi segala tun-
tutan Belanda itu. Sedangkan dia sendiri sangat menyadari akan
kesukaran kehidupan anak kemenakannya. Kalau tidak dilak-
sanakan tugas tersebut, dia mungkin ditangkap dengan segala
macam alasan, tetapi kalau dilaksanakan bertentangan dengan
hati nurani sendiri. Ibaratnya seperti orang memakan ’’buah
simalakama, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati.”. 11)

Oleh karena itu, kebanyakan Kepala Nagari sadar terpaksa
”main kucing-kucingan” atau “main menang” saja. Sedapat
mungkin bersikap pura-pura, bermain sandiwara, tapi kalau ter-
paksa dilaksanakan juga, tapi dengan resiko yang paling sedi-
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kit menimbulkan kerugian.

Disamping hirarkhi pemerintahan seperti yang telah dise-
butkan terdapat suatu kekhususan di Sumatera Barat, ialah di-
tetapkannya Padang dan Fort de Kock (Bukittinggi sekarang)
sebagai kotapraja. Kepala kotapraja diangkat oleh Asisten Re-
siden dimana Kotapraja itu berada. 10)

Kalau diambil kesimpulan dari apa yang telah diuraikan
di atas itu maka terlihatlah gambaran sebagai berikut:
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STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
SUMATERA BARAT

RAJA

GUBERNUR
JENDERAL

RESIDEN

L

ASISTEN
RESIDEN

KONTR KONTR KONTR KONTR KONTR

LARAS LARAS
KEPALA KEPALA
NAGARI NAGARI

l l

RAKYAT




Raja Belanda — Berada di Negeri Belanda tetapi pe-
(Nederland) ngaruhnya sangat terasa di Indonesia.

Gubernur Jenderal Berada di Batavia sebagai pucuk pim-

(Nederlandsche Indie) pinan kekuasaan Pemerintahan Hindia
Belanda, diangkat oleh Raja Belanda,
memerintah secara otoritas.

Residen — Penguasa tertinggi di daerah, diang-

(Residensi/ kat oleh Gubernur Jenderal atas na-

Karesidenan) ma Raja, memerintah secara otokra-
si dalam daerahnya.

Asisten Residen — Eselon kedua di daerah, diangkat

(Afdeeling) oleh Residen, atas nama Gubernur
Jenderal juga berkuasa secara oto-
krasi.

Kontrolur — Eselon terendah di daerah yang dija-

(Onder afdeeling) bat oleh orang Belanda, karena tu-
gasnya, sangat ditakuti rakyat.

Laras — Suatu jabatan yang diadakan Belan-

(Kelarasan) da untuk memudahkan mereka ber-

kuasa di Sumatra Barat. Dalam struk-
tur adat Minangkabau jabatan ini
tak ada.

Jabatan tertinggi yang dapat dipe-
gang oleh orang Minangkabau (se-
belumnya Regen jabatan tertinggi orang
Minangkabau, awal/bagian II abad

ke-19).
Kepala Nagari — Pejabat yang memimpin suatu wila-
(Nagari) yah Nagari.

Pada penghujung abad ke-19 keadaan di daerah Sumate-
ra secara relatif berada dalam keadaan aman. Tidak lagi terja-
di ketegangan-ketegangan yang serius antara rakyat Minangka-
bau dengan Belanda seperti yang terjadi pada bagian I dan II
abad ke-19. Oleh karena itu administrasi pemerintahan dapat
diatur lebih baik. _

Walaupun makin banyak tenaga Belanda yang berpenga-
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laman yang didatangkan ke Sumatera Barat, tetap saja belum
sanggup melola administrasi pemerintah Sumatera Barat de-
ngan baik, karena jumlah tenaga mereka itu relatif sedikit jika
dibandingkan dengan tugas yang akan digarapnya. Disamping
itu bantuan dari orang Minangkabau sendiri tak banyak dapat
diharapkan karena pendidikan mereka sangat terbatas. Seba-
gai contoh: Pada tahun 1852 pegawai Belanda yang ditempat-
kan di daerah Karesidenan Sumatera Barat hanya sebanyak 76
orang sedangkan mereka harus melola sebanyak 400 buah na-
gari lebih kurang. Oleh karena itu kebanyakan dari mereka ha-
nya ditempatkan pada pusat-pusat pemerintahan atau pusat-
pusat pasar yang penting, seperti di Bukittinggi. Akibatnya
mau tidak mau Belanda sendiri terpaksa melatih orang Suma-
tera Barat untuk ikut melancarkan roda administrasi pemerin-
tahan tersebut. Pada tahun 1882 sudah terdapat 48 buah kan-
tor administrasi pemerintahan daerah yang masing-masing mem-
punyai pegawai terdiri dari orang Belanda dan orang Sumatera
Barat sendiri. Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya
pemerintahan Nagari-Nagari, karena dalam pemerintahan Na-
gari inilah sesungguhnya dijalankan administrasi pemerintahan
yang penting di Sumatera Barat. Sedangkan Nagari-Nagari itu
sendiri sudah diatur secara tradisional oleh kepala Nagarinya.

Secara tradisional di Sumatera Barat peranan penghulu
suku 12) sangat penting dan menentukan dalam masyarakat.
Dalam hal pengaturan suku atau kaumnya kepala suku atau
penghulu suku itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap su-
kunya dan tidak dapat dicampuri oleh suku lain, apalagi oleh
orang asing seperti Belanda. Belanda sendiri sesungguhnya su-
dah menyadari keadaan yang demikian berdasarkan pengalam-
an mereka selama berada di daerah Sumatera Barat dan berda-
sarkan laporan ahli adat mereka yang juga diperbantukan seba-
gai pegawai sipil Belanda. Sedikit saja Belanda ikut campur da-
lam masalah suku di Minangkabau, dengan segera mereka men-
dapat reaksi spontan dari anggota-anggota suku itu melalui ke-
pala atau penghulu sukunya. Oleh karena itu Belanda mengam-
bil sikap tidak akan ikut mencampuri urusan suku itu bahkan
sedapat mungkin ikut mempertahankan eksistensinya, tetapi
disamping itu berusaha memanfaatkannya sedemikian rupa se-
hingga kepentingan Belanda di Sumatera Barat dapat disalur-
kan melalui penghulu suku itu. Disinilah letak efektivitas tak-

21



tik Belanda yang secara pelan-pelan menghancurkan sistem dan
struktur adat yang sangat kuat dalam masyarakat Minangka-
bau. Tetapi syukurlah kehancuran itu hanya terjadi pada kulit-
nya dalam arti kata hanya terjadi pada sebagian oknum peng-
hulu suku, sedangkan sistem dan struktur adatnya tak tergoyah-
kan oleh usaha Belada itu.

Demikianlah Belanda mempergunakan keadaan dan situa-
si di Sumatera Barat yang demikian untuk memperkuat dan
memperkokoh kekuasaannya dan mengeruk keuntungan yang
besar. Di antara penghulu suku ada yang tetap dibiarkan seba-
gaimana adanya tanpa diganggu dan dicampuri, tetapi sebaha-
gian dari mereka ada yang diangkat dan dijadikan Belanda se-
bagai pegawai pemerintahan dengan fasilitas untuk mengguna-
kan wewenang dan kekuasaannya lebih besar. Orang-orang yang
demikian lambat laun diberikan pendidikan untuk sekadar me-
ngetahui bagaimana melola administrasi pemerintahan.

Dengan pemberian pendidikan itu tidak berarti bahwa
Belanda sudah berbaik hati terhadap rakyat Sumatera Barat
lalu memberikan pendidikan secara cuma-cuma. Tidak demi-
kian keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini Belanda mempu-
nyai dua tujuan yang tersembunyi. Pertama, mempersiapkan
tenaga terdidik untuk segera dapat dipergunakan membantu
Belanda dalam menjalankan kelancaran administrasi pemerin-
tahan, - karena mereka sendiri sangat kekurangan tenaga. Ten-
tu saja pendidikan ini diberikan tidak merupakan pendidikan
tinggi, tapi cukup sekedar untuk mengetahui pengelolaan ad-
ministrasi pemerintahan tingkat rendah. Kedua, tujuan Belan-
da adalah untuk mempersiapkan suatu golongan adat sendiri
yang sudah terlatih dan diberikan dasar pendidikan Barat yang
sangat mementingkan masalah secara individual. Mereka yang
telah mendapatkan pendidikan yang demikian, kalau dilepas-
kan lagi ke tengah kehidupan masyarakat akan memperlihat-
kan sikap dan cara berpikir yang lain dari sikap dan cara berpi-
kir tradisional. Karena Belanda mengembangkan sistem biro-
krasi yang sama sekali tidak berdasarkan hukum adat, maka
mereka yang telah mengalami pendidikan itu akan timbul ambi-
si pribadi yang pada saatnya akan mampu melakukan segala
cara untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Dari me-
reka inilah Belanda mengharapkan timbulnya suatu kekuatan
baru secara otomatis yang akan bertentangan atau akan mele-
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mahkan kekuasaan adat secara berangsur-angsur.

Tujuan yang kedua inilah yang sangat berbahaya bagi ke-
lestarian adat istiadat Minangkabau. Dari tujuan ini dapat Kita
ketahui bahwa bagaimana baiknya sikap dan tindakan Belan-
da yang tampak dari luar, tetapi pada hakekatnya tetap ber-
tujuan untuk menghancurkan kekuatan yang hidup dalam ma-
syarakat, sehingga akhirnya yang tinggal hanya kekuatan yang
membantu Belanda. Usaha ini dijalankan Belanda dengan siste-
matis hingga rakyat Minangkabau sebagian besar tidak mera-
sakannya. 1845 awal abad ke-20 tentu saja tidak sama dengan
apa yang telah digambarkan itu, misalnya pangkat Regen mulai
dihapus sesudah tahun 1845, sedangkan sebelumnya sangat
dibutuhkan oleh Belanda. Demikian juga mulai awal abad ke-20
sistem administrasi pemerintahan ini mengalami sedikit pero-
bahan tetapi secara garis besarnya struktur yang telah dijalan-
kan itu tetap berlaku. Perobahan itu terutama terjadi untuk
usaha penyempurnaan.

B. SOSIAL BUDAYA
1. Pendidikan

Dalam rangka moderinnisasi sistem pemerintahan Belan-
da di Sumatera Barat, Belanda membutuhkan tenaga terdidik
atau kader terlatih untuk mengisi jabatan yang akan ditinggal-
kan oleh pejabat yang tidak mempunyai latar belakang pendi-
dikan.

Untuk pembentukan kader atau tenaga terdidik Belanda
terpaksa harus membangun lembaga pendidikan. Sekolah per-
tama yang didirikan Belanda bertujuan untuk membentuk tena-
ga atau kader pegawai rendah dan murah. Oleh karena itu Se-
kolah yang didirikan itu pada tahap pertama merupakan seko-
lah-sekolah rendah, seperti Sekolah Nagari, Sekolah Kelas II,
Sekolah Kelas I, Vervolg school, Schakel School dan lain-lain.

Demikianlah di Sumatera Barat tahun 1840 mulai didi-
rikan Sekolah Nagari yang mendapat persetujuan Raja Belan-
da tanggal 30 September 1848. Setelah berjalan beberapa tahun
Belanda menganggap pendirian sekolah-sekolah itu sebagai sua-
tu keberhasjlan karena membantu pemerintah Belanda menam-
bah tenaga pegawai rendah dan murah yang memang sangat di-
butuhkan di Sumatera Barat waktu itu. Karena perkembangan
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situasi dan keadaan, makin terasa akan perlunya peningkatan
mutu pendidikan. Untuk itu diperlukan guru yang terdidik khu-
sus untuk itu.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang demikian ma-
ka pada 1 April 1856 13) di Bukittinggi didirikan Sekolah Nor-
mal. 14)

Tamatan Sekolah Normal itu tidak saja dipekerjakan sebagai
guru pengembang pengetahuan dan kebudayaan Barat, tetapi
juga sebagai pegawai sipil dan tenaga jaksa di Badan Peradilan
(Landraad) yang disebar bukan saja di Sumatera Barat, tetapi
juga keseluruh daerah Sumatera. Bersamaan dengan dihasilkan-
nya tenaga-tenaga guru itu, sekaligus berarti bahwa unsur pe-
ngembang kekuasaan Belanda dan kebudayaan Barat juga mu-
lai diproduksi secara sistematis dan terarah. 15)

Dari 28 orang tamatan Sekolah Normal angkatan perta-
ma, hanya 12 orang yang diangkat menjadi guru pada Sekolah
Nagari, sedangkan selebihnya ada yang bekerja sebagai pega-
wai administrasi pemerintahan, jaksa, pengawas gudang dan
lain-lain jabatan bukan guru.

Satu hal yang perlu diperhatikan disini ialah bahwa orang
Minangkabau tamatan Sekolah Normal itu, baik yang beker-
ja sebagai guru, maupun pegawai sipil lainnya, dalam bidang
tugasnya menunjukkan “prestasi kerja yang baik. Bahkan hasil
kerja yang mereka capai luar perkiraan orang Belanda sendiri,
terutama mereka yang bekerja sebagai pegawai administrasi
pemerintahan Belanda rata-rata menunjukkan hasil yang gemi-
lang. Rupa-rupanya pekerjaan ini cocok bagi orang Minang-
kabau.

Akibat sampingan dari pendidikan yang diberikan Belan-
da itu adalah, pada pertengahan abad ke-19 di Sumatera Ba-
rat muncul kaum terpelajar yang mulai terbuka pikirannya ter-
hadap berbagai kepincangan dalam kehidupan masyarakat. II-
mu yang mereka perdapat telah menimbulkan cara berfikir
kritis, timbul daya kritik terhadap kehidupan yang selama ini
mereka diamkan saja, antara lain terhadap kekakuan pelaksana-
an hukum adat dan kekuasaan asing yang menjajah mereka.

Karena penghasilan mereka sebagai pegawai Belanda me-
lebihi kebutuhan hidup mereka dan hasil pendidikan yang me-
reka peroleh banyak mendatangkan manfaat, maka akhirnya
timbul kegairahan dan minat yang besar dikalangan masyara-
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kat untuk mengikuti pendidikan formal yang diadakan Belan-
da terutama terhadap pendidikan yang lebih tinggi tingkatan-
nya masyarakat, terutama Kaum terpelajar menyadari bahwa
pendidikan yang diberikan pada Sekolah Nagari tingkat rendah
tidak banyak mendatangkan manfaat bagi mereka, hanya seka-
dar pandai menulis dan membaca saja. 16) Oleh karena itu bagi
masyarakat yang berkecukupan timbul minat yang lebih tinggi,
untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Jawa, di mana ter-
dapat lembaga pendidikan yang lebih tinggi seperti Sekolah
Dokter Jawa, bahkan ada juga mengirimkan anak mereka ke
negeri Belanda untuk dididik menjadi ahli hukum, ahli Ekono-
mi dan sebagainya. Kesempatan untuk itu mudah mereka per-
oleh, karena sebagai pegawai administrasi pemerintahan Belan-
da, mereka memperoleh keringanan dan fasilitas dari Belanda
sendiri dan perongkosan dibayar dengan gaji yang berlebih buat
hidup saja.

Tenaga-tenaga beginilah yang kemudian sebagian dari me-

reka menjadi ujung tombak dalam proses persiapan kemerde-
kaan Indonesia, lebih-lebih sesudah abad-20.
Inilah efek sampingan yang sama sekali tidak diperkirakan oleh
Belanda dari semula. Belanda menggerakkan dan mendidik me-
reka dalam rangka memantapkan kekuasaa politik ekonomi
mereka di Sumatera Barat. 17) Tenaga mereka diharapkan
akan muncul sebagai kekuatan baru yang akan menentang ke-
kuatan adat dan kekuatan agama yang hidup dengan kuat’ da-
lam masyarakat, karena dasar pendidikan mereka yang meng-
utamakan unsur kebudayaan Barat sudah dipertentangkan de-
ngan prinsip-prinsip kaum adat dan alim ulama Minangkabau.
Tetapi setelah mata mereka terbuka justru sebaliknyalah yang
terjadi. Mereka mulai melihat kepincangan dalam kehidupan
masyarakat yang setiap saat tampak makin jelas oleh mereka.
Memang sebagian tujuan orang Belanda semula dapat juga di-
capai, tetapi rasa harga diri dari orang Minangkabau yang sa-
ngat tertekan pada akhirnya menghilangkan usaha untuk men-
capai keuntungan pribadi dan berubah dengan usaha untuk
membangkitkan harga diri dari mereka inilah pada akhirnya
muncul berbagai kekuatan embrio untuk mempersiapkan Xe-
merdekaan.

Tetapi sampai pada akhir abad ke-19 mereka belum me-
rupakan suatu kekuatan yang akan dapat mendobrak kekuasa-
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an penjajahan. Mereka barulah merupakan kaum intelek Ba-
rat yang dipergunakan Belanda untuk mempertahankan kepen-
tingan politik ekonominya. Tetapi sebagai suatu kekuatan em-
brio dalam masyarakat Minangkabau mereka sudah memuncul-
kan dirinya. 18)

Di Sumatera Barat, sepert: juga halnya dengan daerah-

daerah lain di Indonesia didirikan tiga macam sekolah menu-
rut cara penerimaan muridnya. Pertama, adalah Sekolah De-
sa Nagari 19), Sekolah Kelas II, Sekolah Kelas I yang disedia-
kan bagi rakyat biasa. 20)
Kedua, adalah sekolah yang menerima murid anak-anak para
bangsawan, pegawai sipil ‘pada pemerintahan Belanda 21), orang
kaya. Sekolah yang demikian antara lain adalah HIS, Mulo, AMS,
Kweekschool dan sebagainya. Adakalanya pada sekolah ini ju-
ga menerima anak-anak Belanda.

Ketiga, adalah sekolah yang hanya menerima anak-anak
orang Eropah. Sekolah ini dinamakan Europeesche School, sam-
pai abad ke-19 di Sumatera Barat belum terdapat sekolah Ting-
g.

Pada tahun 1870-an administrasi pemerintahan kolonial
Belanda mengalami perobahan, yaitu menuju ke arah lebih
modern untuk melakukan perobahan ke arah organisasi admi-
nistrasi modern diperlukan tenaga terdidik dan terlatih yang ber-
pengalaman. Pendidikan yang diberikan pada Sekolah Nagari
dirasakan tidak cukup lagi memberikan kecakapan dan kete-
rampilan yang memadai untuk peningkatan dan modernisasi
administrasi pemerintahan, maka sistem dan mutu pendidik-
an Sekolah Nagari harus diperbaiki.

Disamping itu Sekolah Nagari sejak mulai didirikan tidak
mendapat penghargaan dari orang Sumatera Barat sendiri; se-
bahagian orang Minangkabau merasa tidak perlu dengan lemba-
ga pendidikan Sekolah Nagari itu, karena mereka kurang ya-
kin dengan mutu pendidikannya dan kurang mempercayai Se-
kolah tersebut. Apalagi sekolah-sekolah demikian tidak me-
nambah prestasi dan prestasi mereka dalam masyarakat. Dari-
pada masuk sekolah Nagari, lebih baik mereka masuk sekolah
tradisional 22) yang telah lama ada di Sumatera Barat. Mere-
ka lebih merasa terhormat jika masuk sekolah tradisional dari-
pada masuk Sekolah Nagari.

Di samping itu keadaan Sekolah Nagari itu sendiri me-
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mang sangat menyedihkan. Kebanyakan muridnya berasal dari
orang tua yang kurang mampu, karena kebanyakan mereka ada-
lah pegawai lapisan terbawah yang penghasilannya tak cukup.
Hanya masalah prestise saja yang menyebabkan mereka me-
nyekolahkan anak-anaknya, padahal sebetulnya kurang mam-
pu. Keadaan yang beginilah menyebabkan Sekolah Nagari ku-
rang nilainya dalam pandangan masyarakat Sumatera Barat.
Tamatan Sekolah Nagari seolah-olah tidak dihargai oleh Be-
landa sendiri, karena walaupun mereka diangkat menjadi pe-
gawai Belanda, tempat pada tempat yang paling rendah. Demi-
kian keadaan sekolah Nagari menjelang tahun 1870.

Sejalan dengan perbaikan pemerintahan Belanda, maka
tahun 1870 lembaga pendidikan Sekolah Nagari diperbaiki,
baik kurikulum maupun pembiayaannya. Dalam kurikulum
mulai terlihat nilai pendidikan yang berguna ketimbang sebe-
lumnya. Mengenai biaya, langsung dikeluarkan dari dana pe-
merintahan Belanda. Dengan demikian penyelenggaraan pen-
didikan dapat diperbaiki.

Sejalan dengan itu pendidikan Sekolah Normal pun men-
dapat perbaikan, dan akan diusahakan menjadi sebuah lemba-
ga pendidikan yang terbaik di Indonesia. 23)

Perluasan daerah kekuasaan Belanda di akhu' abad ke-19
memberi kesempatan kepada orang Minangkabau, dan mendo-
rong orang Sumatera Barat untuk mengorganisasi dirinya supa-
ya dapat menyesuaikan diri dengan pembaharuan yang dilaku-
kan Belanda.

Sejalan dengan perluasan pendidikan di Sumatera Barat
pada akhir abad ke-19 itu, timbul pula masalah nilai baru da-
lam kehidupan masyarakat. Bermacam corak pendidikan mem-
berikan pula bermacam kedudukan dan peranan dalam masya-
rakat. Pendidikan seseorang menentukan prestisenya di tengah
masyarakat. Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi
kedudukannya di tengah masyarakat dan makin besar peran-
annya. Kemampuan berbahasa Belanda menjadi kriteria uta-
ma dalam penentuan penerimaan pegawai pemerintahan Be-
landa. Makin hebat kemampuan bahasa Belanda seseorang, ma-
kin tinggi pula prestisenya.

Dari sekian banyak kedudukan yang terhormat pada akhir
abad ke-19 di Sumatera Barat, tiga kedudukan yang menon-
jol, yang dianggap luar biasa oleh orang Minangkabau, ialah:
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Angku Doto, Angku Lareh, Angku Guru. 24)

Karena ada dua tempat yang sangat dihormati masyara-
kat dapat dicapai melalui pendidikan, maka minat rakyat umum-
nya terhadap pendidikan makin meningkat, apakah pendidik-
an rendah, menengah atau pendidikan tinggi sekalipun. Hal ini
menyebabkan banyak orang Minangkabau yang dikirim ke Ja-
wa untuk melanjutkan pendidikannya, bahkan tidak kurang ba-
nyaknya yang dikirim ke Negeri Belanda. Nilai pendidikan ma-
kin dihargai masyarakat Minangkabau sejak tahun 1870 pada
waktu mutu pendidikan di Sumatera Barat mulai diperbaiki.

Pada akhir abad ke-19 ada suatu masalah pendidikan di
Sumatera Barat yang tak dapat dilupakan karena sangat besar
artinya bagi daerah Sumatera Barat di kemudian hari.

Semenjak Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang
keluar Sumatera, maka mulai saat itu di Sumatera Barat tera-
sa adanya kekosongan pemimpin di bidang agama Islam.

Hal ini berlangsung sampai dengan bahagian ketiga abad ke-19
ketika muncul kembali ulama-ulama muda Islam di Sumate-
ra Barat.

Pada waktu itu untuk menunaikan ibadah haji ke Me-
kah bagi penganut Islam yang mampu tidak dihalangi oleh Be-
landa. Salah seorang yang naik haji dari Sumatera Barat ada-
lah Ahmad Chatib yang sesudah menunaikan haji dan menun-
tut ilmu pengetahuan Islam secara mendalam, akhirnya mene-
tap di Mekah.

Syekh Ahmad Chatib inilah yang memberikan petunjuk Kke-
pada orang Minangkabau yang menunaikan haji ke Mekah.

Ahmad Chatib adalah salah seorang putra Minangkabau
yang menentang hukum warisan menurut adat, karena berten-
tagan dengan hukum agama Islam. Kepada setiap orang Minang-
kabau yang naik haji di Mekah beliau selalu tekankan bahwa
hukum warisan Minangkabau itu bertentangan dengan hukum
agama Islam. Syekh Ahmad Chatib tidak bosan-bosannya mem-
beri penjelasan kepada ulama Islam Minangkabau yang datang
ke Mekah.

Salah seorang ulama Islam Minangkabau yang sangat ter-
pengaruh oleh ajaran Syekh Ahmad Chatib adalah Muhammad
Yahya dari Luhak Tanah Datar. Setelah kembali dari Mekah Mu-
hammad Yahya menetap di Simabur, yaitu salah satu Kenaga-
rian di dalam Luhak Tanah Datar. Disana beliau mengembang-
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kan ajaran agama Islam secara mumi menurut hukum Islam
seperti yang terdapat di dalam Al Qur’an . Kemudian Muha-
mmad Yahya terkenal dengan sebutan Tuanku Simabur.

Murid-murid Tuanku Simabur sangat banyak yang ber-
datangan dari seluruh pelosok Minangkabau. Sekolah dilaksa-
nakan dengan sistem pendidikan surau. Jauh sebelum keda-
tangan Belanda ke Sumatera Barat pendidikan surau ini sudah
ada di Sumatera Barat. Murid-murid duduk mengelilingi guru-
nya sambil mendengar apa yang diucapkan guru tersebut. Sam-
pai dengan awal abad ke-19 pelajaran-pelajaran itu sudah  di-
perluas dengan membicarakan hukum Islam, ilmu Nahu, tafsir
Al Qur’an, ilmu figih dan lain-lain walaupun sistemnya masih
tetap tidak berobah. Murid diharuskan menghafal semua ilmu
yang diajarkan gurunya. Sesudah hafal baru ditambah dengan
pengajian baru. Sesudah tamat belajar semua ayat Al Qur’an
harus sudah terhafal. Demikian juga mengenai hadis nabi, il-
mu nahu dan lain-lain itu. Setamat belajar dapat dikatakan se-
orang merupakan sebuah kamus Islam yang berjalan.

Demikian juga dengan Tuanku Simabur. Bedanya sedi-
kit ialah tentang isi pelajaran Tuanku Simabur sangat menekan-
kan pada ajaran Islam. Bagaimana supaya murid-murid beliau
dapat memahami segala ajaran Islam itu dan mempraktekkan
dalam kehidupan masyarakat. Seorang murid tidak hanya me-
rupakan kamus lagi tetapi harus dapat memahami isinya.

Khusus mengenai hukum waris menurut Islam mendapat
perhatian beliau yang sangat besar dan sangat ditekankan ke-
pada murid-murid beliau, karena mengenai hukum waris itu ke-
nyataan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau sangat
bertentangan dengan hukum waris menurut ajaran Islam. Hal
ini beliau kemukakan bukan saja di surau tempat pengajian, te-
tapi juga pada setiap tempat diluar surau itu dan dikemukakan
secara terus terang ke hadapan khalayak ramai.

Khusus mengenai hukum adat tentang kaitan warisan sa-
ngat ditentang oleh Tuanku Simabur. Hal ini selalu beliau ke-
mukakan pada setiap kesempatan, dalam khotbah-khotbah Jum’at,
pengajian-pengajian agama, dalam tulisan beliau dan lain-lain.
Tantangan ini terutama ditujukan kepada kaum adat yang me-
laksanakan hukum adat dalam harta warisan itu. Disamping
itu tidak sedikit ulama Islam yang beliau serang, yaitu ulama-
ulama yang ikut membantu menegakkan hukum adat menge-
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nai harta warisan ini.

Akibatnya timbul reaksi dari kaum adat dan ulama-ula-
ma penyokongnya yang juga membalas semua serangan Tuan-
ku Simabur itu dengan penerangan kepada rakyat. Hal yang
demikian menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat yang
kian lama kian menghebat, akhirnya pertentangan ini mening-
kat menjadi pertentangan fisik antara pengikut Tuanku Sima-
bur dengan pengikut kaum adat. Karena sudah meningkat pa-
da pertentangan fisik akhirnya pemerintah Belanda ikut cam-
pur dan menangkap Tuanku Simabur dan dibuang ke Cirebon
tahun 1904.

Nilai yang penting terhadap sistem pendidikan Tuanku
Simabur ini bukanlah dari segi gelombang pertentangan yang
ditimbulkannya, tetapi pengaruh beliau terhadap murid-murid
beliau di kemudian hari. Dalam hal mengajarkan agama Tuan-
ku Simabur boleh dikatakan sebagai pelopor pembaharuannya.
Ajaran Islam yang diberikan melalui perdebatan dengan murid-
murid beliau, Murid tidak hanya menerima secara pasif, tetapi
ikut mengeluarkan pendapat terutama terhadap penyimpang-
an dalam praktek di tengah masyarakat. Beliau sendiri mengan-
jurkan kalau perlu memperbaikinya itu melalui jalan kekeras-
an.

Cara memberikan pengajaran inilah yang besar nilainya

terhadap pengikut beliau. Hal ini akan kelihatan nanti pada
awal abad ke-20, dimana ulama-ulama Islam pengikut beliau
menyempurnakan sistem pengajaran surau itu dengan sistem
“madrasah”. 25)
Faham yang disebarkan Tuanku Simabur ini banyak sedikit-
nya ikut menentukan jalannya sejarah Sumatera Barat pada
abad ke-20 dan akan membangkitkan nasionalisme lokal di
bahagian pertama abad ke-20.

Kalau dilihat secara tegas, maka sistem pendidikan surau
ini tidak banyak memberikan keuntungan pada rakyat di abad
ke-19 itu. Tetapi hasil pendidikan surau ini nanti menimbul-
kan faham nasionalisme lokal pertama di Minangkabau yang
sangat mempengaruhi corak sejarah Sumatera Barat. Disitulah
letak nilainya sistem pendidikan surau yang oleh Belanda ti-
dak dipandang sebelah mata,
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2. Seni Budaya

Perkembangan Seni Budaya pada akhir abad-19 ini tidak
banyak mengalami perubahan. Kesenian tradisional Minang-
kabau tetap hidup dengan iramanya yang spesifik. Tari piring,
misalnya hampir sama dengan tari piring yang sekarang, hanya
macamnya tidak sebanyak tari piring sekarang serta kegunaan-
nya khusus untuk pesta adat. Begitu juga dengan tarian lain
hanya dikeluarkan pada pesta adat seperti tari sewa dan tari
gelombang yang sampai sekarang masih tetap ada. Permainan
randai juga tetap berkembang waktu itu, hanya saja waktu pe-
nampilannya tidak seperti sekarang. Penampilan randai dengan
tujuan pengumpulan dana belum ada pada waktu itu. Sedang-
" kan pakaian anak randainya lebih orisinal dari pakaian anak
randai Sumatera Barat sekarang. Begitu juga dengan seni bu-
nyi-bunyian salung, kecapi, rebana, rebab dan sebagainya ma-
sih hampir sama seperti yang sekarang.

Seni ukir dan seni pahat gaya Minangkabau seperti yang

terlihat pada seni ukir dan seni pahat pada rumah adat Minang-
kabau di Taman Mini Jakarta dewasa ini, merupakan mode pa-
da setiap pembuatan rumah penduduk. Setiap jenis ukuran itu
mempunyai nama dan makna tersendiri pula.
Gaya dan teknik pembuatannya hampir sama dengan gaya dan
teknik pembuatan ukiran yang sekarang, hanya pada waktu
itu alat-alatnya masih sederhana dan masih dapat diproduksi
sendiri. Demikian juga dengan pakaian adat, tidak berapa be-
da dengan pakaian orang Minangkabau yang hidup pada abad
ke-20ini. -

Tetapi ada suatu kehidupan seni budaya yang waktu itu
hidup ditengah masyarakat, sekarang tidak ada lagi. Pada tiap
upacara adat selalu dimeriahkan dengan tarian dan nyanyian
tradisional Minangkabau. Untuk lebih memeriahkan suasana
pesta upacara tersebut dan khusus bagi yang muda-muda juga
diadakan sejenis pertandingan dalam bentuk ketangkasan. Ke-
tangkasan itu dapat dipertunjukan dalam melemparkan lem-
bing menuju suatu sasaran, mengadu kepandaian bermain pe-
dang, beradu Kketangkasan menunggang kuda, bermain sepak
raga. 26) Jenis permainan pertandingan ini merupakan olah
raga bagi para pemuda waktu itu. Lempar lembing tidak se-
perti sekarang, yaitu siapa yang terjauh lemparan dia yang me-
nang Lempar lembing waktu itu ditujukan pada suatu sasar-
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an yang telah ditentukan dalam jarak yang tertentu pula. Siapa
yang paling tepat dan paling sering mengenai sasarannya, dialah
yang menang. Permainan pedang sejalan dengan kepandaian
silat dilaksanakan. Makin terkenal seorang pendekar makin ma-
hir permainan pedangnya. Batas kalah menang seseorang da-
lam permainan pedang tidak hanya sekedar menyentuh lawan
dengan ujung pedang, tapi sampai salah -seorang takut meng-
hadapi lawannya. Atau kalau keduanya sama berani dan pen-
dekar, batas kalah menang sampai ada yang luka parah dan ti-
dak kuat lagi mengangkat senjatanya. Bahkan ada yang sam-
pai meninggal. Karena itu penggemar permainan pedang tidak
banyak jumlahnya, tapi dari yang sedikit penggemarnya itu,
baik yang menang, maupun yang kalah, kedua-duanya dihor-
mati oleh masyarakat. Permainan menunggang kuda sampai
sekarang masih ada dalam bentuk pacuan kuda. Pada waktu
itu orang naik ke punggung kuda tanpa pelana. Ketangkasan
dipertunjukkan sewaktu menaiki kuda dan sewaktu menung-
gangnya melalui jalan semak-semak. Jenis permainan begini
yang dipergunakan dalam upacara adat atau pesta perkawinan
tidak ada lagi sekarang, sedang pada akhir abad ke-19 itu men-
jadi mode dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhir abad-19 di Sumatera Barat bersamaan dengan
ditingkatkannya bidang pendidikan, sekaligus unsur seni buda-
ya Barat juga memasuki Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari
cara berpakaian sebagian orang Minangkabau. Masih pada awal
abad ke-19 orang Minangkabau belum mau memakai penta-
lon. Kebanyakan mereka memakai kain sarung atau celana hi-
tam dari kain katun atau merekan. Tetapi pada akhir abad ke-
19 kelihatannya pengaruh cara berpakaian gaya Barat mulai
menampakkan dirinya di Sumatera Barat, terutama bagi orang
Minangkabau yang telah mengeyam sistem pendidikan Belan-
da. Bersamaan dengan itu pengaruh musik Barat juga terasa.
Citar, terompet dan lain-lain mulai digemari rakyat. Not-not
heptatonis mulai terdengar di samping not-not yang pentato-
nis. Lagu dengan tujuh irama tangga nada mulai terdengar di
samping lagu yang bertangga nada lima di tengah masyarakat.
Cara berpikir dan bertingkah lagi menurut dasar kebudayaan
Barat juga terlihat mulai hidup dalam masyarakat.

Tetapi walaupun sudah kelihatan adanya kehidupan seni
budaya Barat dalam masyarakat Minangkabau, namun pengaruh-
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nya secara keseluruhan boleh dikatakan tidak ada terhadap ke-
hidupan seni budaya Minangkabau. Paling-paling yang kelihat-
an sedikit agak menonjol adalah di sebahagian kecil daerah pe-
sisir, sedangkan di daerah pedalaman sama sekali tidak kelihat-
an. Konstruksi bangunan rumah juga mulai kelihatan ada pe-
ngaruh bangunan Barat, tapi itupun di sebahagian daerah pesi-
sir saja.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Pada pertengahan 2bad ke-19. sebelum Belanda memper-
kenalkan tanaman kopi di Sumatera Barat, kehidupan ekono-
mi desa masih tergantung dari hasil desanya sendiri. Mata pen-
caharian penduduk sebagian besar adalah bertani. Tanaman
utama mereka ialah padi. Bertani di sawah dengan tanaman
padi itulah mata pencaharian pokok rakyat Sumatera Barat
waktu itu.

Musim turun ke sawah sangat lama, paling cepat sekali
dalam setahun, tergantung dari turunnya hujan. Kalau musim
kemarau panjang, maka lama pula waktunya untuk mulai tu-
run ke sawah. Cara pengerjaan sawah adalah mempergunakan
cangkul dan bajak. Ada sawah yang dikerjakan sendiri-sendi-
ri dan ada pula yang dikerjakan secara kelompok atau gotong
royong.

Lamanya padi di sawah kira-kira tujuh bulan dari mulai
mencangkul, menanam sampa.panen. Cara menuai padi ada-
lah dengan tuai. Sisa batang padi yang ditinggal di sawah dibiar-
kan demikian saja sampai busuk. Proses pembusukan ini ka-
dang-kadang memakan waktu enam bulan, selama itu sawah
termasuk tidak digarap.

Dilihat dari cara penggarapan sawah yangsederhana itu
yang praktis satu kali dalam 13 atau 14 bulan, bahkan kadang-
kadang lebih, kelihatannya kehidupan perekonomian Suma-
tera Barat waktu itu agak memadai. Mereka tak perlu buru-
buru turun ke sawah, tak perlu dua kali setahun panen. Se-
dangkan padi merupakan sumber kehidupan mereka, maksud-
nya dari padi itu mereka menjual untuk mendapatkan uang,
kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan mereka an-
tara lain: pakaian, rumah, keperluan rumah tangga sehari-hari
dan lain-lainnya. Oleh karena itu orang yang mempunyai ba-
nyak padi dianggap orang kaya, orang berharta, karena dari ha-
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sil penjualan padi itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hi-
dupnya. Untuk memperoleh padi mereka tinggal mengerja-
kan sawah yang telah tersedia secara turun temurun.

Di samping padi yang merupakan mata pencaharian hidup
pokok sebagian kecil penduduk juga mempunyai pekerjaan
tambahan sebagai sumber penghasilan kedua, misalnya berda-
gang, menukang, menenun, mengrajin dan sebagainya yang me-
reka kerjakan sewaktu tidak musim turun ke sawah. Bagi orang
yang tidak mempunyai modal atau kepandaian lainnya waktu
antara satu musim ke sawah dengan musim berikutnya diper-
gunakan mengerjakan kebun atau ladang dengan tanaman tem-
bakau, cabe, buah-buahan, sayuran dan tanaman palawija lain-
nya. Semuanya ini hanya sebagai pekerjaan sambilan atau ma-
ta pencaharian tambahan disamping ke sawah, walaupun ka-
dang-kadang waktu untuk mengerjakan pekerjaan tambahan
itu sampai lebih dari enam bulan. Tetapi kalau sudah mulai tu-
run ke sawah semuanya ditinggalkan atau dikerjakan pada so-
re atau malam harinya saja. Khusus tentang memelihara ternak
dilakukan sepanjang tahun.

Pemerintahan Belanda di Sumatera Barat melihat bahwa
para petani mengerjakan sawahnya tanpa memperhitungkan
waktu dengan baik. Disamping itu areal sawah yang dikerja-
kan dari tahun ke tahun, tidak bertambah, sedangkan tanah
yang akan digarap masih sangat luas.

Hal ini mendatangkan pikiran bagi Belanda, lebih-lebih
lagi tenaga Indonesia makin banyak yang dipekerjakan oleh
Belanda. Sumatera Barat merupakan daerah yang potensial se-
bagai penghasil beras yang dibutuhkan Belanda, terutama un-
tuk keperluan di pulau Jawa. Pemikiran ini menyebabkan Be-
landa akhirnya ikut campur dalam masalah pengerjaan sawah
rakyat tersebut.

Pada- mulanya Belanda mendesak pemuka-pemuka ma-
syarakat dan penghulu-penghulu di Sumatera Barat untuk mem-
peluas areal sawah mereka. Agar hasil panen besar maka cara
pengerjaan sawah harus diperbaiki. Waktu turun ke sawah yang
lebih dari satu tahun itu diatur oleh Belanda menjadi kira-kira
tujuh bulan saja, sehingga panen dapat dilakukan dua kali da-
lam satu setengah tahun. Hal ini berarti peningkatan satu kali
lipat dari cara sebelumnya. Supaya waktu turun ke sawah ti-
dak tergantung kepada musim penghujan, maka sistem iriga-
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si perlu diperbaiki. Bandar-bandar 30) diperbaiki, daerah ke-
ring dialiri dengan air. Daerah yang belum ada tali bandarnya
dibuat irigasi menurut sistem terbaru. Semua ini dilaksanakan
Belanda supaya panen padi dapat ditingkatkan.

Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap tanaman pa-
di juga diperketat. Pengawasan ini dianggap perlu Karena orang
Sumatera Barat belum pandai mempergunakan waktu dengan
sebaik-baiknya. Disamping itu pengawasan ini perlu digiatkan
supaya beras Sumatera Barat jangan sampai lari ke Pantai Ti-
mur dimana orang Inggris telah menunggu. Dengan adanya pe-
ngawasan yang ketat itu pemerintah Belanda dapat membeli
beras dalam jumlah besar untuk dikirim ke Jawa melalui pan-
tai barat Sumatera Barat.

Walaupun bermacam usaha yang dilakukan pemerintah
Belanda di Sumatera Barat mengenai peningkatan hasil padi ini,
tapi akhirnya sampai pada akhir abad ke-19 usaha itu tetap
tidak berhasil, walaupun pada bagian ketiga abad ke-19 (1858 -
1866) Belanda dapat membawa beras ke Jawa dalam jumlah
besar setiap tahunnya. Tetapi sesudah itu terus menerus sam-
pai menjelang akhir abad 19. Baru pada bagian pertama abad
20 hasil panen padi Sumatera Barat dapat ditingkatkan kem-
bali.

Semua pekerjaan ini, baik yang pokok maupun pekerjaan
tambahan hanya dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hi-
dup sendiri. Tidak ada yang khusus untuk diperdagangkan,
apalagi sebagai barang dagang yang akan dijual ke luar daerah
mereka.

Apalagi ada kelebihan dari hasil tambahan itu atau untuk
menjual padi, mereka membentuk satu pasar yang dinamakan
Pasar Mingguan. Dinamakan demikian karena pasar itu hanya
terjadi satu kali seminggu. Orang Minangkabau menamakan
pasar yang demikian dengan pekan atau pokan menurut dialek
masing-masing daerah. Nama ini timbul karena diadakan hanya
sekali seminggu, sedangkan seminggu disebutkan orang Mi-
nangkabau dengan sepekan. Karena itu ada pasar yang bernama
“Pekan Senayan”, ’’Pekan Selasa”, “Pekan Rabu”, ”Pekan Ka-
mih”, “Pekan Jum’at”, Pekan Satu”, ”Pekan Akat”. 27) Di
Nagari mana pasar ini akan diadakan, ditetapkan melalui ke-
rapatan antara beberapa nagari yang membutuhkannya.

Satu kali dalam seminggu diadakan pula pasar yang lebih
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besar, yang menampung segala kegiatan yang tidak tertampung
pada pekan-pekan” itu. Biasanya pasar yang besar ini diada-
kan pada ibukota Luhak, misalnya untuk daerah Luhak Lima
Puluh Kota, diadakan di Payakumbuh dengan nama ”’Pekan Akat”,
karena dilangsungkan pada hari Minggu. Untuk daerah Luhak
Agam diadakan di Bukittinggi dan dinamai Pekan Satu’, ka-
rena dilaksanakan pada hari Sabtu dan sebagainya.

Pasar yang demikian masih hidup sampai tahun 1977 ini
di daerah Sumatera Barat, walaupun pasar besarnya sudah di-
ramaikan setiap hari seperti di Padang, di Bukittinggi, di Pa-
yakumbuh dan lain-lain ibukota kabupaten sekarang. Sedang
untuk pasar diluar kota-kota itu masih tetap berjalan seperti
semula.

Pada pasar yang demikianlah terjadinya kehidupan so-
sial dan kehidupan ekonomi yang nyata dalam masyarakat
Minangkabau. Dalam pasar inilah terjadi transaksi jual beli, mu-
lai dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang besar-besar.

Khusus untuk barang-barang yang tidak dapat dihasilkan
sendiri, seperti garam, bawang, ikan asin, kain barang kelon-
tong dan lain-lain dilakukan oleh pedagang-pedagang khusus
yang mendatangi pasar itu setiap minggunya. Bahkan ada di
antaranya yang hidup antara satu pasar dengan pasar yang lain.

Biasanya pasar ini hanya diramaikan sampai tengah hari
kira-kira jam satu. Mulai iam dua ke atas pasarnya sudah le-
ngang karena orang sudah pulang ke tempat masing-masing. Se-
sudah jam dua para pedagang kelontong dan lain-lain itu mu-
lai membenahi barang-barangnya untuk bersiap-siap memba-
wa barang dagangannya ke pasar berikutnya di tempat lain ke-
esokan harinya. Biasanya barang-barang itu dibawa dengan ge-
robak atau pedati di waktu malam supaya sampai pada waktu-
nya di pasar berikutnya.

Pada pasar inilah dapat dilihat kehidupan sosial yang nya-
ta dari masyarakat Minangkabau di samping kegiatan kehidup-
an ekonominya. Pasar bukannya merupakan pusat perekonomi-
an saja tetapi juga merupakan tempat tukar menukar informa-
si antara satu Nagari dengan Nagari yang lainnya, karena pada
hari pasar itulah mereka dapat berkumpul dan bertemu mu-
ka. Pada kesempatan itulah mereka menceritakan tentang se-
suatu kejadian dalam nagari masing-masing atau mengenai pe-
kejaan yang sudah diputuskan untuk dilaksanakan pada masa-
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masa berikutnya.

Bagi muda-mudi pasar ini merupakan tempat Khusus un-
tuk memadu kasih, karena pada hari-hari biasa dalam kam-
pungnya hal itu tidak mungkin dilakukan, dibatasi oleh adat yang
sangat ketat. Di pasar itulah mereka dapat berbuat sedikit lelua-
sa, walaupun hanya sekedar bertemu untuk memberikan sepu-
cuk surat. Karena hal itu terjadi di luar daerah masing-masing,
maka peraturan yang berlaku buat mereka juga sedikit agak
longgar. Tetapi untuk berbuat melampoi batas juga tidak da-
pat. Demikianlah hampir separoh dari pasaritu diramaikan oleh
muda-mudi yang keluar memakai pakaian terbagus mereka de-
ngan tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk menarik per-
hatian para pemuda. Pada waktu sekarang khusus mengenai hal
terakhir ini masih terdapat dan hidup dalam Pekan Akat Paya-
kumbubh.

Memasuki akhir abad 19 ekonomi desa Minangkabau mu-
lai berobah, sesuai dengan Kkeinginan pemerintah Belanda yang
secara berangsur-angsur akan menguasai perekonomian rakyat
Minangkabau. Pada mulanya kebijaksanaan yang dijalankan pe-
merintahan Hindia Belanda terhadap pasar ini adalah perdagang-
an bebas. Rakyat dibiarkan berdagang menurut cara mereka
sendiri, sementara itu beberapa macam barang dagang seperti
lada, kopi, tembakau dan lain-lain mulai dibeli Belanda ualam
jumlah besar kemudian ditumpuk dalam gudang yang mereka
dirikan pada pusat-pusat pasar yang penting. Dalam perdagang-
an yang begini pemerintah belanda hanya memungut pajak pa-
sar, cukai penjualan dan sebagainya.

Hal ini dibiarkan pemerintah Belanda karena mereka meng-
anggap orang Minangkabau memang berjiwa dagang yang ra-
sional. Tetapi kebebasan ini akhirnya Belanda sendiri menja-
di terdesak apalagi setelah kopi mengalahkan barang-barang
lain di pasaran dunia. Pemimpin-pemimpin tradisional seperti
penghulu dan pemuka masyarakat lainnya muncul sebagai pe-
dagang perantara atau kontraktor dengan pemerintah Belanda
di Sumatera Barat.

Dengan meningkatnya harga kopi, di Sumatera Barat per-
dagangan kopi juga perkembang. Penanaman kopi pun jadi ber-
kembang. Tetapi walaupun demikian, perdagangan kopi ini pa-
da mulanya tidak banyak mendatangkan .keuntungan bagi Be-
landa, karena mereka kalah bersaing dengan kepala-kepala suku
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sebagai pedagang perantara, bahkan kadang-kadang sudah men-
jadi tengkulak kopi. Dengan sendirinya harga pun banyak se-
dikitnya dapat mereka tentukan dan hal ini sebetulnya tidak
disukai Belanda.

Untuk menjamin tersedianya kopi menurut kebutuhan Be-
landa, akhirnya Belanda menetapkan harga kopi, sehingga para
pedagang perantara tidak dapat banyak berbuat lagi, karena
rakyat dapat langsung menjual kopinya kepada petugas-petugas
Belanda yang ada pada setiap pasar penting.

Supaya lalu lintas kopi dapat diatur dengan mudah, maka
Belanda membuat beberapajalan baru yang menghubungkan
pusat-pusat kekuasaan Belanda di Padang dan Bukittinggi dan
lainnya dengan daerah pedalaman penghasil kopi, misalnya an-
tara Tiku dengan Meninjau dibuka jalan baru. Antara Padang
Pariaman - Padang Panjang juga diperbaharui jalan-jalannya.

Akibat perluasan pembuatan jalan ini, perekonomian rak-
yat juga berkembang dan Nagari-nagari sepanjang jalan raya
itu pun mulai tumbuh roda perekonomiannya. Pedagang-peda-
gang Minangkabau mulai membentuk kongsi-kongsi dagang un-
tuk menghadapi Belanda yang mau menang sendiri saja dalam
perdagangan ini, terutama perdagangan kopi.

Menjelang berakhirnya abad 19 di Sumatera Barat, sifat
perekonomian desa masyarakat Minangkabau mulai mengalami
perubahan. Belanda maupun para pedagang perantara mulai mem-
beli barang dagang dalam jumlah besar, terutama kopi. Akhir-
nya rakyat sendiri sebagai penghasil kopi secara tradisional atau
secara sambilan saja mulai berusaha menanam kopi untuk ke-
perluan dagang, karena perdagangan kopi mendatangkan ke-
untungan yang banyak bagi mereka. Usaha yang pada mulanya
ditujukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, mulai digiat-
kan untuk tujuan dijual kepada orang lain, dalam hal ini kepa-
da pedagang-pedagang perantara dan Belanda. Dengan sendiri-
nya timbul persaingan antara petani kopi dalam usahanya mem-
perbanyak hasil kopinya, suatu hal yang selama ini belum per-
nah terjadi di Sumatera Barat. Tetapi justru hal inilah yang akan
menghancurkan ekonomi desa di Minangkabau yang aman dan
tenteram. Sejalan dengan perobahan sistem perekonomian itu
usaha rakyat mulai terlihat di bidang kopra (kelapa), kasiave-
ra (kulit manis) sebagai tanaman perdagangan, karena hasil dan
jenis tanaman ini mendatangkan keuntungan besar pula.

38



Karena harga kopi makin melonjak di pasaran dunia, akhir-
nya pemerintahan Belanda di Sumatera Barat menetapkan ta-
naman kopi secara paksa kepada rakyat Sumatera Barat. Rak-
yat disuruh menanam kopi di tempat-tempatnya sendiri, atau
di tempat yang ditentukan oleh Belanda. Jumlah kopi yang har-
rus ditanam ditentukan oleh pemerintah Belanda. Hasil kopi
yang telah ditetapkan itu semuanya harus dijual pada pemerin-
tah Belanda, demikian juga harganya. Selanjutnya hak peng-
ikutan menjadi monopoli pemerintah Belanda lewat badan yang
ditunjuk. 28)

Rakyat yang dipaksa menanam kopi itu tidak diberi im-
balan apa-apa dan ongkos untuk pengerjaan penanaman kopi
ditanggung sendiri oleh rakyat. Bahkan rakyat dipaksa menger-
jakannya walaupun musim turun ke sawah sudah tiba. Akibat-
nya kehidupan rakyat Minangkabau jadi morat-marit, sangat
sengsara dan tertekan. Siapa yang tak mau mengerjakan dian-
cam dengan kekerasan atau hukuman, bukan saja bagi pekerja-
annya, tetapi juga kepada keluarga mereka. Sistem yang dija-
lankan Belanda ini dikenal di Sumatera Barat dengan nama ro-
di kopi 29) atau tanaman pekan kopi.

Sistem rodi dalam tanaman kopi di Sumatera Barat ini
menghancurkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Walau-
pun terjadi perlawanan dari rakyat, tetapi karena dijalankan
dengan keras dan ketat serta dengan organisasi yang teratur
sampai ke pelosok-pelosok, sistem rodi ini tetap dipertahankan
Belanda di Sumatera .Barat hingga beberapa saat walaupun ak-
hirnya pada pemulaan abad 20 Belanda terpaksa menghapuskan-
nya. :

Suatu masalah yang perlu dibicarakan dengan adanya sis-
tem rodi dalam tanaman kopi ini adalah masalah penyelundup-
an kopi di pantai timur Sumatera Barat. Bagaimanapun ketat-
nya penjagaan Belanda terhadap perdagangan kopi ini, tetap
saja masih sangat banyak kopi yang lolos dari pengawasan Be-
landa. Pedagang-pedagang perantauan Sumatera Barat berusaha
mencari jalan keluar setelah Belanda menjalankan sistem rodi
kopi dan monopoli pembelian serta pengangkutannya. Jalan
keluar itu ialah melalui pantai Timur Sumatera. Dari sana kopi
dapat dibawa ke Singapura untuk dijual. Pantai Timur itu dapat
ditempuh melalui jalan air (sungai) atau jalan darat walaupun
ada pengawasan Belanda. Waktu itu hanya sebagian kecil dari
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daerah yang penting yang dapat diawasi oleh Belanda sedangkan
sebahagian besar daerah masih tetap terbuka buat penyelundup-
an. Jalan inilah yang ditempuh oleh pedagang-pedagang Suma-
tera Barat itu, walaupun sebagian besar penuh dengan hutan
belantara dan bahaya sepanjang jalan. Tetapi merka mengang-
gap lebih baik berdagang dengan Inggris di Singapura daripada
menyerahkan kopinya kepada pemerintah Belanda. Karena di
Singapura jauh lebih besar keuntungannya jika dibandingkan
dengan bahaya di perjalanan, apa lagi di Sumatera Barat mere-
ka tidak akan mendapatkan apa-apa dari kopi mereka, karena
semuanya akan diambil demikian saja oleh pemerintah Belanda
tenaga pembayaran yang memadai.

Demikianlah karena perdagangan kopi di pantai Timur Su-
matera ini makin ramai dan dilakukan secara terang-terangan
akhirnya Belanda bertekat intuk menguasai wilayah pantai Ti-
mur Sumatera secara keseluruhan untuk menghentikan penye-
lundupan kopi ke Singapura. Hal ini diputuskan oleh pemerin-
tah Hindia Belanda di Batavia, karena biaya blokade yang te-
lah dilaksanakan terlampau besar. Akhir abad 19 daerah pesi-
sir Timur Sumatera itu telah dapat dikontrol Belanda dengan
bermacam-macam cara, baik dengan kekerasan senjata maupun
dengan jalan damai melalui perundingan.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian baru
itu di Sumatera Barat sendiri terbuka kesempatan kerja yang
banyak. Untuk melola suatu perdagangan besar diperlukan mo-
dal besar dan administrasi yang baik. Sedangkan perdagangan
keliling seperti semula tidak mendatangkan keuntungan lagi.
Untuk mengurus perdagangan yang baik diperlukan kantor yang
tetap dengan koprs pegawai yang tetap pula. Maka timbullah
di kalangan orang Sumatera Barat Perseroan-Perseroan Dagang
yang berkedudukan di Padang, Bukittinggi atau tempat penting
lainnya. Hubungan dagang dengan luar Sumatera Barat, misalnya
dengan Jawa, Kalimantan, Singapura sudah menjadi hal yang
lumrah. Dalam hal ini orang Sumatera Barat mudah menyesuai-
kan diri dengan keadaan.

Banyak keluarga Minangkabau yang tinggal menetap di
kota-kota untuk kepentingan dagangnya. Mereka mencurah-
kan perhatian yang lebih besar terhadap usaha dagang ini kare-
na mendatangkan keuntungan yang lebih besar, yang akan men-
jamin mereka memperoleh kekuasaan dan kedudukan yang
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baik dalam masyarakat kolonial. Sebab kekuasaan dan keduduk-
an yang baik ini akan menyebabkan mereka akan dapat memi-
kirkan keadaan yang sebenarnya yang hidup dalam masyara-
kat, karena walaupun bagaimana berkuasanya atau baiknya ke-
dudukan orang Sumatera Barat di tengah masyarakat kolonial
Belanda itu, tetap saja lebih rendah dari orang Belanda lapis-
an paling bawah. Hal ini mendatangkan kesadaran kepada me-
reka bahwa kekuasaan Belanda itu seharusnya diusir dari Suma-
tera Barat. Bagaimana caranya, mereka sendiri belum mene-
mukan jalannya. Dalam sejarah berdirinya lembaga pendidik-
an nasional dan organisasi pergerakan nasional pada abad ke-
20, pedagang-pedagang yang demikian sangat banyak membe-
rikan bantuannya berupa modal dan tenaga, karena mereka sen-
diri sudah merasakan bagaimanapun baiknya kedudukan mere-
ka dalam masyarakat, namun mereka tetap hidup dibawah tekan-
an pemerintah Belanda.

D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYA-
AN.

Secara keseluruhan Gerakan Paderi yang membawa rak-
yat Minangkabau menentang kekausaan Belanda di Sumatera
Barat tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan untuk meng-
ubah struktur sosial politik Minangkabau yang telah berakar
sangat dalam itu di tengah masyarakat.

Walaupun demikian, dalam beberapa hal nampak juga pe-
ngaruhnya. Pertama, hal itu kelihatan dalam kekuatan ulama-
ulama. Gerakan Paderi telah dapat memperkuat dan memper-
luas kekuatan agama melalui sistem sosial politik. Kalau selama
ini ulama-ulama besar Minangkabau hanya mementingkan bi-
dang agama mulai pertengahan abad ke-19 dan selanjutnya ula-
ma besar Minangkabau ikut memperbaiki kehidupan masyara-
kat melalui jalan agama Islam. Dulu tampaknya ulama-ulama
Islam seperti menutup diri dalam surau tempat pengajian mere-
ka, tanpa memperhatikan kehidupan sosial dalam masyarakat,
sekarang mereka mulai keluar dengan fatwa-fatwa agama Islam,
memperbaiki kepincangan hidup dalam masyarakat. Hukum
adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ditentang
oleh mubalikh-mubalikh Islam. Sedangkan hukum adat yang
tidak bertentangan, dibenarkan hidup di tengah masyarakat.

Suatu perumusan adat yang baru diperkenalkan dalam

41




masyarakat, yaitu antara adat jahiliah dengan adat Islamiah. Adat
yang tertinggi adalah “adat yang sebenarnya adat’’ 31) dan “adat
yang sebenarnya adat’ ini ditafsirkan sebagai Al Qur’an dan Hadis
Nabi Muhammad saw. karena dia mempunyai hukum-hukum
mutlak yang tidak dapat dirubah.

Pencampuran antara hukum adat dengan ajaran agama Islam
dapat kita lihat dalam pepatah adat: “Adat bersendikan syarak
(Islam) dan syarak bersendikan Kitabullah (Al Qur’an)”. Inilah
nilai yang paling tinggi dari Peran Minangkabau itu untuk masya-
rakat Sumatera Barat.

Anggapan sementara ahli, bahwa perang yang ditimbulkan
oleh Gerakan Paderi adalah pertentangan antara kaum adat dengan
kaum agama di Minangkabau, sebelumnya tak mungkin terjadi,
karena antara adat Minangkabau, dengan agama Islam sudah hidup
secara serasi dalam masyarakat jauh sebelum gerakan Paderi di-
mulai 32). Antara keduanya saling isi mengisi. Sudah menjadi
kebiasaan pelaksanaan pepatah “Syarak mengatakan. adat mema-
kai”, artinya apa yang tertulis dalam ajaran Islam menjadi pedoman
pula dalam hukum adat. Dalam hal ini hukumnya terdapat dalam
Islam, pelaksanaannya dibimbing oleh adat.

Hanya saja pada permulaan abad ke 19 pelaksanaan dalam
kehidupan sehari-hari sudah menyimpang dari hukum Islam se-
olah-olah sudah dinomorduakan. Hal itulah yang diluruskan kem-
bali oleh ulama-ulama Islam melalui gerakan Paderi. Dan hasilnya
adalah keserasian antara hukum adat dengan ajaran agama Islam
dalam kehidupan sehari-hari, kecuali mengenai pembagian harta
warisan. Khusus mengenai hal terakhir ini sampai sekarang masih
merupakan pangkal sengketa dalam masyarakat Minangkabau di
Sumatera Barat. ;

Dengan kata lain dapat diakui oleh orang Minangkabau bah-
wa adat adalah manifestasi yang benar dari agama Islam. Di sam-
ping itu sebagai akibat juga dari gerakan Paderi, maka pada akhir
abad ke 19 kedudukan guru agama Islam bertambah baik. Sekolah
agama sistem surau bertambah banyak didirikan. Pengaruh guru
agama dalam masyarakat bertambah luas. Kedudukan ulama dalam
pemerintahan Nagari bertambah baik dengan ikut sertanya mereka
sebagai salah satu tiang pemerintahan Nagari tersebut.

Pada akhir abad ke 19 terjadi suatu perubahan mengenai
agama. Sebelum Gerakan Paderi di Minangkabau berkembang,
dalam agama Islam telah berkembang aliran Syiah selama 2% abad

42



dengan Tarikat Syattariah. Tarikat ini berpusat di Ulakan, dekat
Pariaman, dan beranggapan bahwa segala  sesuatu dalam alam
merupakan “manifestasi dari Allah”, ”perwujudan Allah”

Tetapi sesudah Perang Minangkabau pada pertengahan abad
ke 19 mulai masuk ke Minangkabau aliran Tauhid baru, yaitu
Tarikat Nagsyabandiah yang mengatakan, bahwa segala sesuatu
yang ada dalam alam luas ini bukanlah manifestasi atau perwujud-
an Allah, tetapi adalah “kesaksian tentang adanya Allah”.

Sesudah pemerintah Belanda menguasai seluruh daerah
Minangkabau, Belanda mengambil kebijaksanaan yang longgar
terhadap kaum agama. Ulama Islam dibiarkan mengajarkan agama-
nya dengan bebas asal tidak mengganggu keamanan umum.
Bahkan banyak di antara mereka yang disuruh menunaikan haji
ke Mekah. Dalam hal ini Belanda bersedia mengeluarkan ongkos
pulang pergi ke Mekah itu.

Mulai bagian kedua abad ke 19 itu di tanah Arab sendiri ber-
kembang Tarikat Nagsyabandiah. Salah seorang ulama Islam
Minangkabau di sana merupakan seorang dari tokohnya, yaitu
Syekh Ahmad Chatib. Walaupun Syekh Ahmad Chatib menetap
di Mekah, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap calon-calon
haji yang datang dari Minangkabau.

Demikianlah pertengahan abad ke 19 paham Tarikat Nagsya-
bandiah berkembang di Minangkabau melalui hajj-haji yang baru
kembali dari Mekah yang telah terpengaruh oleh Syekh Ahmad
Chatib. Seperti telah dikatakan antara Tarikat Syattariah dengan
Tarikat Naqsyabandiah, terdapat pertentangan pendapat. Perten-
tangan pendapat ini di Minangkabau tidak hanya di mimbar aga-
ma, tetapi sampai-sampai membawa pertentangan pisik antara
para penganutnya. Terutama Tarikat Naqsyabandiah yang sangat
keras menjalankan ajaran fahamnya, membuka front berbuka ter-
hadap penganut Syattariah, bahkan juga terhadap kaum adat dan
terhadap pemerintah Belanda sendiri yang mereka anggap orang
kafir. Pertentangan pendapat ini akan membawa rakyat Minang-
kabau ke dalam konflik agama sampai menjelang abad ke 20.

Pertentangan antara beberapa faham atau aliran dalam agama
Islam di Minangkabau ini menyebabkan bermunculan lembaga-
lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem surau. Melalui
lembaga-lembaga inilah rakyat Minangkabau dibimbing menurut
faham masing-masing.

Dengan banyaknya terjadi pertentangan faham dalam masya-
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rakat Minangkabau dengan berkembangnya pengajaran agama
Islam, rakyat diajarkan berpikir kritis, dalam menentukan sikap
mau masuk penganut faham yang mana. Cara berpikir yang demi-
kian membawa pengaruh dalam tindakan sehari-hari.

Menjelang akhir abad ke 19 dan sampai awal abad ke 20,
sendi-sendi kehidupan Minangkabau mendapat cobaan dan serang-
an dari segala pihak. Kalau dikategorikan secara umum, maka
serangan itu datang dari tiga pihak: kaum agama, kaum adat dan
dari Belanda sendiri. Dengan itu terlibat dalam masalah agama,
adat, sistem ekonomi dan cara berpikir.

Mengenai masalah sistem ekonomi baru di Minangkabau
datangnya dari pihak Belanda, Karena cara yang dijalankan Belan-
da untuk keuntungan besar, maka sistem ekonomi desa Minang-
kabau bertumpu untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah
menjadi sistem ekonomi yang mempergunakan hasil produksi
menjadi barang dagang. Dengan sendirinya cara pelaksanaannya
tidak asal saja lagi, tetapi mulai direncanakan supaya mendapat
hasil yang besar. Untuk mereka membutuhkan suatu sistem orga-
nisasi kerja yang lebih baik yang menyebabkan mereka men-
didik anak-anaknya sebagai kader pengganti mereka. Dengan
sendirinya cara berpikir mulai berkisar dari yang sederhana ke
arah yang lebih rumit.

Serangan dari Belanda, di samping yang telah disebutkan di
atas terlihat dalam segala tindakan yang dijalankan di Sumatera
Barat. Hal ini memang telah direncanakan Belanda untuk meng-
hancurkan sendiri-sendiri kehidupan masyarakat Minangkabau, su-
paya mereka lebih mudah menguasainya. Hal ini mereka lakukan
dengan sistematis, sehingga dari luar tidak kelihatan apa-apa,
tetapi dari dalam mereka berusaha menggerotinya. -

Sesuatu hal yang luar biasa terjadi di Minangkabau, dimana
adat Minangkabau yang mendapat cobaan dan serangan yang
berat itu, justru tetap bertahan dengan tenang. Serangan berat
yang datang dari segala penjuru itu hanya menyentuh kulitnya,
hanya pemangku-pemangku adatnya yang terkena pengaruh itu,
sedang adatnya sendiri tetap berdiri dengan kokoh di tengah
masyarakat, dan tetap bertahan sampai dewasa ini.

Hukum adat yang prinsipil di Minangkabau memang telah
dibuktikan oleh sejarah perkembangan daerah itu, tidak tergo-
yahkan oleh pengaruh yang datang dari luar. Misalnya pepatah
adat yang berbunyi “Anak di pangku, kamanakan dibimbing” 34)
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(anak dipangku, dalam arti diasuh atau dididik; kemenakan
dibimbing, dalam arti mengenai adat), merupakan salah satu
pranata sosial yang pokok dalam kehidupan masyarakat Minang-
kabau, yang memberikan corak khusus pada kebudayaan Minang-
kabau, tidak pernah terganggu oleh pengaruh-pengaruh itu, bagai-
manapun kuat datangnya pengaruh itu. Adat yang mengatur
hubungan antaran mamak 35) — kemenakan ini tidak tergoyahkan
sampai sekarang. :

Dalam hal ini, mengenai masalah pokok dalam adat itu, ber-
laku pepatah yang mengatakan:

“indak lapuk dek ujan’’
"indak lakang dek paneh’’ 36)
(tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas).

Kalaupun ada juga terlibat perubahan, hal itu hanya terbatas
pada pribadi-pribadi seseorang tidak sampai kepada adatnya sen-
diri. Biasanya hal itu disebabkan oleh motif tertentu, misalnya
motif keuntungan. Tetapi orang yang demikian biasanya tidak
tahan tinggal terus di dalam nagarinya, karena dia akan dikucilkan
oleh masyarakat.

Jadi mengenai hal yang prinsip, misalnya tentang adat yang
sebenarnya adat memang sukar dilakukan perubahan, karena unsur
adat itu sendiri sangat kuat. Dari pepatah di atas dapat kita lihat
bahwa adat itu sendiri dicontohkan seperti tak apa-apa kena panas
atau hujan. Sedangkan di dunia ini, tidak satu pun unsur alam
yang dapat bertahan terhadap daya ubah yang ditimbulkan oleh
hujan atau panas. Tetapi adat Minangkabau digambarkan sebagai
tidak terpengaruh oleh hujan dan panas itu, selalu dapat bertahan
dan hidup terus.

Sedangkan mengenai bagian kulitnya seperti yang termasuk
adat istiadat”, kebiasaan hidup sehari-hari, mungkin mengalami
sedikit perubahan, tetapi perubahan itu dalam batas pengertian
”penyesuaian”, karena adat Minangkabau itu demikian elastisnya
sehingga dapat hidup menyesuaikan diri pada segala zaman.
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BAB III

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN + 1900 — 1923

A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH

Sebagaimana diketahui pada bagian kedua abad ke—19
di negeri Belanda sendiri berkembang faham liberalisme, seba-
gai akibat pengaruh Revolusi Perancis. Faham liberalisme ini
menimbulkan kelompok-kelompok liberal dalam masyarakat
Belanda. Pengaruh perkembangan dan kegiatan kelompok li-
beral di negeri Belanda itu terasa juga di Indonesia.

Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh liberal di
. Indonesia, seperti Baron van Hovel dan Edward Douwes Dek-
ker atau Multatuli, kaum liberal mulai menyerang kebijaksa-
naan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Akhirnya Be-
landa yang telah menjadi sebuah negara imperialis dan kapitalis
membelokkan arah politik ekonomi dan kolonialnya ke arah
yang lebih sesuai dengan tuntutan kaum liberal. Maka dijalan-
kanlah di Indonesia Politik Etis. Dengan demikian terjadilah
perubahan dalam pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.
Undang-undang Dasar Pemerintahan Hindia Belanda dikeluarkan.
Dewan Pemerintahan Hindia Belanda dan beberapa Dewan dae-
rah lainnya didirikan . Politik sentralisasi ditukar dengan po-
litik desentralisasi dalam administrasi pemerintahan.

Supaya kesejahteraan rakyat meningkat, ekonomi rakyat
harus ditingkatkan. Sistem monopoli dalam perekonomian In-
donesia harus dihapuskan. Pendidikan rakyat harus ditingkat-
kan. Untuk itu pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-
sekolah sebagai dasar segala macam kehidupan rakyat. Dengan
berbuat demikian pemerintah kolonial Belanda merasa telah mem-
bayar hutangnya terhadap rakyat Indonesia yang selama bebe-
rapa ratus tahun telah dikuras kekayaan alam dengan segala
cara jalan kekerasan.

Sayangnya ségala macam hal yang muluk muluk dari kaum
liberal itu untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat hanya ting-
gal di atas kertas atau hanya sekedar memberikan nama yang
muluk terhadap politiknya yang dijalankan di Indonesia. Poli-
tik etis hanya etis dalam perumusannya. Sedangkan pelaksana-
annya seringkali tidak mempunyai etika.

Dengan politik etis ini kaum liberal menginginkan agar
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taraf hidup rakyat jajahan meningkat, supaya sanggup mem-
beli barang industri Belanda. Di samping itu modal swasta me-
reka masukkan ke Indonesia.

Di Minangkabau sendiri politik etis hanya terasa dengan
masuknya modal swasta ke Sumatera Barat yang menyebabkan
kegiatan ekonomi jadi meningkat. Untuk mengatur perekono-
mian yang demikian diperlukan tenaga khusus dan terdidik.
Akibatnya lahirlah di Minangkabau ilite intelektual atau setengah
intelektual berdasarkan kebudayaan Barat.

Sebetulnya di Sumatera Barat kemajuan di bidang pendi-
dikan bukanlah pengaruh langsung dari politik etis Belanda.
Kemajuan ini bagi Sumatera Barat hanya merupakan penambahan
dari unsur pendidikan sebelumnya. Dalam hal kemajuan, mas-
yarakat Minangkabau selalu bergerak dengan cepat, selalu meng-
ambil posisi yang tepat terhadap perubahan yang diadakan oleh
Pemerintah Belanda berdasarkan kebudayaan Barat yang se-
betulnya sangat bertentangan dengan norma adat Minangkabau
sendiri. Tetapi karena adat itu sendiri mempunyai daya penye-
suaian yang luwes, mereka segera mengambil posisi yang tepat
untuk segera menyesuaikan diri dengan unsur pembaharuan
itu. Sementara itu dengan nilai-nilai pembaharuan mereka mem-
perkokoh kedudukan adat Minangkabau di tengah masyarakat
atau dipergunakan untuk hal yang menguntungkan mereka.

Walaupun di Sumatera Barat tidak banyak pengaruh po-
litik etis ini, tetapi dalam bidang pendidikan suatu hal perlu di-
perhatikan. Tiga profesi yang sangat digemari orang Sumatera
Barat waktu itu, ialah menjadi seorang dokter, menjadi Tuanku
Laras (pegawai tinggi pemerintahan Hindia Belanda di Minang-
kabau) dan menjadi seorang guru. Sesuai dengan ketiga profesi
yang sangat digemari itu, maka sekolah dokter (Stovia) yang ada
di Batavia (Jakarta) didatangi oleh orang-orang Sumatera Barat.
Bahkan pada suatu saat pernah terjadi sampai 25% dari seluruh
mahasiswa Stovia adalah orang Minangkabau, suatu prosentase
yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
Sumatera Barat yang hanya 3% dari seluruh jumlah penduduk
Indonesia. Di tempat lain, di Balai Pustaka, separo dari jumlah
pengarangnya adalah orang Minangkabau. Hampir di semua bidang
pendidikan terdapat orang Minangkabau, yang waktu itu seba-
gian berada di tanah Jawa, karena di sanalah yang banyak ter-
-dapat lembaga pendidikan tinggi.
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Pada dasarnya kelompok elite intelektual Indonesia yang
berpendidikan Barat inilah nanti yang akan menjadi pembuat
perumusan konsep cita-cita kemerdekaan yang mulai awal abad
ke—20 dengan berpusat di Jawa. Justru mereka inilah yang telah
terbuka matanya melihat segala kepincangan yang terdapat di
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di dalam hal ini tidak
pula ketinggalan elite intelektual asal Sumatera Barat yang mulai
akhir bahagian kedua abad ke—20 menampakkan dirinya sebagai
clite intelektual Nasional Indonesia. Dari merekalah ide kemer-
dekaan bagi bangsa Indonesia muncul.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERGAYUTAN (RE-
LEVAN) DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN
EMBRIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH

Struktur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau diatur
oleh undang-undang adat yang didasarkan pada jaringan hubungan
Mamak—kemenakan. Mamak sebagai kepala keluarga adalah
anggota keluarga laki-laki tertua dari pihak ibu. Mamak bertang-
gung jawab atas pengawasan dan pemeliharaan harta pusaka ke-
luarga dan kesejahteraan atas anak-anak saudaranya 37) yang
perempuan. Mamak inilah yang menjadi wakil keluarga  dalam
urusan suku (kaum). Kemenakan harus menganggap mamak se-
bagai ’raja” dalam keluarganya. Mamak adalah orang yang ditua-
kan dalam keluarganya. Dalam hal harta pusaka mamak merupa-
kan penguasa tertinggi begitu juga hal penentuan jodoh kemena-
kannya mamak mempunyai “kata putus’’ ) Kemenakan sen-
diri tinggal dalam posisinya sebagai kemenakan dengan 'serba
keterbatasan hak dan kekuasaan sampai tiba gilirannya untuk
menjadi mamak, yang kebanyakan tak kunjung datang, sebab
dalam satu generasi hanya seorang yang akan diangkat jadi ma-
mak.

Situasi kehidupan sosial yang demikian ketat dengan aturan
adatnya sudah barang tentu menimbulkan berbagai konflik dalam
kehidupan sehari-hari. Sering terjadi pertentangan yang sengit
antara mamak dengan kemenakan, yang ada kalanya sampai
membawa korban jiwa. Tapi bagaimanapun sengitnya pertenta-
ngan itu, aturan adat tetap menang dan mengatasi segala-galanya
dengan kemenakan selalu hidup antara kemauan mamaknya
dengan aturan adat yang ketat.

Dalam keadaan yang demikian itu “merantau” merupakan
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suatu jalan ke luar. Merantau berarti pergi meninggalkan kampung
halamannya dalam waktu tertentu yang sifatnya sementara.

“Merantau” merupakan suatu unsur mobilitas sosial dalam
masyarakat Minangkabau yang sangat menonjol. Kegiatan meran-
tau dapat dilakukan dengan segala cara, dengan jalan kaki, dengan
naik kuda, mengikuti aliran sungai dan sekarang dilakukan dengan
alat komunikasi modermn. Kadangkadang tujuan “merantau”
tidak jelas, pokoknya asal dapat meninggalkan kampung halaman
yang serba menekan dengan segala peraturan adatnya.

Orang Minangkabau membagi daerahnya atas dua bahagian
besar, yaitu daerah darek dan daerah rantau 39 Darek adalah
daerah asli Minangkabau dan ranteu adalah daerah di luar darek
tempat orang darek mencari nafkah mengumpulkan kekayaan.
Gabungan antara daergh dengan rantau istilah Minangkabau
yang oleh orang Minangkabau sendiri disebut Alam Minangka-
bau s

Di sini pengertian merantau adalah pergi ke luar Kampung-
nya untuk mencari kekayaan yang akan dibawa pulang ke kam-
pungnya kembali, supaya setelah sampai di kampung dapat hidup
berdiri sendiri tanpa mengganggu harta pusakanya yang meru-
pakan milik bersama itu. Orang yang pergi merantau’’ dinamakan
“perantau’”’. Daerah ’rantau’” dapat saja merupakan daerah-daerah

di sekitar Minangkabau sendiri dan dapat juga merupakan dae-
rah-daerah yang jauh diluar Minangkabau.

Pada abad ke—19 motif ”merantau” sudah agak berbeda.

Waktu ini motif merantau tidak saja untuk mencari keka-
yaan, tetapi juga untuk menuntut ilmu. Sesuai dengan salah satu
ayat Al Qur’an yang menyuruh pemeluknya supaya menuntut
ilmu sampai ke ujung negeri sekalipun.

Dengan merantau mereka akan bertemu dengan unsur-ke-
budayaan lain dan akan mengetahui betapa sempitnya alam tem-
pat mereka berpijak selama ini. Pengalaman yang didapat oleh
pemuda-pemuda perantau itu akan memperkaya pengalaman
pribadi sendiri dan hal ini akan mempercepat mereka matang
 dalam menanggulangi masalah kehidupan kelak apabila sudah
“kembali ke kampungnya.

Demikianlah pada abad ke—19 itu banyak orang Minangka-
bau’ pergi merantau dengan motif menuntut ilmu yang lebih
Pemuda yang merantau di daerah Minangkabau sendiri sambil
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menambah ilmu dinamakan orang siak. Biaya hidup mereka tang-
gung sendiri dengan jalan meminta derma pada orang-orang
sekitar mereka. Orang yang meminta derma atau meminta sede-
kah ini untuk keperluan hidup mereka selama menuntut ilmu
di negeri orang dinamakan pakiah. Dari orang siak atau pakiah
inilah kemudian muncul pemimpin-pemimpin Islam di tengah
masyarakat dan mereka merupakan pemimpin yang ulet karena
telah ditempa dengan penghidupan yang serba berat.

Setelah Mingkabau dikuasai pemerintah Hindia Belanda
kembali pertengahan abad -19 “daerah rantau” orang Minang-
kabau yang sangat digemari adalah Mesir atau Tanah Arab. Umum-
nya yang pergi merantau ke sini adalah pemuda-pemuda Islam
yang haus pada pembaharuan.

Pada akhir abad ke-19 pemuda-pemuda Minangkabau yang

merupakan ulama-ulama muda banyak sekali yang pergi dan pu-
lang dari perantauan mereka di Mesir dan Mekah.
Pergi ke Mekah misalnya waktu itu sangat terbuka, bahkan se-
bagian besar dari mereka dibiayai pulang pergi oleh pemerintah
Hindia Belanda di Minangkabau dalam rangka merangkul pemuda-
pemuda Islam Minangkabau. Disamping mereka sudah menjadi
seorang haji, ilmu mereka mengenai Islam juga makin dalam.

Pengalaman selama merantau di luar negeri memberikan
kesadaran kepada mereka untuk merumuskan sesuatu yang baru
guna memperbaiki keadaan di ”Alam Minangkabau’. Kongsi
mereka mengenai “’Alam Minangkabau® itu menjadi berubah.
Mereka dapat melihat betapa kecilnya tempat mereka yang dina-
‘makan ’Alam Minangkabau’’ itu jika dibandingkan dengan dunia
luar. Betapa sangat mengikatnya hukum adat nagari mereka di-
bandingkan dengan kebebasan bergerak di luar negeri. Betapa
berbahayanya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda apabila
dibiarkan terus-menerus berada di Indonesia bagi kebebasan
gerak mereka. Mereka yang melihat betapa pentingnya konsep
kesatuan ide dan persatuan di antara sesama umat manusia,
khususnya persatuan antara orang Minangkabau dengan orang
di luar Minangkabau di Indonesia dalam menghadapi tekanan
pemerintah Belanda. Hal ini bukan saja dirasakan, tetapi juga
disebar-luaskan ke tengah kehidupan masyarakat sekembali
mereka merantau itu. Dapat dibayangkan betapa berbahaya-
nya kedudukan pemerintah -kolonial Belanda di Sumatera Ba-
rat kalau hal ini dibiarkan saja oleh Belanda waktu itu.
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Mereka ini merupakan manusia Minangkabau yang fana-
tik terhadap paham yang mereka anut dan merupakan pemimpin
Islam yang telah matang dalam memperjuangkan ideologi walau-
pun mendapat halangan dan tekanan yang berat dari pemerintah-
an Hindia Belanda di Minangkabau.

»Surau” tempat mereka mengaji dijadikan pusat kegiatan
dakwah. Untuk anak-anak diajarkan bagaimana membaca Al
Qur'an, para pemuda digembleng dengan ajaran Islam sejati,
pemimpin-pemimpin adat diajak berdiskusi mengenai pelaksanaan
adat yang bertentangan dengan agama Islam dan bagaimana
memperbaikinya, untuk orang-orang tua diberikan penerangan
bagaimana keadaan hidup penganut Islam sesudah meninggal
dunia, kegiatan ini terutama ditujukan kepada para pemuda
yang kalau perlu disuruh pergi pula memperdalam ilmunya ke
Mekah atau Mesir dengan biaya ditanggung bersama.

Para ulama muda yang sudah kembali dari luar negeri meru-
pakan orang yang militan di bidangnya masing-masing. Mereka
tidak takut ancaman Belanda, tidak takut akan ditangkap bala
tentara Belanda, tidak takut akan dibuang ke luar Sumatera
Barat. Bahkan seluruh ancaman itu mempertebal keyakinan
mereka, bahwa cita-cita mereka benar.

Di antara mereka ada yang sangat ekstrim dalam menjalan-
kan kegiatannya. Sesuatu yang tidak sefaham dengan mereka,
terus diserang secara terbuka, apakah itu kaum adat, kaum agama
sendiri atau orang Belanda. Khusus mengenai Belanda dianggap
orang kafir, karena itu harus keluar dari Sumatera Barat atau
Indonesia.

Dalam menghadapi orang-orang yang begini pemerintah
Belanda terpaksa mengambil sikap keras dengan jalan menang-
kap yang bersangkutan dan mengasingkanannya ke tempat lain.
Tokoh-tokoh Islam inilah yang membawa nilai pembaharuan
ke Sumatera Barat pada abad ke-19. Di antara mereka yang
sangat terkenal adalah Syekh Ahmad Chatib yang tinggal mene-
tap di Mekah, tetapi pengaruhnya tetap terasa di Sumatera Ba-
rat. Pengikut beliau yang sangat keras adalah Syekh Simabur
yang akhirnya ditangkap dan dibuang Belanda ke luar Sumatera
Barat.

Mereka inilah yang merupakan pelopor kebangkitan nasional
di daerah Sumatera Barat. Dari merekalah lahirnya embrio kebang-
kitan Nasional Sumatera Barat, karena merekalah yang meletak-
kan dasar pembaharuan di Sumatera Barat yang kenyataannya
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akan memperlihatkan diri pada bagian pertama abad ke-20.

Embrio pertama adalah berbuahnya lembaga pendidikan
agama Islam pada akhir abad-19, dari sistem pendidikan *’surau”
menjadi lembaga pendidikan Islam Modern. Terkenal Surau
Jembatan Besi di Padang Panjang di bawah pimpinan Haji Rasul,
seorang ulama perantau pada penghujung abad ke-19. Haji Rasul
dianggap sebagai pelopor gerakan agama di Sumatera Barat.

Lembaga pendidikan agama Islam yang telah diorganisasi
dengan sistem kelas dikatakan sebagai embrio kebangkitan Nasio-
nal di Sumatera Barat adalah karena pelopor-pelopor Gerakan
kebangkitan Nsional pada abad ke-20 di Sumatera Barat dimulai
oleh orang-orang yang berasal dari sekolah-sekolah agama ini
yang kebanyakan bekerja sebagai guru atau pemuka agama.

Sebagai media komunikasi bagi ulama-ulama ini untuk
menyebar luaskan ajaran mereka pergunakan lembaga-lembaga
pendidikan agama itu. Di samping itu media komunikasi yang
tidak kalah pentingnya adalah pasar atau pekan 42) yang diadakan
sekali seminggu. Tidak jarang diadakan penerangan agama sewaktu
pekan sedang ramai-ramainya. Tidak jarang pula di waktu pekan
ini ulama-ulama Islam bertukar informasi mengenai prinsip-prin-
sip ajaran mereka, sekaligus diatur di mana akan diadakan perte-
muan dan penerangan agama berikutnya.

Di samping itu suatu media komunikasi yang sangat benar
artinya adalah yang dinamakan lapau 43) atau juga dinamakan
kedai kopi, karena di sana orang dapat minum kopi dengan be-
berapa makanan ringan sambil mengobrol dengan santai. Lapau
ini mulai ramai menjelang sore hari sampai malamnya, di waktu
mana tugas pokok di sawah sudah selesai dikerjakan.

Pada lapau ini rakyat berkumpul secara sukarela dan ber-
komunikasi antara sesama mereka. Yang berkumpul di lapau
terdiri dari segala lapisan masyarakat, tidak memandang tinggi
rendah golongan. Di sinilah biasanya dibicarakan segala macam
masalah mulai dalam kehidupan sehari-hari, sampai kepada yang
berat seperti masalah pemerintahan. Pada lapau ini juga semua
kritik terhadap pemerintah dilontarkan. Ada saja sesuatu gerakan
dalam masyarakat dibicarakan dalam lapau secara panjang lebar.
Dengan demikian lapau ini akhirnya merupakan sebuah alat
komunikasi masa yang sangat aktif dan efektif. Di samping itu
sekaligus lapau juga merupakan alat kontrol sosial yang sangat
ampuh. Di sini dibicarakan segala kejelekan yang terjadi dalam
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masyarakat dan juga dibicarakan bagaimana usaha mengatasi-
nya. Dalam lapau tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan semua-
nya dilempar secara terbuka. Karena yang bersangkutan ikut
mendengarkan dan berbicara dalam lgpau itu maka perbaikan
perbaikan mudah dilakukan dan diterima secara terbuka. Di
dalam lapau inilah orang dapat ikut campur membicarakan masa-
lah keluarga lain dalam masyarakat, hal mana sangat tabu kalau
dilakukan di luar lapau. Tidak jarang sebuah lapau meningkat
menjadi sebuah rapat umum sebuah pertemuan atau rapat nagari,
karena semua unsur masyarakat ada di dalamnya.

Keadaan lapau yang demikian terdapat di hampir seluruh
pelosok Sumatera Barat. Bahkan sampai sekarang lapau yang de-
mikian masih ada di Sumatera Barat.

Dengan demikian lapau merupakan alat komunikasi se-
cara dua arah yang sangat efektif. Rakyat membicarakan segala
masalah yang sedang dihadapinya. Pemuka-pemuka masyarakat
menyampaikan hal-hal yang patut dikerjakan oleh rakyat. Dan
komunikasi itu terjadi secara langsung. Biasanya pokok pembi-
caraan yang hangat adalah mengenai masalah sosial, ekonomi
dan pemerinthan. Di sini suatu ide atau suatu konsep dikritik,
diterima dan disebar luaskan ke tengah masyarakat ramai.

Sejalan dengan masalah yang telah dibicarakan di atas, hal
lain yang juga banyak kaitannya dengan kebangkitan Nasional
di daerah Sumatera Barat adalah unsur pendidikan yang didirikan
oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Pada mula-
nya lembaga pendidikan rendah yang didirikan Belanda tidak
mendapat perhatian dari masyarakat Sumatera Barat. Tetapi
setelah mereka mendapat beberapa hal yang berguna dari lembaga
pendidikan ini, perhatian masyarakat menjadi meningkat, minat
rakyat untuk sekolah bertambah besar.

Dengan meningkatnya kebutuhan penentangan Belanda
di Sumatera Barat pada tenaga-tenaga terdidik, mulai tingkat
rendah sampai pada tingkat yang tinggi, maka makin meningkat
pula pertambahan jumlah lembaga pendidikan itu. Sejalan dengan
itu minat orang Minangkabau untuk mendapat pendidikan yang
lebih tinggi makin meningkat pula.

Walaupun seluruh lembaga pendidikan yang diadakan oleh
pemerintah Belanda mendasarkan pendidikannya dengan kebu-
dayatn Barat, orang Sumatera Barat yang telah tamat pendidi-
kan itu tidak banyak terpengaruh, tetapi sebaliknya mereka sangat

53



banyak mendapat keuntungan untuk diri mereka sendiri atau
untuk kehidupan masyarakatnya. Dalam menerima dasar kebu-
dayaan Barat itu, mereka tidak melupakan adatnya sendiri yang
telah melingkari hidupnya semenjak dilahirkan. Justru dengan
pendidikan Barat itu mereka mulai berpikir kritis seperti orang
. Barat sendiri. Hal ini membantu membuka mata mereka untuk
melihat kepincangan kehidupan dalam masyarakat. Kepincangan
yang telah mulai tampak itu jumlahnya mulai menumpuk, lambat
laun mendatangkan kesadaran pada mereka bahwa hal itu perlu
diperbaiki. Tetapi sebagai pegawai sipil yang bekerja pada peme-
rintahan Belanda mereka menghadapi rintangan yang tidak kecil
dalam mencarikan jalan ke luar untuk mengatasi kepincangan-
kepincangan itu. Akhirnya sebagian dari mereka kebanyakan
terpaksa berdiam diri saja.

Walaupun demikian, mereka yang telah sadar itu merupakan
embrio-embrio dasar kebangkitan Nasional, karena walaupun
mereka berdiam diri, mereka selalu memikirkan cara bagaimana
memperbaiki kepincangan-kepincangan hidup itu, bahkan se-
karang mereka memikirkan cara yang lebih sistematis dengan
mempergunakan nilai-nilai pendidikan Barat yang telah mereka
terima. Dari mereka inilah lahirnya pejuang-pejuang Nasional yang
tenang dan matang menghadapi segala situasi. Walaupun perjuang-
an mereka itu tidak bergelora, tetapi hasilnya lebih matang dan
lebih nyata kelihatan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini embrio pertama Kebangkitan Nasional Daerah
Sumatera Barat adalah dengan didirikannya lembaga pendidikan
dengan sistem kebudayaan Barat untuk kepentingan orang Barat
pula. Tapi justru hal itulah yang mempertajam cara berpikir
mereka secara sistematis yang kemudian dihadapkan kepada
Belanda sendiri. Dalam hal ini daerah Sumatera Barat tidak banyak
bedanya dengan daerah lain di Indonesia. Bedanya adalah pada
kesempatan yang lebih terbatas, karena fasilitas di daerah jauh
lebih kurang dari fasilitas di Batavia misalnya sebagai pusat ad-
ministrasi pemerintahan Belanda.

Dari uraian di atas secara pokok kelihatan dua sebab utama
yang kemudian melahirkan Kebangkitan Nasional di Minangka-
bau.

Pertama, perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang
dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Mekah dan Mesir. Men-
jelang akhir abad ke-19 kita mengenal nama Tuanku Simabur
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di Sumatera Barat sebagai penggerak ke arah pembaharuan pen-
didikan Islam. Pada awal abad ke20 muncul nama ulama-ulama
muda di Minangkabau yang sangat mempengaruhi perkembangan
kehidupan masyarakat Islam, mereka itu antara lain adalah Syekh
Jamil Jambek yang dikenal dengan nama “’Inyik” 43) Jambek”’,
di Bukittinggi Syekh Abdul Karim Amarullah yang dipanggil-
kan “Inyik Rasul” #4) dari Maninjau yang tahun 1918 mendiri-
kan *’Sumatera Thawalib”’ di Padang Panjang dan merupakan
gudang yang- melahirkan tokoh-tokoh Nasionalisme Lokal di
Minangkabau; Syekh Abdullah Ahmad yang mendirikan pendidi-
kan Adabiah di Padang; Syekh Chatib Ali di Muara Labuh dan
sebagainya. Mereka merupakan ulama-ulama muda Minangka-
bau yang sangat aktif menyebarkan pengajaran Islam melalui
pendidikan Islam yang telah dimodernisasi dar sistem surau ke
sistem kelas.

Kedua dari pendidikan Barat sendiri telah membukakan
bagi pikiran baru bagi generasi muda di Sumatera Barat. Tetapi
pada awal abad ke-20 tokoh-tokoh Sumatera Barat justru tidak
berada di Sumatera Barat, sebaliknya berada di Jawa dan ber-
sama-sama dengan tokoh pergerakan Nasional lainnya di Jawa
mereka memperjuangkan Indonesia merdeka. Walaupun demikian
pengaruh mereka terasa juga di Sumatera Barat.

C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERDIRINYA PAR-
TAI/ORGANISASI

1. Situasi di Sumatera Barat awal abad 20.

Beroeda dengan keadaan di Jawa, Sumatera Barat di awal
abad ke-20 masih disibukkan tekanan hidup yang diakibatkan
oleh tindakan kasar pemerintahan Belanda di Sumatera Barat.
Misalnya, Tanaman Paksa yang menurut pelaksanaannya pada
tahun 1870 sudah dihapuskan di seluruh Jawa dan Sumatera,
ternyata di Sumatera Barat tanaman paksa untuk kopi masih
dilaksanakan sampai dengan tahun 1908.

Berkaitan dengan keinginan Belanda untuk mendapatkan
keuntungan yang besar dari barang dagang kopi ini, maka rakyat
dipaksa mengumpulkan kopi dan menyerahkannya kepada pe-
merintah Belanda yang menimbulkan kesengsaraan hidup yang
hampir tak terderitakan lagi oleh rakyat Minangkabau.

Pada tahun 1908 Belanda akan menghapus tanaman paksa
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kopi, tetapi akan menggantikannya dengan belasting, yang meru-
pakan semacam juran paksa dari rakyat yang berupa rodi dan
uang kontan. Akibat belasting bagi rakyat akan sama saja dengan
akibat tanaman paksa kopi. Karena itu penderitaan dan tekanan
yang dirasakan rakyat Sumatera Barat yang sudah sangat berat
itu, mencapai klimaksnya pada tahun 1908 dengan terjadinya
pembangkangan rakyat dan mengangkat senjata terhadap Be-
landa. Demikianlah hampir di seluruh daerah Sumatera Barat
rakyat menyerang Belanda, terjadilah ketegangan di daerah Suma-
tera Barat. Di Kamang (Lubuk Agam), Manggopoh (daerah Padang
Pariaman), Batusangkar, Tanjung Barulak, Lintau Buo (Luhak
Tanah Datar). Kandang Empat, Lubuk Alung (Padang Pariaman)
rakyat menyerang Belanda sebagai pelampiasan rasa benci mereka
terhadap Belanda.

Dengan demikian terjadi kekacauan di hampir seluruh dae-
rah Sumatera Barat. Yang menyebabkan Belanda melakukan
pembalasan dengan kejam, akibatnya kehidupan rakyat makin
sengsara dan menderita. Di Sumatera Barat sendiri perlawanan
rakyat ini disebut Perang Belasting (Perang Pajak).

Perang Belasting pada dasarnya timbul karena rakyat Minang-
kabau ingin mempertahankan hanya di daerahnya sendiri. Dengan
akan dijalankannya belasting, rakyat Minangkabau merasa sangat
terhina, sebab mereka harus membayar pajak terhadap tanah
kepunyaan mereka sendiri yang telah diwarisi semenjak berabad-
abad lamanya kepada Belanda. Seumur hidup mereka hal ini
belum pernah terjadi. Sedangkan tanah di Minangkabau adalah
kepunyaan keluarga (suku) dan dikerjakannya sendiri tanpa
campur tangan pihak lain. Dengan datangnya peraturan belasting
mereka merasa haknya dilanggar secara berlebihan. Dari pada
dihina demikian lebih baik mati, maka mereka mengangkat sen-
jata melawan Belanda.

Di samping itu, modernisasi Minangkabau, terutama dalam
cara berfikir, yang telah dimulai semenjak akhir abad ke-19 mem-
bawa perubahan vang relatif cepat dalam waktu yang singkat.
Perubahan cara berpikir itu membawa ketegangan dan kegon-
cangan dalam masyarakat. Kegelisahan itu mencapai puncaknya
dalam Perang Belasting pada tahun 1908.

Demikian situasi di Sumatera Barat di awal abad ke-20.
Dengan sendirinya rakyat Minangkabau belum sempat mengatur
dirinya secara baik dan terorganisasi menghadapi Belanda seperti
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yang dilakukan di Jawa dengan organisasi Budi Utomo misalnya.

Walaupun demikian pengaruh Budi Utomo terasa juga di
Sumatera Barat, karena banyaknya orang Sumatera Barat yang
pulang pergi ke Jawa, mereka melihat apa yang terjadi di Jawa
dan membawa beritanya ke Sumatera Barat. Tetapi karena situasi
tidak mengizinkan mereka menyalurkan dalam bentuk lain yang
wadahnya sudah lama ada, yaitu melalui lembaga-lembaga pendidi-
kan Islam yang telah mengalami pembaharuan dalam sistemnya.
Tokoh-tokoh ulama muda Minangkabau di Padang tahun 1911
telah menerbitkan majalah A/ Munir yang menyebarkan moderns
4sasi dan reformasi Islam di Sumatera Barat. Pendiriannya adalah
Syekh Abdullah Ahmad atas anjuran Syekh Muhammad Jainil
Jambek (Inyik Jambek) dan Syekh Abdul Karim Amarullah.
Melalui majalah Al Munir inilah mereka menyebar luaskan ba-
gaimana sebaiknya kehidupan sosial di Sumatera Barat diatur.

Dengan uraian di atas Budi Utomo secara langsung tidak
terdapat di Sumatera Barat sebagai suatu organisasi modern yang
ikut memperjuangkan kehidupan rakyat menuju kepada kesejah-
teraan. Tetapi secara tidak langsung ide dan konsepsi perjuangan
organisasi dan partai-partai di Jawa diambil alih oleh orang Suma-
tera Barat untuk dijadikan dasar ide atau konsep perjuangan
organisasi atau partai yang ada di Sumatera Barat seperti apa yang
terjadi dengan organisasi Sumatera Thawalib di Padang Panjang
pada tahun 1918. :

2. Sarekat Islam

Sarekat Islam yang berdiri tahun 1912 di Jawa cepat pula
menjalar ke Sumatera Barat. Serikat Islamlah organiasi perge-
rakkan keagamaan yang pertama lahir di Sumatera Barat sebagai
cabang dari serikat Islam di Jawa. Tahun 1916 Sarekat Islam su-
dah ada di Sumatera Barat. Tahun 1917 Abdul Muis salah se-
orang pendiri Sarekat Islam di Jawa singgah di Sumatera Barat
dalam perjalanannya ke Eropah. Kegiatannya di Padang membawa
kaum muda di Sumatera Barat yang tergabung dalam Sarekat
Islam ke arena kegiatan politik sesuai dengan pusat kegiatan
Sarekat Islam di pusatnya di Jawa guna mencapai perbaikan eko-
nomi dan kematangan politik bagi rakyat Indonesia yang ber-
agama Islam.

Pada tahun 1917 Sarekat Islam di Jawa mulai dimasuki
oleh aliran sosialisme kiri dan segera Sarekat Islam terpecah
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menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah.
Sarekat Islam Merah yang penuh dengan orang komunis yang
berkedok Islam pada tahun 1923 menjadi Sarekat Rakyat, dan
memasuki daerah Sumatera Barat pada tahun 1924.

Sarekat Rakyat inilah yang merembes ke Sumatera Barat
dan berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh Islam muda. Sebagai-
mana orang-orang komunis mereka segera melihat pertentangan
paham dan kepincangan Masyarakat Sumatera Barat. Maka untuk
memperbesar pengaruh mereka di Sumatera Barat situasi ini
segera mereka manfaatkan. Ulama-ulama muda yang semenjak
akhir abad-19 sudah bertentangan paham dengan ulama-ulama tua
mereka rangkul. Kesengsaraan penghidupan rakyat mereka pakai
jalan untuk membujuk rakyat dengan janji yang muluk-muluk
supaya mau mengangkat senjata terhadap Belanda. Segala rasa
tidak puas dalam masyarakat mereka pergunakan sebaik-baiknya
dengan segala cara dan dengan segala janji. Mereka muncul seba-
gai orang-orang terdepan yang anti Belanda, muncul sebagai orang-
orang yang membela kaum adat, kaum buruh dan sebagainya.
Demikianlah intensifnya cara menggarap orang Sumatera Barat,
sehingga akhirnya sebagian dari mereka dapat disesatkan oleh
propaganda komunis itu, Kesesatan itu memuncak tahun 1926-
1927 dengan meletusnya Perang Silungkang. Tetapi sesudah
pecahnya Perang Silungkang ini rakyat Sumatera Barat kembali
sadar bahwa kaum komunis hanya mempergunakan mereka se-
bagai alat untuk memperjuangkan ide mereka, tetapi kesadaran
itu sudah terlambat karena banyak diantara mereka yang ditang-
kap dan dibuang oleh pemerintah Belanda ke Digul.

- Untunglah beberapa orang tokoh muda Sumatera Barat
yang lebih awas dan mempunyai pendirian yang teguh tidak
ikut terpengaruh oleh komunis dalam Sarikat Rakyat itu dan
tidak terbawa dalam Perang Silungkang. Di antara mereka itu
adalah Syekh Muhammad Majil Jambek, Syekh Haji Abdul Karim
Amarullah dan Syekh Abdullah Ahmad.

a. Sarikat Sumatera

Pertentangan paham antara kaum Muda dan kaum tua
Islam di Sumatera Barat bertambah tajam pada awal abad ke-20
Pertentangan itu disebabkan karena perbedaan mazhab yang dia-
nut mereka, Ulama-ulama muda umumnya terpengaruh oleh pa-
ham yang berasal dari Mesir. Sedangkan ulama-ulama tua menga-
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nut paham yang berasal dari Mekah. Pertentangan ini mereka
bawa sampai ke Sumatera Barat. Sudah menjadi pola hidup
masyarakat Islam di Sumatera Barat waktu itu saling menyerang
melalui khotbah Jum’at atau tabliq agama Islam. Keduanya mem-
punyai pengikut yang hampir sama banyak. Kaum muda mera-
sakan pertentangan ini sebagai suatu penghambat dalam mem-
perjuangkan cita<cita mereka. Karena itu harus segera diatasi
masalahnya.

Demikianlah pada tahun 1918 diadakan sebuah rapat umum
di Bukittinggi. Tiga puluh buah organisasi pendidikan dan orga-
nisasi masa kaum muda berkumpul di Bukittinggi. Dalam per-
temua itu dirumuskan akan membentuk suatu organisasi federasi
Sumatera yang akan mengkoordinasi seluruh kegiatan dan akti-
vitas kaum muda. Federasi itu berdiri dengan nama Budi Baik.

Tetapi karena situasi waktu itu tidak mengizinkan, bahwa
kaum muda menganggap segala aktivitasnya dihalangi oleh Be-
landa, maka pusat organisasi “Budi Baik’’ dipindahkan ke Bata-
via. Lebih-lebih lagi setelah Abdul Rivai dan Abdul Muis me-
ngatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan mereka selama
berada di Jawa, maka suatu partai politik bagi rakyat di Suma-
tera sebaiknya berpusat di Batavia. Di sana mereka akan dapat
berbuat lebih banyak dan akan menjadi salah satu kelompok
masyarakat yang akan ikut menentukan calon-calon atau wakil-
wakil yang tepat untuk duduk di Volksraad.

Demikianlah setelah pindah ke Batavia organisasi politik
tersebut dikenal dengan nama Sarekat Sumatera. Sarekat se-
bagai suatu partai politik mempunyai tugas pokok sebagai peng-
hubung antara gerakan politik di Jawa dengan gerakan politik
di Sumatera. Di samping itu Sarekat Sumatera juga bertindak
sebagai juru bicara politik untuk partai-partai di daerah.

Sarekat Sumatera yang dimulai di Bukittinggi itu, sesudah
berpusat di Jawa, tugasnya tidak terbatas untuk Sumatera Ba-
rat saja lagi, tetapi untuk seluruh Sumatera. Dengan demikian
ulama-ulama muda Sumatera Barat mulai berpolitik bersama-
sama dengan suku bangsa lain di Indonesia dalam satu kelompok
politik.

Karena bidang geraknya sudah bertambah luas dan kegiatan-
nya bertambah banyak maka akhirnya dirasa perlu adanya satu
badan yang khusus menanggulangi masalah politik Sumatera
Barat saja. Hal ini lebih dirasakan keperluannya lagi untuk memu-

59



tuskan saran-saran buat komisi Pembaharuan Pemerintah Belan-
da. Maka pada bulan April 1919, Bagindo Djamaluddin Rasjad
mengambil prakarsa untuk mendirikan Sarekat Combinatie Mi-
nangkabau yang disingkat dengan nama SCM. 45)

Anggota SCM kebanyakan terdiri dari kaum muda. Pada
mulanya SCM bersikap mau kerja sama (koperasi) dengan pe-
merintahan Belanda dan kebanyakan bergerak dalam organi-
sasi pendidikan serta organisasi politik di Sumatera Barat.

Di bawah pimpinan Bagindo Djalaluddin Rasyad dan Su-
laiman Effendi, SCM mulai bergerak secara radikal dan bersikap
tak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Di waktu
itu SCM banyak dipengaruhi oleh Indische Partij di bawah pim-
pinan Douwes Dekker yang orientasi politiknya jelas ditujukan
untuk kemerdekaan Indonesia. Demikianlah mulai tahun 1921
SCM mulai mengambil bagian yang aktif dalam percaturan po-
litik di Jawa. SCM berpartisipasi dalam gerakan otonomi untuk
meningkatkan keikut sertaan rakyat rakyat daerah dalam adminis-
trasi pemerintahan. Gerakan otonomi ini dipelopori oleh anggota-
anggota Volksraad bangsa Indonesia yang duduk di sana. Walau-
pun gerakan menuntut otonomi itu gagal di Volksraad, tetapi
bagi SCM gerakan itu merupakan langkah pertamanya ke arah
kerjasama dengan partai-partai politik lain di Jawa. Dalam mening-
katkan kerjasamanya itu, tahun 1922 SCM ikut serta dalam
Kongres seluruh Indonesia (All Indian Congress) yang disponsori
oleh Indische Partij.

Pada bulan Juni 1922, SCM dengan beberapa tokoh muda
dari Indische Partij dan Sarekat Islam menjadi tuan rumah untuk
Kongres Persatuan Sumatera.

Kongres ini diadakan di Padang dan dihadiri oleh wakil-
wakil partai dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sumatera
Timur, Aceh dan Sumatera Barat sendiri sebagai tuan rumah.
Kongres ini memperoleh hasil besar karena telah berhasil mem-
bawa peranan Sumatera untuk ikut menentukan kehidupan masa
depan Indonesia. Dalam kongres itu juga telah ditetapkan mem-
bentuk suatu kelompok Sumatera untuk seluruh suku-suku bang-
sa di Sumatera, sehingga terlihat satu kesatuannya yang kuat.
Juga telah ditetapkan membentuk satu Dewan Pusat untuk selu-
ruh organisasi politik yang ada di Sumatera.

Tetapi bagi SCM, maupun bagi Sarekat Sumatera, kongres
Persatuan Sumatera ini membawa kemundurannya. Keputusan-
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keputusan yang diambil secara radikal dalam kongres menimbul-
kan kecurigaan pemerintahan Belanda, sehingga sesudah kongres
banyak di antara pemimpin-pemimpinnya, terutama yang bersikap
tak mau kerja sama dengan Belanda, ditangkap. Beberapa pemim-
pinnya yang bersikap koperatif dibebaskan seperti Sutan Muham-
mad Zein dan Sutan Pemuncak. Mereka merasa tercengang karena
masalah. Minangkabau sendiri dicampuradukkan dengan masalah
persatuan Sumatera. Hal ini menimbulkan kegoncangan di antara
mereka yang berakibat mundurnya gerakan Sarekat Sumatera.

b. Sumatera Thawalib

Syekh Abdul Karim Amarullah yang di Sumatera Barat
waktu itu terkenal dengan nama Haji Rasul merupakan tokoh
muda dalam gerakan pembaharuan pengembangan agama Islam
di Sumatera Barat. Banyak ide pembaharuan Haji Rasul yang di-
bawanya dari luar negeri diterapkan di Sumatera Barat.

Dalam akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak tokoh
ulama Islam yang mengadkan pembaharuan sistem pendidikan
Islam di Sumatera Barat. Di antara mereka itu yang terkenal
adalah :

Syekh M. Thaib Umar di Sungayang, Batusangkar (1874 — 1920)
Syekh Abdullah Ahmad di Padang (1878-1933)

Syekh Abdul Karim Amarullah di Maninjau (1879 — 1945)
Syekh H.M. Jamil Jambek di Bukittinggi (1860 — 1947)

Syekh H. Suleiman Ar Rasuli Cantung, Bukittinggi.

Syekh Ibrahim Musa, Parabek Bukittinggi.

Syekh H.M. Jamil Jaho, Padang Panjang.

Syekh H. Abbas Abdullah, Padang Japang Payakumbuh dan sau-
daranya

Syekh H. Mustafa Abdullah.

Syekh H. Abdul Wahid, Tabat Gadang, Padang Japang Payakum-
buh.

Syekh M. Sa’ad, Mungkar Payakumbuh 46)

dan lain—lain.

Pada tahun 1912 Haji Rasul menjadi guru pada Surau Jem-
batan Besi di Padang Panjang.

Surau Jembatan Besi adalah salah satu surau tempat menga-
ji agama Islam yang banyak terdapat di Sumatera Barat. Sistem
pengajian dilakukan secara tradisi. Pokok pengajaran pada mula-
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nya adalah membaca ayat-ayat Al Qur’an vang di Sumatera Barat
dinamakan “’belajar mengaji’’.

Haji Rasul, yang menggantikan Haji Abdullah Ahmad, mem-
bawa pembaharuan ke dalam sistem pendidikan surau Jembatan
Besi itu. Pada tahun 1915 pada Surau Jembatan Besi didirikan
Koperasi Pelajar Surau Jembatan Besi atas inisiatif Haji Habib.
Pendirian koperasi di sana diilnami oleh penerangan yang diberi-
kan oleh Bagindo Djamaluddin Rasjad salah seorang intelektual
Minangkabau dengan dasar pendidikan Barat, yang menjalankan
pentingnya ”’persatuan” untuk mencapai cita-cita bersama. Se-
tahun kemudian koperasi itu diperluas oleh Haji Hasjim.

Dari pendirian sebuah koperasi pada surau Jembatan Besi
terlihat bahwa lembaga pendidikan tradisional terbuka dan mau
menerima sesuatu ide baru, lebih-lebih ide itu dikemukakan oleh
seorang yang mendapat pendidikan Barat. Tetapi karena dianggap
berguna dan menguntungkan ide itu dapat diterima. Hal ini me-
rupakan sesuatu yang baru waktu itu di Sumatera Barat.

Pada tahun 1918, Zainuddin Labai. Djalaluddin Thaib dan
Inyik Bandaro Basa mengubah nama koperasi ini dengan ’‘Suma-
tera Thawalib”’ dengan memperluas ruang lingkup aktifitasnya.
Perubahan nama sekaligus mengubah nama surau Jembatan Besi
menjadi lembaga pendidikan Sumatera Thawalib. Hal ini diilhnami
oleh kegiatan Jong Sumatranen Bond yang waktu-itu sudah mem-
punyai cabang di Bukittinggi dan Padang.

Haji Rasul memperkenankan sistem kelas dalam Sumatera
Thawalib. Dengan demikian semenjak tahun 1918 sistem pendidik-
an surau yang tradisional berubah menjadi sistem pendidikan
memakai kelas. Dalam sistem surau murid duduk mengelilingi
gurunya sambil mendengarkan guru mengaji yang terus diucapkan
pula oleh murid-muridnya. Pada sistem kelas, sekolah dibagi atas
beberapa tingkat kelas, murid duduk secara teratur di dalam di
atas sebuah kursi dengan sebuah meja. Guru mengajar di depan
dengan mempergunakan papan tulis.

Haji Rasul menyusun sekolah itu kembali Kurikulum, metoda
mengajar dan buku-buku teks diperbaharui semua. Untuk meng-
awasi jalannya sekolah itu diangkat sebuah badan pengawas yang
dinamakan Dewan Sekolah yang terdiri dari alumni-alumni Surau
Jembatan Besi, guru-guru dan pedagang-pedagang Islam. Dewan
ini dibentuk supaya administrasi sekolah mudah dikontrol dan
untuk menjaga supaya sekolah jangan jatuh dalam pengaruh se-
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seorang saja. Suatu hal yang sama sekali baru di Sumatera Barat
yang menyebabkan pendidikan Sumatera Thawalib menjadi model
bagi lembaga pendidikan Islam lainnya di Sumatera Barat. Dalam
memperbaharui sistem dan metoda mengajar ini tidak sedikit
andil yang diberikan oleh Haji Djalaluddin Thaib.

Pada waktu yang sama di Parabek, Bukittinggi ada pula
sebuah madrasah Islam di bawah pimpinan Syekh Ibrahim Musa,
yang kemudian terkenal dengan nama Syekh Ibrahim Musa Para-
bek. Madrasah Islam Parabek ini juga terkenal di Sumatera Barat
dengan cara-caranya sendiri pula.

Pada tanggal 15 Pebruari 1919, dengan mengambil tempat di
surau Syekh Muhammad Jamil Jambek di Bukittinggi, diadakan
pertemuan antara pelajar-pelajar Sumatera Thawalib dengan
pelajar-pelajar Parabek. Pertemuan ini mengambil suatu keputusan
untuk membentuk suatu persatuan antara pelajar-pelajar kedua
lembaga pendidikan itu. Persatuan pelajar itu juga dinamakan
Sumatera Thawalib (Organisasi Pelajar Pelajar Sumatera). Tujuan
utama dari organisasi pelajar itu ialah untuk mempelajari ilmu dan
mengembangkan Islam.

Pada tahun 1921 Syekh Ibrahim Musa memperkenalkan
sistem Polos pada madrasah Parabek seperti yang dilaksanakan
Sumatera Thawalib dan mengubah nama madrasahnya dengan
Sumatera Thawalib juga.

Semenjak itu lembaga pendidikan di Padang Jepang (Paya-
kumbuh), Maninjau dan Batusangkar mengubah namanya dengan
nama Sumatera Thawalib dan mempergunakan sistem yang dilak-
sanakan pada Sumatera Thawalib Padang Panjang.

Dengan tersebarnya pendidikan Sumatera Thawalib di
Sumatera Barat, timbul keinginan untuk menyatukan semua
pelajar itu di bawah satu naungan organisasi pelajar. Demikianlah
pada tanggal 22 Januari 1922, atas undangan pelajar-pelajar
Sumatera Thawalib di Padang Panjang diadakan pertemuan umum
antara wakil-wakil seluruh pelajar Sumatera Thawalib itu. Per-
temuan memutuskan membentuk satu kesatuan organisasi Pelajar-
pelajar Thawalib di bawah satu Dewan Pusat dengan cabang-
cabangnya di daerah. Sebagai pusat ditetapkan Padang Panjang.
Di antara para pengurusnya terdapat Haji Djalaluddin Thaib dan
Dt. Batuah. Pada tahun 1923 Dt. Batuah sekembali dari Jawa
membawa pengaruh Komunis ke dalam Sumatera Thawalib,
tetapi untung cepat diketahui sehingga tidak sampai terseret.
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Organisasi pelajar Sumatera Thawalib berhubungan dengan
SCM (Sarikat Combinatie Minangkabau) yang diprakarsai oleh
Bagindo Djalaluddin Rasjad tahun 1919 dan antara keduanya sa-
ling tukar indormasi di bidang pendidikan dan politik waktu itu di
Sumatera Barat. Kedua organisasi itu sama-sama bergerak di
bidang pendidikan. Bedanya kalau Sumatera Thawalib secara
murni bergerak dalam lembaga pendidikan, sedang pendidikan,
sedang SCM memperjuangkan pendidikan melalui saluran politik.

Dalam jumlah, anggota Sumatera Thawalib jauh melebihi
anggota SCM. Cabang-cabang Sumatera Thawalib tersebar di
seluruh daerah Sumatera Barat sampai ke pelosok-pelosok, sedang-
kan cabang-cabang SCM hanya terbatas di kota-kota. Dengan
demikian, kedudukan Sumatera Thawalib lebih kuat dari SCM.
Karena antara kedua organisasi itu terlihat ada persaingan dalam
merebut pengaruh. Hal ini lebih-lebih terasa mulai tahun 1923
setelah Dt. Batuah mempengaruhi Sumatera Thawalib dengan
paham komunisme yang dibawanya dari Jawa. Sumatera Thawalib
yang pada mulanya bergerak dalam lembaga pendidikan saja akhir-
nya mulai tahun 1923 juga ikut bergerak di bidang politik dalam
memperjuangkan cita-citanya.

Dalam memperebutkan pengaruh antara kedua organisasi
tersebut, Bagindo Djalaluddin Rasjad berusaha melemahkan ke-
kuatan Sumatera Thawalib. Karena kedudukan Dewan Pusat
Sumatera Thawalib sangat kuat SCM berusaha mempengaruhi
cabang-cabang Sumatera Thawalib. Karena itu Bagindo Djalalud-
din Rasjad menyarankah pada Pengurus Dewan Pusat Sumatera
Thawalib supaya cabang-cabangnya diberi otonomi yang lebih
besar agar dapat bergerak lebih bebas lagi. Terhadap Dewan Pusat
Sumatera Thawalib sendiri dianjurkannya supaya jangan bergerak
di bidang lembaga pendidikan saja tetapi sesuai dengan tuntutan
zaman Sumatera Thawalib seharusnya juga bergerak di bidang
politik dan bidang ekonomi.

Dengan menganjurkan demikian SCM dengan perantaraan
Bagindo Djalaluddin Rasjad mengharapkan cabang-cabang Suma-
tera Thawalib dapat dirangkulnya dan kedudukan Dewan Pusat
Sumatera Thawalib menjadi lemah dengan bertambahnya bidang
kegiatannya. Demikianlah kegiatan Sumatera Thawalib menjadi
lebih diperluas dengan kegiatan sosial ekonomi dan kegiatan
politik, lebih-lebih lagi setelah pengaruh Dt. Batuah bertambah
besar di dalam tubuh Sumatera Thawalib sendiri.
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Akibat kegiatannya itu pemerintah Belanda di Sumatera
Barat mengambil tindakan. Tindakan pertama pemerintah Belanda
adalah menutup kafetaria Sumatera Thawalib pada tahun 1926
yang dianggap sebagai pusat kegiatan kaum komunis.

Setelah terjadi Perang Silungkang tahun 1926 — 1927,
banyak di antara guru-gurunya dilarang mengajar, karena dianggap
berbahaya oleh Belanda. Akibatnya kegiatan Sumatera Thawalib
sebagai lembaga pendidikan menjadi lumpuh. Di samping itu juga
akibat terjadinya gempa bumi di Padang Panjang tahun 1927
gedung-gedung Sumatera Thawalib hancur berantakan.

Pada tanggal 21 Januari 1928 diadakan rapat umum antar
seluruh anggota-anggota Sumatera Thawalib dengan mengambil
tempat di Parabek. Dalam rapat itu diambil keputusan untuk
membangun kembali pusat Sumatera Thawalib di Padang Panjang
dan akan mempengaruhi sistem pendidikan yang telah terpengaruh
anasir komunis. Akhirnya Organisasi Islam Sumatera Thawalib
yang bercorak Nasionalisme Radikal ini dalam kongresnya di
Bukittinggi tanggal 24 — 17 Mei 1930 menjelma menjadi PERMI
(Persatuan Muslimin Indonesia)

c. Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI)

Seperti telah dikatakan bahwa Sumatra Thawalib akhirnya
menjelma menjadi PERMI. Setelah selesai Perang Silungkang tahun
1926 — 1927 Sumatera Thawalib mengalami kegoncangan dan
kemerosotan yang drastis karena banyak di antara pelajar-pelajar
dan guru-guru Sumatera Thawalib yang terlihat kegiatan komunis
ditangkap oleh Belanda. Praktis sampai dengan tahun 1929, Suma-
tera Thawalib menjadi lumpuh sama sekali.

Tetapi masih ada di antara tokoh-tokoh Sumatera Thawalib
yang tidak terlihat pengaruh komunis dan sadar bahwa kemundus-
an Sumatera Thawalib tak dapat dibiarkan berlarut-larut. Oleh
karena itu harus dicari jalan ke luar. Jalan ke luar itu hanya dapat
dibicarakan dalam suatu kongres Sumatera Thawalib yang akan
dihadiri oleh anggota-anggotanya yang tidak terlibat komunis.

Untuk usaha itulah pada tahun 1928, atas prakarsa Haji
Udin Rahmani diadakan pertemuan di Parabek, Bukittinggi.
Seperti telah dikatakan dalam pertemuan itu diambil keputusan
untuk membangun kembali Sumatera Thawalib dan memperbaiki
sistem pendidikannya.

Di samping itu juga dibentuk sebuah Panitia Kongres yang
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bertugas memikirkan kehidupan Sumatera Thawalib selanjutnya.
Susunan Panitia Kongres adalah sebagai berikut:

Ketua :  Ali Amran

Wakil Ketua : Haji Udin Rahmani
Sekretaris . Darwis Thaib
Pembantu :  Haji Djalaluddin Thaib.

Tugas pertama dari Panitia Kongres ini adalah mempersiap-
kan acara Kongres. Persiapan ini dilakukan selama satu tahun.
Ditetapkan Kongres akan dilaksanakan di Bukittinggi, karena
situasi di Padang Panjang tidak mengizinkan untuk diadakan
kongres.

Demikianlah pada tanggal 24 — 27 Mei 1930 dilaksanakan
Kongres Sumatera Thawalib di Bukittinggi. Salah satu keputusan
yang penting dari kongres ini adalah Sumatera Thawalib menjelma
menjadi “Persatuan Muslimin Indonesia’’ (PMI). Dengan berubah-
nya nama Sumatera Thawalib menjadi PMI maka keanggotaan
PMI terbuka untuk umum dan kegiatannya tidak terbatas pada
bidang sosial dan pendidikan saja lagi, tetapi juga sudah bergerak
aktif di bidang politik dalam usahanya memperjuangkan kepen-
tingan rakyat umum.

Untuk mengetahui ide perjuangan PMI kita akan melihat
pandangan beberapa tokoh yang dominan dalam tubuh PMI.
Mereka inilah yang memberikan corak perjuangan PMI selanjut-
nya.

Fakih Hasyim, salah seorang tokoh PMI yang sudah mulai
bergerak mulai dari Surau Jembatan Besi adalah seorang tokoh
PMI yang mempopulerkan ide ekonomi yang terdiri pada kaki
sendiri (antarki) dan menganjurkan pembentukan Bank Nasional
yang berdiri sendiri pula. Fakih Hasyim sebelumnya adalah ang-
gota Indonesische Studie Club di Surabaya yang banyak mem-
pengaruhi cara berpikir selanjutnya. Haji Abdullah Madjid dan
A. Gaffar Ismail pandangan politiknya lebih cenderung kepada
pandangan Islam yang banyak dipengaruhi oleh PSII (Partai Seri-
kat Islam indonesia). Haji Djalaluddin Thaib dan Darwis Thaib
pandangan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan
Partindo dan PNI — Hatta.

Selanjutnya faham Nasionalisme dan Islam menjadi dasar
rumusan ideologi PMI berkat bantuan Haji Ilyas Yakub seorang
anggota pendatang baru dari Kairo. Ia menyatakan kemajuan -
kehidupan umat manusia hanya dapat dicapai kalau memper-
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hubungkan sistem ekonomi, moral dan spritual secara penuh dan
simultan, artinya pendidikan ekonomi tidak dapat dipisahkan
dengan pendidikan moral. Hal ini sejajar dengan tiga aspek pokok
dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai makhluk beragama,
anggota suatu bangsa dan putra ibu pertiwi. Dengan dasar pemi-
kiran yang begini PERMI mendasarkan perjuangannya kepada
”Islam” dan ’kebangsaan’’.

Dalam kongres PMI pertama tanggal 5 — 9 Agustus 1930 di
Payakumbuh yang diikuti oleh 6 cabang PMI ditetapkanlah
landasan perjuangan organisasi ini dalam anggaran Dasar PMI.
Antara lain disebutkan bahwa: Indonesia yang terdiri dari banyak
pulau dengan 80% penduduknya memeluk agama Islam yang
merupakan bagian dari dunia Timur mendasarkan perjuangan
mereka atas Islam dan Kebangsaan. Muslimin Indonesia sedang
berjuang untuk kemajuan agar memperoleh hak-hak kemanusiaan
yang harus tercermin dalam tata kehidupan sosial, kemakmuran
dan kemuliaan hidup mereka, dan sebagainya.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan partai, maka PMI
dilengkapi dengan beberapa bagian yang khusus mengurus bidang-
nya saja, seperti bagian Pendidikan, Perusahaan, Propaganda
Islam dan Kepanduan. Selanjutnya, dalam waktu yang singkat
akan dibentuk cabang-cabang untuk seluruh Indonesia.

Pada kongres kedua PMI tahun 1932 di Padang, nama PMI
ditukar dengan PERMI dan mulai saat itu resmilah PERMI menjadi
satu partai politik. Sikap perjuangan PERMI terhadap pemerintah
Hindia Belanda adalah tidak mau bekerjasama (Non Koperasi)
dan berjuang secara radikal dalam menghadapi musuh bangsa dan
agama. Sikap PERMI yang demikian tegas, kembali membangun-
kan semangat juang rakyat Sumatera Barat dari kelesuan yang
disebabkan akibat perang Silungkang 1925 — 1927.

Dalam waktu yang singkat PERMI berkembang dengan cepat.
Cabang-cabang dan ranting PERMI terdapat di seluruh Sumatera
Barat. Cabangnya berjumlah sebanyak 30 buah dan ranting-
rantingnya sebanyak 160 buah di seluruh daerah Sumatera Barat.
Jumlah seluruh anggota adalah 750.000 orang. 47)

Untuk menyebarluaskan aspirasi perjuangan mereka ke
tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, maka PERMI menerbit-
kan sebuah majalah yang bernama “Medan Rakyat’’ di Padang dan
dipimpin oleh Haji Ilyas Yakub. Majalah Medan Rakyat™ ini
betul-betul dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan semula.
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Dalam waktu yang relatif singkat media pers ini dapat memperluas
pengaruh ke seluruhan pelosok Sumatera Barat, hingga jumlah
simpatisan PERMI jauh melebihi jumlah anggotanya sendiri.
Ke dalam majalah itu dituangkan semua ide perjuangan PERMI,
bagaimana cara perjuangan yang hendak ditempuh, apa perlunya
kehidupan ekonomi rakyat ditingkatkan dan sebagainya. Di sam-
ping itu pada ”Medan Rakyat’ juga terlihat pokok-pokok pikiran
menurut garis sosialisme ekstrim yang mencemaskan pemerintah
Belanda di Sumatera Barat dan hal ini menyebabkan segala kegiat-
an PERMI diawasi pemerintah Belanda dengan ketat.

Untuk menghimpun masa yang banyak sebagai pengikut,
PERMI sering melaksanakan rapat umum yang dihadiri oleh
masyarakat dan semua golongan. Dalam pidato yang berapi-api
dan revolusioner mereka mempergunakan kefanatikan beragama
dari rakyat untuk mencari pengikut. Di samping itu cita-cita
Nasionalisme Indonesia selalu dipergunakan dalam setiap kesem-
patan untuk menarik masa sebagai pengikut.

Karena akhirnya anggota PERMI telah menjadi sangat banyak
yang terdiri dari baik kaum pria maupun kaum wanita, maka
pengurus Besar PERMI terpaksa dibagi dua, yaitu PERMI PUTRA
dan PERMI WANITA.

Ke dalam PERMI masuk tokoh-tokoh organisasi Islam lain-
nya, karena PERMI sendiri tidak membatasi anggota-anggotanya
dan terbuka untuk umum. Demikianlah ada tokoh-tokoh Mu-
hammadiyah, Diniyah dan lain-lain yang menjadi anggota PERML

Tetapi setelah PERMI resmi menjadi politik, terjadilah per-
pecahan atau pertentangan pendapat dengan pemimpin-pemimpin
Muhamadiyah dan Perguruan Diniyah (Padang Panjang). Mu-
hammadiyah akan mengeluarkan pemimpin-pemimpin mereka
yang berorientasi politik sebagai anggota Muhammadiyah. Begitu
juga dengan Perguruan Diniyah. Pendeknya Muhammadiyah dan
Perguruan Diniyah tidak mau ikut berpolitik. Sebaliknya PERMI
sendiri yang dimasuki oleh sebagian pemimpin kedua organisasi
itu jelas-jelas merupakan sebuah partai politik yang memperjuang-
kan cita-Citanya melalui bidang politik. Karena jalan ke luar belum
diketemukan, buat sementara perpecahan itu menjadi berlarut-
larut. Ada beberapa orang pengurus Muhammadiyah yang dike-
luarkan dari Muhammadiyah.

Di samping itu beberapa orang penasehat Sumatera Thawalib
dari angkatan tua yang masih sangat berpengaruh seperti Dt. Ban-
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daro Basa dan Syekh Ibrahim Musa Parabek dari semula sudah
menentang pembubaran Sumatera Thawalib dan dijadikan PERMI.

Walaupun demikian PERMI tetap jalan dengan garis politik-
nya, bahkan berjuang dengan cara yang radikal. Bahkan secara
umum pada dasarnya ulama-ulama muda Sumatera Barat tidak ada
yang melontarkan kritiknya terhadap perjuangan PERMI. Haji
Rasul, seorang tokoh Islam yang terkenal sangat Kritis terhadap
ideologi Islam dan Kebangsaan, menanggapi PERMI sebagai salah
satu dari tiga organisasi Islam yang besar waktu itu yang sedang
berjuang untuk kemajuan bangsa dan agama dengan caranya
sendiri yang waktu itu merupakan cara terbaik. 48)

Sedangkan ulama-ulama Islam yang netral bersikap memberi
peluang kepada PERMI untuk melaksanakan cita-cita perjuangan-
nya melalui garis politik, karena mereka sendiri juga mendamba-
kan kemajuan dan perbaikan tingkat penghidupan dalam masya-
rakat Sumatera Barat.

Kesimpulannya perpecahan yang timbul di kalangan ulama-
ulama Sumatera Barat dengan menjadi partai politiknya PERMI
hanya terbatas dalam masalah ’Pro dan Kontra’’ saja. Sedangkan
seluruh ulama muda Islam itu sama-sama menginginkan kemajuan
untuk rakyat Sumatera Barat khususnya, rakyat Indonesia umum-
nya. Hal ini menyebabkan PERMI dengan cepat dapat menyebar-
kan pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok Sumatera Barat.

Keberhasilan PERMI dalam menyebarluaskan pengaruhnya
ke seluruh daerah Sumatera Barat, karena PERMI mempunyai
pelopor-pelopor pejuang pada setiap Nagari di Sumatera Barat.

Karena banyak organisasi masa Islam lainnya yang bergabung
dengan PERMI, maka PERMI dengan mudah mempergunakan
sekolah-sekolah Islam sebagai bawahan dari organisasi-organisai
masa Islam sebagai medan komunikasi. Guru-guru Sekolah Suma-
tera Thawalib yang telah terdapat di seluruh pelosok Sumatera
Barat menjadi basis pertama dalam penyebarkan pengaruh ini.
Pada tempat-tempat yang tidak terdapat sekolah dilaksanakan
rapat-rapat umum. Di mana mungkin PERMI ikut serta dalam
kegiatan masyarakat dan mendorong organisasi-organisasi daerah
ke arah kemajuan.

Dalam kongresnya pertama PERMI menetapkan menjadikan
Padang sebagai pusat kegiatannya. Kota Padang sebagai ibukota
karesidenan Sumatera Barat memberi peluang yang lebih besar
kepada PERMI untuk lebih meningkatkan perjuangannya. Bukit-
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tinggi, Padang Panjang dan lain-lain kota di pedalaman tidak
banyak memberi kesempatan berkembang bagi PERMI. Di sam-
ping itu kepindahan ke Padang dimaksudkan supaya status PERMI
dapat mencapai status perjuangan tingkat nasional dalam waktu
yang singkat.

Di Padang PERMI segera menceburkan dirinya dalam kegiat-
an organisasi yang ada. Langkah pertama, bulan Juni 1930 PERMI
ikut dalam kegiatan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dalam
rangka menentang rencana pemerintah Hindia Belanda di Suma-
tera Barat untuk menghentikan perluasan HIS.

Selanjutnya PERMI segera terlihat dalam kegiatan yang tak
habis-habisnya. PERMI berusaha mengajak kerjasama organisasi-
organisasi lain, terutama persatuan pedagang, organisasi-organisasi
agama, dan organisasi dagang lainnya. PERMI juga mensponsori
pembentukan “Komite Pembina Persatuan’ 49) dengan sasaran
jangka pendek mendirikan sebuah Gedung Pertemuan Nasional
yang permanen. Tetapi usaha ini gagal, karena banyak di antara
para pedagang di Padang yang diharapkan menjadi sponsor tidak
merasa tertarik sebab sedang menghadapi depresi ekonomi.
Dengan kegagalan ini PERMI tidak berhenti berusaha dan men-
coba mengumpulkan dana melalui pemimpin-pemimpinnya yang
kaya. Tetapi karena PERMI tidak mendapatkan izin dari peme-
rintahan Belanda di Sumatera Barat, PERMI terpaksa membatal-
kan kegiatan pengumpulan dana itu dan harus membayar denda
kepada pemerintah Belanda.

Di Padang usaha PERMI tidak terbatas hanya untuk mem-
pengaruhi golongan Islam saja, tetapi juga berusaha mempengaruhi
para intelektual Barat Minangkabau. Pada mulanya mereka hanya
dapat mempengaruhi pemuda intelektual Barat itu melalui per-
kumpulan Jong Islamiaten Bond. Tetapi akhir tahun 1930 PERMI
telah dapat mengumumkan berdirinya cabang-cabang PERMI di
kota Padang dengan anggotanya terdiri dari segala golongan
masyarakat. Akhir tahun 1930 itu juga PERMI sudah memulai
pekerjaan beratnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan
masa dan menerbitkan majalah. Usaha itu mencapai puncaknya
ketika suatu panitia perayaan seluruh kota Padang dapat diorgani-
sasi di bawah pengaruh PERMI. Panitia itu bernama Komijte
Perayaan Islam.

Dalam bulan Desember 1930, sebelum perayaan Mikradj
Nabi dilangsungkan, PERMI mengambil inisiatif untuk memben-
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tuk Panitia Permanen Perayaan-perayaan Agama. Dengan kegiatan
itu PERMI dapat mengatasi kegiatan Muhammadiyah yang telah
lebih dulu berada di Padang. Muhammadiyah telah mempunyai
wakil dalam Panitia Permanen. Dengan terdapatnya dominasi
PERMI dalam Panitia itu, PERMI dapat menetapkan siapa-siapa
orang yang akan berbicara/berpidato dalam upacara-upacara
perayaan itu dan mengatur susunan acaranya. Dengan demikian,
dalam waktu yang relatif singkat, PERMI telah mengambil langkah
penting ke arah pengambilalihan kepemimpinan pemuda di kota
Padang.

Segala kegiatan PERMI ini dapat dicapai dengan berhasil
berkat bantuan para pedagang besar Pasar Gadang di Padang yang
bertindak sebagai pendorong dan pemberi dana yang dibutuhkan.
Dengan bantuan Basa Bandaro, seorang tokoh terkemuka dalam
masyarakat pedagang di Padang, PERMI dapat berhubungan
Himpunan Sandang Indonesia di Padang. Hal ini melapangkan
dada PERMI untuk memperoleh dana buat penunjang program
pendidikannya, terutama untuk pembangunan Islamic College.

Pada permulaan tahun 1931, perkembangan PERMI di
Padang telah melampaui fasa kritis, artinya sebagai suatu partai
politik yang baru, PERMI sudah dapat menempatkan dirinya di
Padang sebagai suatu kekuatan yang harus dipertimbangkan dalam
segala kegiatannya. Baik kawan maupun lawan sudah mengakui
eksistensi PERMI di Padang sebagai sesuatu yang harus dipertim-
bangkan. Sementara itu di daerah-daerah PERMI pun berhasil
membebaskan diri dari pemurnian yang dilancarkan oleh Mu-
hammadiyah. Bahkan di Pariaman PERMI melakukan infiltrasi
ke dalam organisasi-organisasi Islam golongan tua yang ortodoks.

Sesuai dengan tujuan pindah ke Padang, di samping menjalin
kerjasama dengan organisasi-organisasi beraliran Islam, PERMI
juga mengadakan perhubungan dengan PNI di Jawa. Antara
PERMI dengan PNI seolah-olah telah ada persetujuan tak resmi,
yaitu di mana ada PERMI di situ tak perlu ada PNI. Sebaliknya
di mana ada PNI di situ tidak perlu ada PERMI. Di Jawa telah
berdiri PNI, karena itu kehadiran PERMI tak perlu lagi. Di Suma-
tera sudah ada PERMI, maka tak perlu ada PNI. Dalam kampanye
di Jawa oleh PNI, PERMI diikutsertakan pula. Begitu pula sebalik-
nya dalam kampanye PERMI di Sumatera, PNI diikutsertakan
pula.

Seperti telah dikatakan bahwa, PERMI akan mendirikan
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Islamic College di Padang. Pendirian Lembaga ini adalah dalam
rangka usaha menjalani kerjasama dengan para intelektual Barat.
Pada waktu itu, para intelektual Barat asal orang Sumatera Barat
sendiri memandang rendah terhadap para ulama Islam. Mereka
menganggap kedudukan mereka sangat tinggi di tengah masyarakat
karena mereka telah melalui sistem pendidikan yang dilaksanakan
oleh orang Barat yang mereka anggap mempunyai kelebihan yang
dari orang Timur. Karena pendidikan dengan sistem Barat yang
mereka terima, mereka bekerja pada pemerintahan Belanda dan
untuk itu mereka mendapat gaji yang cukup besar dan dimanjakan
oleh Belanda. Sedangkan para ulama adalah tamatan pendidikan
tradisional yang mereka anggap rendah tingkatnya. Oleh karena itu
mereka, para intelektual Barat menganggap rendah kepada para
ulama Islam. Bahkan mereka tidak mau diajak kerjasama dalam
usaha ulama-ulama itu memperjuangkan cita-cita dalam masya-
rakat. Di samping itu mereka menganggap apa yang diperjuangkan
ulama-ulama itu sebagai suatu usaha yang merongrong pemerintah-
an Belanda, yang berarti merongrong mereka juga. Anggapan yang
demikian merupakan jurang pemisah yang sangat dalam antara
para ulama dengan para intelektual Barat itu.

Sebaliknya para ulama Islam menganggap bahwa para intelek-
tual Barat itu merupakan tenaga yang sangat bermanfaat dalam
perjuangan mereka kalau saja mereka mau kerjasama dengan
mereka. Tapi karena ada jurang pemisah yang dalam, sampai
sejauh itu para ulama, termasuk PERMI belum berhasil mengajak
intelektual Barat itu ikut berjuang bersama-sama mereka.

Dengan membuka Islamic College tingkat pengetahuan
ulama-ulama dapat ditingkatkan karena Islamic College adalah
lembaga pendidikan setingkat Sarjana Muda. Itulah usaha PERMI
dalam mendekati para intelektual Barat itu, jadi intelektual Barat
didekati dengan intelektual Islam.

Di dalam tubuh PERMI sendiri terdapat dua golongan besar
yaitu golongan nasionalisme dan golongan Islam. Golongan Nasio-
nalisme lebih mengutamakan rasa persatuan kebangsaan dalam
memperjuangkan ide-idenya. Golongan Islam mengutamakan
cara<cara yang diajarkan agama Islam dalam memperjuangkan
ide-idenya. Di antara kedua golongan itu tujuan perjuangannya
sama, tetapi cara yang ditempuh untuk memperjuangkannya agak
berbeda. Hal ini sudah terasa sejak PERMI diresmikan jadi partai
politik. Antara tahun 1930 — 1932 salah satu usaha PERMI ke
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dalam dirinya sendiri adalah mempersatukan kedua pandangan ini,
karena masing-masing golongan ini mempengaruhi golongan lain,
mereka saling berebut pengaruh dalam tubuh PERMI sendiri. Hal
ini apabila dibiarkan berlanjut terus mungkin akan melemahkan
perjuangan PERMI sendiri karena tubuhnya digerogoti dari dalam
oleh elemen-elemennya sendiri.

Dalam kongres PERMI tahun 1932 di Padang, tokoh-tokoh
yang berusaha saling menarik PERMI ke pihaknya sendiri di
keluarkan dari PERMI. Mulai saat itu PERMI mulai mengembang-
kan ide politiknya di bawah pimpinan Haji Ilyas Yakub.

Pada tahun 1934 pemerintah Belanda mempergunakan ’hak
luar biasa” Gubernur Jenderal terhadap PERMI. Kegiatan PERMI
dibatasi, pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke Digul.
PERMI dilarang mengadakan rapat. Jika anggota PERMI berkum-
pul lebih dari tiga orang, mereka dianggap rapat dan mereka dapat
ditangkap tanpa diperiksa lagi.

Mulai tahun 1934 itu PERMI praktis sudah melakukan ke-
giatan bawah tanah untuk memperjuangkan cita-citanya. Akibat-
nya antara PERMI dengan pemerintahan Belanda sering timbul
ketegangan yang gawat. Karena Pemerintah Belanda tak mau
mengambil resiko yang lebih gawat, maka tahun 1937 PERMI
dibubarkan pemerintah Hindia Belanda. Inilah cara satu-satunya
yang dapat ditempuh Belanda. Dengan dibubarkan itu berarti
ruang gerak PERMI dihapuskan sama sekali di Sumatera Barat dan
semenjak itu PERMI dapat dikatakan sudah bubar.

Tetapi apakah demikian keadaan yang sebenarnya? PERMI
sebagai satu partai politik memang sudah tidak ada lagi di Suma-
tera Bardat semenjak tahun 1937 itu. Tetapi cita-cita perjuangannya
tetap hidup terus dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain dengan
cara yang lain pula.

3. Indische Partij

Indische Partij, sudah sejak mula berdirinya menjadi partai
politik, Indische Partij didirikan di Bandung pada tahun 1912.
Tujuan utama dari partai ini adalah mempersiapkan untuk kehi-
dupan bangsa yang merdeka.

Keanggotaan Indische Partij terbuka bagi semua lapisan
dalam masyarakat. Tetapi berbeda dengan partai-partai lainnya,
maka anggota-anggota Indische Partij pada mulanya adalah orang-
orang Eropah atau peranakan Eropah lainnya.
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Menurut susunan pemerintah kolonial Belanda waktu itu di
Indonesia terdapat jurang pemisah yang tajam antara orang Eropah
dengan orang Indonesia, orang Eropah berada di tempat yang
tinggi, orang Indonesia di tempat yang rendah. Bukan hanya itu
saja, bahkan antara orang Indonesia sendiri dibuat sedemikian rupa
orang pemerintah Belanda sehingga orang-orang Indonesia yang
telah mengalami pendidikan Barat melalui sistem pendidikan
Barat melalui sistem pendidikan Belanda menganggap dirinya jauh
lebih tinggi dari bangsanya sendiri yang tidak mendapat pendidik-
an Barat itu. Perbedaan pandangan yang demikian memperlihatkan
dirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Indische Partij ingin melenyapkan hal yang demikian, dengan
cara keanggotaan Indische Partij terbuka bagi seluruh lapisan
masyarakat Indonesia. Walaupun mula-mula keanggotaannya
kebanyakan terdiri dari orang Eropah, tetapi kemudian banyak
orang Indonesia yang masuk di dalamnya, Pimpinan Indische
Partij telah menunjukkan garis yang tegas, yaitu ingin agar rakyat
Hindia Belanda merupakan suatu kesatuan penduduk yang multi-
rasial. Tujuan ini benar-benar revolusioner, karena berusaha
menghilangkan kenyataan politik rasial Belanda di Indonesia
waktu itu.

Karena tujuan Indische Partij yang radikal itu dan melalui
tulisan-tulisan pemimpinnya yang sangat revolusioner, akhirnya
setelah baru satu tahun menjadi partai politik, pemimpin-pemim-
pin yang radikal revolusioner itu ditangkap Belanda dan dibuang
ke negeri Belanda. Semenjak itu Indische Partij yang telah ke-
hilangan pemimpinnya berubah menjadi Insulinde yang kemudian
tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP).

Insulinde, sebagai penjelmaan dari Indische Partij inilah yang
pada tahun 1916 'mulai mendirikan cabang-cabangnya di Sumatera
Barat yang pada mulanya hanya merupakan unit-unit kecil: Unit-
unit Insulinde ini didirikan di Sumatera Barat atas pengaruh dari
Marah Sutan yang waktu itu menjadi ketua cabang Insulinde
di Batavia.

Sama juga dengan Insulinde di pusatnya di Jawa segera
mendapatkan pengakuan badan hukum dari pemerintah Hindia
Belanda, begitu juga dengan Insulinde di Sumatera Barat. Cabang
Padang, Solok dan lain-lain segera mendapat pengakuan hukum
pemerintah Belanda di Sumatera Barat. Cabang Padang di bawah
pimpinan Sulaiman Effendi dan Raja Ibrahim, Insulinde memper-
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kenalkan bagi Sumatera Barat betapa pentingnya peranan kesatuan
politik bagi Indonesia dan memperjuangkan cita-citanya. Insu-
linde melihat betapa kelompok-kelompok adat di Sumatera Barat
tidak sungguh-sungguh menghadapi situasi terakhir di Sumatera
Barat. Karena itu Insulinde mengusahakan berdirinya lembaga-
lembaga lain dalam masyarakat di luar lembaga-lembaga adat yang
ada. Melalui lembaga-lembaga ini Insulinde memberikan pendidik-
an terhadap individu-individu supaya mereka dapat mengembang-
kan dirinya sendiri dalam perjuangan hidupnya.

Setelah Insulinde berubah menjadi Nasional Indische Partij
(NIP) di pusatnya, terjadi perubahan dalam politik. NIP bersama-
sama dengan Sarekat Islam membentuk persekutuan anti pemerin-
tah. Demikian juga di Sumatera Barat, Insulinde berubah menjadi
NIP. NIP segera mempengaruhi SCM (Sarekat Combinatie Minang-
kabau). Sulaiman Effendi yang merupakan salah seorang pelopor
NIP di Sumatera Barat masuk ke dalam SCM sebagai salah seorang
pemimpinnya di samping Bagindo Djalaluddin Rasjad yang men-
dirikan SCM. SCM yang baru saja berdiri segera mengambil garis
politik NIP sebagai pedoman politiknya.

Demikianlah NIP bersama-sama kaum muda Sarekat Islam
dan SCM menjadi tuan rumah dalam Kongres Persatuan Sumatera
yang diadakan di Padang.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial berdasar-
kan Islam yang kebanyakan bidang gerak utamanya adalah bidang
pendidikan agama Islam. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji
Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Nopember 1912 di Yogyakarta.

Sebelumnya, pada tahun 1909 Kyai Haji Ahmad Dahlan ber-
gabung dalam Budi Utomo dengan maksud agar dapat mengajar-
kan agama Islam kepada anggota-anggota Budi Utomo yang
kebanyakan berasal dari pegawai administrasi pemerintahan Hindia
Belanda dan dari guru sekolah Belanda. Terutama terhadap guru
yang menjadi anggota Budi Utomo Kyai Haji Ahmad Dahlan
mengharapkan agar mereka nantinya dapat pula mengajarkan
agama Islam kepada murid mereka.

Nampaknya cita<cita Kyai Haji Ahmad Dahlan ini mendapat
sambutan dari tokoh-tokoh Budi Utomo sendiri. Mereka mengan-
jurkan supaya Kyai Haji Ahmad Dahlan membuka Sekolah sendiri
yang diorganisasi secara baik dalam suatu organisasi yang
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permanen dengan peraturan yang jelas dan tegas, sehingga kelas
sekolah itu tidak akan tergantung kepada satu orang saja, misalnya
sangat tergantung pada tokoh pendirinya saja, setelah tokoh itu
tiada, sekolah itu pun ikut tiada. Dengan sekolah yang disarankan
kepada Kyai Haji Ahmad Dahlan jangan sampai terjadi demikian
pula, hendaknya sekolah itu dapat hidup terus, walaupun para
pendirinya sudah tiada lagi. Karena itu harus ditunjang dengan
suatu sistem organisasi permanen yang kuat.

Sebagai jawaban dari saran-saran pemimpin Budi Utomo itu,
maka pada tahun 1912 Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan
Muhammadiyah di Yogyakarta dengan tujuan dapat menyebarluas-
kan agama Islam kepada anggota-anggotanya dalam usaha menun-
jukkan kehidupan beragama di Indonesia.

Agar tujuan itu dapat terdapat, maka Muhammadiyah tidak
saja bergerak di bidang pendidikan agama Islam, tetapi juga
bergerak di bidang lainnya, seperti mengadakan rapat umum dan
tablig akbar; mengumpulkan wakaf; mendirikan mesjid, rumah
sakit, panti asuhan anak yatim; menerbitkan buku, majalah, surat
kabar dan banyak lagi kegiatan sosial lainnya.

Dari bidang kegiatan Muhammadiyah tersebut di atas ke-
lihatan bahwa Muhammadiyah tidak ikut bergerak di bidang
politik yang waktu itu menjadi modal bagi perjuangan bangsa
Indonesia.

Sebagai suatu organisasi Islam, Muhammadiyah segera ber-
kembang ke luar Yogyakarta dan menyebarluas ke seluruh Indo-
nesia. Perantau-perantau Islam Minangkabau memberikan sambut-
an yang konkrit terhadap kehadiran Muhammadiyah ini.
Organisasi perantau Minangkabau di Pekalongan yang bernama
“Nurul Islam’’ segera mengubah. dirinya menjadi cabang Mu-
hammadiyah Pekalongan. '

Fakih Hasyim, seorang ulama Islam yang awal abad ke-20
banyak bergerak di bidang pendidikan di Sumatera Barat, pada
waktu itu mengadakan tabliq di Surabaya dan membicarakan
masalah Muhammadiyah ini. Maka kemudian atas inisiatip Kyai
Haji Mas Mansyur didirikanlah cabang Muhammadiyah di Sura-
baya.

Syekh Haji Abdul Karim Amarullah (Haji Rasul) yang waktu
itu sedang berada di Jawa, sangat terkesan melihat peranan organi-
sasi perantau Minangkabau di Jawa dan melihat kegiatan
Muhammadiyah dalam mengembangkan agama Islam. Demikianlah
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pada bulan Juni 1925 Syekh Abdul Karim Amarullah mendirikan
cabang Muhammadiyah yang pertama di Sumatera Barat di Sungai
Batang, Maninjau, tempat kelahiran beliau sendiri. Cabang Mu-
hammadiyah di Maninjau merupakan cabang yang pertama di luar
Jawa.

Cabang Muhammadiyah di Maninjau itu sebelumnya adalah
sebuah lembaga pendidikan yang bernama Sandi Aman. Sembo-
yannya berbunyi Sandi aman Tiang Selamat” dianggap rakyat
sebagai anti adat dan anti penghulu, karena itu lembaga itu tidak
mendapat pengikut yang banyak.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang didirikan berdasarkan
sistem sosial dan sistem perekonomian rakyat yang telah ada, jadi
tidak menimbulkan ketegangan di kalangan rakyat.

Di Maninjau sendiri yang menjadi tokoh-tokoh Muhammadi-
yah di samping Haji Rasul, adalah adik-adiknya sendiri, yaitu Haji
Yusuf Amarullah dan Jakfar Amarullah, yang sebelumnya juga
merupakan perantau pedagang Minangkabau di Jawa dan telah
menjadi anggota Muhammadiyah di sana.

Di Maninjau itu Haji Rasul berhasil mendirikan sebuah
Sekolah Dasar Muhammadiyah yang dalam waktu yang relatif
singkat telah mempunyai murid sampai ribuan orang merupakan
keberhasilan Muhammadiyah di Sungai Batang, Maninjau itu mem-
percepat perkembangan Muhammadiyah sendiri di Sumatera Barat.

Pada mula berdirinya Muhammadiyah di Maninjau itu tidak
menggantungkan hidupnya kepada sumbangan masyarakat Islam
atau iuran dari para anggota-anggotanya, sebaliknya Muhammadi-
yah mendapat dana dari perantau-perantau pedagang Minangkabau
yang sering pula pergi ke Jawa. Perantau-perantau itu di samping
sebagai pedagang juga merupakan tokoh-tokoh Muhammadiyah
yang Militan.

Muhammadiyah lebih berkembang lagi di Maninjau setelah
tiga orang pedagang kembali ke Maninjau dari Pekalongan, yaitu
Jakfar Datuk Majo Lelo, Datuk Nan Bareno dan Sutan Marajo.
Ketiga orang itu merupakan penghulu-penghulu suku di Maninjau
yang mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat. Dengan
status mereka yang demikian dan dengan keuangan yang cukup
mereka membantu mengembangkan pengaruh Muhammadiyah
di Maninjau.

Berbeda dengan beberapa organisasi sosial yang terdahulu
maka Muhammadiyah sama sekali tidak menentang adat dan
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penghulu adat walaupun mereka merupakan penganut agama Islam
yang sangat taat dan konsékwen dengan pendirian mereka. Se-
baliknya mereka bahkan ikut berpartisipasi ke dalam kehidupan
masyarakat dan mencari posisi yang baik dalam lembaga adat.
Penghulu-penghulu adat yang menjadi anggota Muhammadiyah
mengembangkan Muhammadiyah secara adat yang berlaku.

Atas usul Datuk Majo Lelo, adalah seorang anggota Kerapat-
an Adat Nagari Sungai Batang, disetujui untuk mendirikan Sekolah
kelas II atas dasar Islam. Sekolah ini mendapat perlindungan dari
Nagari Maninjau sendiri, walaupun statusnya swasta dan berada
di bawah pengawasan Muhammadiyah. Yang menjadi gurunya
diambilkan dari alumni Sumatera Thawalib. Walaupun sekolah ini
belum sebaik sekolah pemerintah sendiri yang ada di Sungai
Batang, tetapi para orang tua di sana lebih suka memasukkan
anaknya ke sekolah Muhammadiyah itu. Hal ini disebabkan karena
Muhammadiyah sendiri merupakan sebagian dari masyarakat,
sedangkan sekolah pemerintah waktu itu seakan-akan terpisah dari
masyarakat.

Haji Rasul yang kemudian menetap di Padang Panjang pada
tanggal 20 Juni 1925 mendirikan sebuah perkumpulan bernama
Tabliq Muhammadiyah, yang menjadi anggota pertama-tama
adalah pelajar-pelajar Sumatera Thawalib Padang Panjang yang
berasal dari Maninjau. Di sini mereka belajar teknik berkhotbah
dan tabliq. Dengan segera Tabliq Muhammadiyah menjadi pilihan
baru bagi pelajar di Padang Panjang yang tidak mau bergabung
dengan Sumatera Thawalib yang telah kemasukan faham Komunis.

Dengan segera Tabliq Muhammadiyah menjadi sasaran
serangan pelajar-pelajar Sumatera Thawalib yang telah dipengaruhi
komunis. Mereka mencela Haji Rasul yang dikatakan berafiliasi
dengan organisasi Islam di Jawa yang mendapat subsidi dari peme-
rintah.

Di samping itu pemerintah Belanda sendiri bersikap curiga
terhadap Tabliq Muhammadiyah ini, karena klub itu berada di
bawah pimpinan Haji Rasul, seorang tokoh Islam yang mereka
takuti dan tidak disenangi oleh karena itu pemerintah Belanda
sendiri menghalang-halangi ruang gerakan Thablig Muhammadi-
yah, hingga akhirnya merupakan suatu organisasi yang eksistensi-
nya ada tetapi tak mampu berkembang. Walaupun demikian
pengaruh Muhammadiyah mulai meluas di Sumatera Barat.

Saalah Sutan Mangkuto dapat menghimpun pengikut-peng-
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ikut Muhammadiyah di Pitalah, salah satu Nagari di Padang
Panjang. Berbeda dengan >’Thabliq Muhammadiyah, di sini ang-
gota-anggotanya terdiri dari orang dewasa dan mempunyai anak
cabang yang bernama ’‘Perkumpulan Tani” Tetapi di sini pun
tidak berkembang dengan baik, karena bagaimanapun juga Nagari
Pitalah merupakan salah satu tempat yang dijadikan komunis
sebagai daerah basisnya. Oleh karena itu Muhammadiyah pun
dicurigai dan dianggap akan merupakan suatu ancaman baru bagi
nagari itu dan seluruh kegiatannya dicurigai oleh penguasa nagari
setempat dan Saalah Sutan” Mangkuto sendiri menjadi tidak
populer di kalangan para pemangku adat.

Untuk mengatasi masalah kemandekan Muhammadiyah di
Padang Panjang ini yang kegiatannya tidak selicin seperti di Sungai
Batang, Maninjau, maka Haji Yusuf Amarullah, sekretaris Mu-
hammadiyah di Sungai Batang, pada bulan Desember 1926 mem-
bubarkan Tabliq Muhammadiyah dan mendirikan Cabang Mu-
hammadiyah Padang Panjang dengan menjadikan Pitalah sebagai
anak cabangnya. Sebagai ketua cabang Muhammadiyah di Padang
Panjang diangkat Syekh Muhammad Jamil Jaho, salah seorang
Ulama Islam dari Kaum Tua yang sangat berpengaruh di Padang
Panjang dan dia sendiri tidak dicurigai oleh pemerintah Belanda.
Syekh Muhammad Jamil Jaho sendiri percaya bahwa dengan
Muhammadiyah dia akan dapat membendung pengaruh komunis
yang sudah mulai meluas di daerah Sumatera Barat.

Syekh Muhammad Zain, salah seorang tokoh ulama kaum
Tua di Sumabur, Batusangkar juga menggabungkan dengan Mu-
hammadiyah dan dia menarik penghulu-penghulu pemangku adat
di sana ikut dalam Muhammadiyah.

Dengan demikian Muhammadiyah mulai bergerak kembali,
sesudah mengalami kemacetan beberapa bulan, dalam usahanya
menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat dengan suatu organi-
sasi yang teratur rapi.

Pada awal perkembangannya Muhammadiyah mendapat
tantangan keras dari Sumatera Thawalib sendiri yang telah banyak
terkena pengaruh komunis. Datuk Batuah seorang teman seper-
juangan Haji Rasul di Sumatera Thawalib, menyerang Haji Rasul
dengan hebatnya yang menyebabkan Haji Rasul kemudian mening-
galkan Sumatera Thawalib. Akibatnya antara Sumatera Thawalib
yang dipengaruhi komunis itu dengan Muhammadiyah terjadi
saling mencaci melalui penerangan agama atau khotbah Jum’at.
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Tema pokok yang diperdebatkan adalah tentang cara per-
juangan antara Islam dan Nasionalisme.

Pada umumnya Sumatera Thawalib (baca Komunis) menge-
cam Muhammadiyah yang tidak mau bergerak di bidang politik,
tidak mau memperjuangkan kepentingan bangsa dari tekanan
pemerintah Belanda, hanya mengurus sebagian orang saja. Sebalik-
nya Muhammadiyah mencela Sumatera Thawalib karena mereka
tidak melandaskan perjuangannya dengan agama Islam. Sebagai
orang Islam sewajarnyalah kalau Islam dijadikan dasar dan tujuan
perjuangan Sumatera Barat.

Jadi hambatan pertama terhadap perkembangan Muhammadi-
yah di Sumatera datangnya dari kalangan orang Islam sendiri,
tetapi orang Islam yang sudah dipengaruhi paham komunis. Atau
dengan kata lain tantangan itu datang dari orang komunis yang
mempergunakan Islam sebagai kedok.

Sementara itu Muhammadiyah di Sungai Batang sudah dapat
mendirikan Aisyiah, suatu organisasi wanita yang berada di bawah
naungan Muhammadiyah. Anggota-anggotanya yang pertama
adalah para istri dari pemimpin-pemimpin Muhammadiyah Sungai
Batang sendiri. Dengan kembalinya putri Haji Rasul dari Peka-
longan pada pertengahan tahun 1927. Aisyiah mulai berdiri sendiri
dan banyak memberikan bantuannya dalam perkembangan Mu-
hammadiyah selanjutnya.

Sebelumnya, pada permulaan tahun 1927 Muhammadiyah
Sungai Batang juga telah mendirikan sebuah organisasi Kepanduan
dengan nama Hizbul Wathan . Organisasi Kepanduan ini bertujuan
untuk memajukan pendidikan pemuda-pemuda dan anak-anak di
luar sekolah supaya mereka dapat menjadi manusia yang berguna
dan mampu berdiri sendiri di tengah masyarakat. Pendidikan
pemuda-pemyga dan anak-anak itu didasarkan pada ajaran Islam.

Hizbul Wathan segera menjadi alat propaganda yang sangat
efektif bagi Muhammadiyah. Walaupun dalam anggaran dasarnya
dikatakan bahwa yang boleh menjadi anggota Hizbul Wathan
adalah pemuda-pemuda yang berumur 18 tahun ke bawah tetapi
di Sungai Batang sendiri banyak anggotanya yang terdiri dari
orang dewasa. Melalui mereka inilah Muhammadiyah melebarkan
sayapnya.

Setelah Muhammadiyah Sungai Batang mendapat kunjungan
dari Haji Fachruddin, wakil ketua umum Muhammadiyah pusat,
maka perkembangan Muhammadiyah di sana menjadi cepat sekali.
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Walaupun kunjungan itu tidak terlalu lama tetapi hal itu ber-
hasil meningkatkan kegiatan Muhammadiyah. Kepada organisasi
Aisyiah dijelaskan tentang persamaan hak antara wanita dan laki-
laki. Juga dijelaskan betapa pentingnya organisasi kaum wanita
di tengah masyarakat.

Selama kunjungan Haji Fachruddin itu Muhammadiyah
Sungai Batang, Maninjau berhasil mendirikan suatu organisasi
sosial yang diberi nama Penolong Kesusahan Umum yang bertugas
mengorganisir pekerjaan sosial dan kesehatan masyarakat. Usaha
untuk mendirikan HIS Muhammadiyah juga dibicarakan waktu
itu. Sampai akhir tahun 1927 Muhammadiyah Sungai Batang,
Maninjau sudah mempunyai dua sekolah agama dan dua sekolah
kelas II.

Di Sungai Batang Muhammadiyah dapat berkembang dengan
cepat dan lancar, tetapi di Padang dan daerah lainnya di Sumatera
Barat waktu itu Muhammadiyah sedang menghadapi rongrongan
kaum Komunis. Komunis mencap Muhammadiyah sebagai PEB
(Pengikut Ekor Belanda) karena Muhammadiyah menerima
subsidi dari Pemerintah Belanda. Keterangan yang dihembus-
hembus oleh kaum komunis mungkin akan meningkat terus kalau
tidak segera diatasi.

Maka untuk memperlancar perkembangan Muhammadiyah
di Sumatera Barat, Muhammadiyah Pusat di Yogyakarta mengutus
A.R. Sutan Mansyur ke Sumatera Barat. A.R. Sutan Mansyur ada-
lah seorang putra Minangkabau yang ikut duduk sebagai Pengurus
besar Muhammadiyah Pusat.

Berkat usaha A.R. Sutan Mansyur perkembangan Muham-
madiyah bertambah luas. Dengan kemampuannya membaca situasi
yang sedang dihadapi dan dengan kemampuannya meyakinkan
orang lain akan kebenaran jalan yang ditempuhnya dan dengan
ketenangan menghadapi musuh yang agresif, A.R. Sutan Mansyur
mampu memperluas pengaruh Muhammadiyah di Sumatera Barat.
Banyak penghulu suku pemangku adat Minangkabau di Padang
Panjang, Bukittinggi, Lubuk Basung dan tempat-tempat lain di
Sumatera Barat yang menjadi tulang punggung Muhammadiyah
di daerahnya masing-masing. Bahkan kader-kader komunis yang
telah dibina sejak lama, seperti M. Zein Jambek, Abdullah Kamil,
Abdul Malik Sidik dan lain-lain, berbalik menjadi pemuka-pemuka
dan mubalig-mubaliq Muhammadiyah yang terkenal, karena
pengaruh A.R. Sutan Mansyur.
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AR. Sutan Mansyur melihat bahwa untuk menjamin kelan-
jutan organisasi Muhammadiyah perlu digembleng kader-kader
sebagai calon pemimpin Muhammadiyah di masa yang akan
datang. Oleh karena itu selama A.R. Sutan Mansyur berada di
Sumatera Barat, dia telah berhasil membina kader-kader Muham-
madiyah yang militan. Supaya Muhammadiyah tersebar ke seluruh
Sumatera Barat dengan cepat, maka kader-kader itupun diambil-
kan dari hampir seluruh daerah Sumater Barat. Di antara mereka
itu adalah seperti berikut:

MAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amarullah dari Maninjau),
Udin dari Kurai Taji, Pariaman,

Rasyid Idris dan Yakub Idris dari Padang,

Haji Khatib dari Kubang, Payakumbuh,

Darwis Muin dari Talago Payakumbuh,

Samik Ibrahim dari Pasisir Selatan,

Haji Abu Samad dari Bukittinggi,

Imam Arifin dari Solok ,

Kahar Taher dari Sulit Air,

Haji Mukhtar dari Simabur, Batusangkar, dan lain-lain.
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Kader-kader wanita yaitu:

Fatimah Latif dari Padang,
Khadijah Idrus dari Padang,
Hindun Sahih dari Padang,

Cik Ani kesuma dari Padang,
Jawanis Syarif dari Pariaman,
Muraini Zain dari Pariaman,
Meimunah dari Padang Panjang,
Rohani dari Padang Panjang,
Rukayah Rasyad dari Bukittinggi,
Rubiah Syuib dari Bukittinggi,
Daniah Sidik dari Bukittinggi,
Fatimah Jalil dari Payakumbuh,
Cendrawati dari Payakumbuh, dan
Raminsan dari Payakumbuh.
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Setelah melalui gemblengan A.R. Sutan Mansyur dan pemim-
pin-pemimpin Muhammadiyah Sumatera Barat lainnya, mereka
dilepas dengan harapan untuk mengembangkan Muhammadiyah
di kemudian hari.
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Pada tanggal 11 September 1927, dengan mengambil tempat
di surau Inyik Jambek, di bawah pimpinan Hitam Sutan Muda
dibentuk cabang Muhammadiyah Bukittinggi dengan organisasi
Aisyiah dan Kepanduan Hizbul Wathan. Selanjutnya cabang-
cabang Muhammadiyah didirikan di hampir seluruh daerah Suma-
tera Barat 12 September 1925 cabang Padang Panjang, 13 Desem-
ber 1928 cabang Batusangkar, 21 Desember 1928 cabang Paya-
kumbuh, Selanjutnya cabang-cabang di Padang, Pariaman, Ma-
ninjau, Sumabur dan lain-lain. Pengertian cabang di sini adalah
cabang dari Muhammadiyah Pusat di Yogyakarta, bukan seperti
cabang-cabang sebelumnya yang berarti cabang Muhammadiyah
di Sungai Batang di Maninjau.

Walaupun merupakan cabang, tetapi Muhammadiyah Suma-
tera Barat mempunyai kebebasan dalam mengambil kebijaksanaan
pemilihan pimpinan cabang, bertindak ke dalam. Pokoknya asal
tidak bertentangan pedoman pokok Muhammadiyah pusat,
Cabang Muhammadiyah di daerah dapat berbuat menurut situasi
dan kondisi setempat.

Semenjak 1930 Muhammadiyah Sumatera Barat mendapat
kemunduran dengan dipecatnya beberapa orang anggota Mu-
hammadiyah yang bersemangat dan aktif, karena terlibat politik.
Tapi mereka mendapat penampungan dalam PSII, Sumatera
Thawalibdan PERMI.

Sampai dengan masuknya bala tentara Jepang ke Sumatera
Barat, Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang
masih tetap diberi kebebasan bergerak oleh pemerintah Hindia
Belanda.

S. Taman Siswa

Suwardi Suryaningrat (kemudian terkenal dengan nama Ki
Hajar Dewantara) salah seorang pendiri /ndische Partij pada tahun
1911, sekembalinya dari pembuangan di Negeri Belanda pada
tahun 1919 terus meninggalkan kegiatan politik, selanjutnya
menerjunkan diri ke dalam dunia pendidikan. Pada 3 Juli 1922
Suwardi Suryaningrat mendirikan lembaga pendidikan yang ber-
corak nasional dengan nama Taman Siswa di Yogyakarta.,

Tujuan pendirian Taman Siswa adalah untuk mengganti
sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru
berdasarkan kebudayaan Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita
itu Taman Siswa memakai sistem “Among’’, yaitu suatu sistem
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pendidikan yang mendasarkan pendidikan kebangsaan yang
mengandung juga aliran-aliran pendidikan Barat modern yang
sudah berkembang waktu itu di Eropah. Sistem “Among” meng-
utamakan semboyan “Tutwuri Handayani”, yang berarti meng-
ikuti dari belakang sambil mempengaruhi.”

Untuk lebih jelasnya mengenai corak nasional dalam Taman
Siswa itu baiklah di sini dicantumkan tentang cita-cita pendidikan
Taman Siswa yang dinamakan ’Panca Dharma’’ (Lima Kewajiban).

a. Cukup memberi “’kebebasan” dan Kemerdekaan pada anak-
anak agar bertumbuh atau berkembangnya tidak semata-mata
bersandarkan ’perintah’’ dan “’paksaan’’ dari pendidik.

b. Selalu mengindahkan pengaruh-pengaruh yang baik dari
”’kodrat alam anak-anak.”

c. ”Menuntun perkembangan jasmani dan rohani anak-anak dari
sifat kodratnya ke arah ’adab dan kebudayaan.”

d. Memperkuat jiwa “’kebangsaan’ serta melakukan hidup ke-
bangsaan agar anak-anak tetap bersatu dengan masyarakatnya
serta merasa bangga dan bertanggung jawab sebagai anggota
dari masyarakat kebangsaan itu.

e. Menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar-dasar
"Perikemanusiaan’ serta menginsafkan dan menyadarkan,
bahwa kebangsaan itu adalah bentuk khusus dari sifat ke-
manusiaan dan karena itu sekali-kali tidak boleh bertentangan
dengan atau menyalahi hukum perikemanusiaan. 50)

. Lembaga pendidikan yang bercorak nasional berdasarkan
kebudayaan Indonesia yang di dalamnya nyata-nyata terlihat asas
kemerdekaan dan kebangsaan, mendapat sambutan dari masya-
rakat Indonesia ’Tidak saja di tanah Jawa, tetapi juga di daerah-
daerah lain di Indonesia, terutama di Sumatera.”

Pada waktu itu hampir seluruh Indonesia sudah meningkat-
kan perjuangannya menuntut Indonesia merdeka melalui ber-
macam-macam cara, ada yang melalui politik, ada yang melalui
organisasi massa lain, ada yang bekerjasama dengan Belanda, ada
yang tidak mau kerjasama dengan-Belanda, ada yang dengan cara
yang sangat radikal, ada yang konservatif dan sebagainya dengan
tujuan yang hampir sama yaitu meninggikan derajat Indonesia
di tengah masyarakat dunia. Untuk mencapai tujuan itu satu-satu-
nya jalan yang harus ditempuh adalah membebaskan Indonesia
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dari jajahan Belanda.

Dalam suasana Indonesia yang demikianlah Perguruan Taman
Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat. Dengan sendirinya
Taman Siswa yang bercorak nasional itu mendapat sambptan
di mana-mana. Peranan Taman Siswa menjadi lebih penting lagi di
tengah masyarakat setelah pemerintah Hindia Belanda menekan
dengan kekerasan pengaruh pergerakan nasional Indonesia lebih-
lebih terhadap pergerakan yang bersifat radikal dan tidak mau
bekerjasama dengan Belanda.

Taman Siswa walaupun hanya bergerak di bidang pendidikan
tetapi sebetulnya merupakan suatu lembaga yang menyemai dan
membina citacita nasional Indonesia sesuai dengan cita-cita
Suwardi Suryaningrat sewaktu mendirikan Indische Partij. Di sini-
lah letak pentingnya kemunculan Taman Siswa di tengah masya-
rakat Indonesia waktu itu.

Sumatera Barat dalam sejarah pergerakan Nasional Indonesia
merupakan salah satu daerah yang mempunyai respon yang
tinggi terhadap kebangkitan Nasional Indonesia. Sudah sejak awal
abad keduapuluh kegiatan yang berbau politik dan lembaga pen-
didikan swasta yang bersifat nasional memasuki kehidupan masya-
rakatnya,

Oleh karena itu Sumatera Barat tidak terlepas dari tindakan
reaksioner dari Gubernur Jenderal de Jonge (1931 — 1936) dalam
menghancurkan kekuatan rakyat Indonesia. Ia melakukan tindak-
an keras tanpa kompromi dalam usahanya menghancurkan hak
hidup pengerahan nasional rakyat Indonesia. Di Sumatera Barat
mulai tahun 1933 ia menjalankan tangan besinya melarang seluruh
kegiatan partai politik dan menangkapi serta membuang tokoh-
tokoh pergerakan nasional Sumatera Barat. Di antara tokoh per-
gerakan yang terkena antara lain adalah Rasuna Said, Muchtar
Lutfi, Haji Ilyas Yakub dan lain-lain.

Dalam keadaan yang demikian pemimpin-pemimpin per-
gerakan rakyat di Sumatera Barat buat sementara terpaksa meng-
alihkan kegiatan politiknya ke bidang sosial ekonomi, terutama
di bidang pendidikan. Demikianlah salah seorang di antaranya
yang bernama Anwar St. Saidi mempelopori berdirinya Taman
Siswa di Sumatera Barat.

Anwar St. Saidi lahir pada tanggal 10 April 1910 di Bukit-
tinggi. Pendidikannya hanya sampai SD 5 tahun (Sekolah Guber-
nemen kelas II). Ia adalah seorang pedagang besar di Bukittinggi.
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Dalam mengurus usaha dagangnya itu ia sering pulang pergi ke
Jawa. Di Jawa ia berkenalan dengan Dr. Sutomo, seorang tokoh
pergerakan Nasional Indonesia yang pada tahun 1929 mendirikan
”Bank Nasional Indonesia” di Surabaya. Usaha perjuangan Dr.
Sutomo sangat térkesan di hati Anwar St. Saidi. Walupun pendiri-
an Bank Nasional Indonesia itu tidak merupakan suatu tindakan
perjuangan yang radikal, tetapi nyata-nyata ditujukan untuk ke-
pentingan pergerakan nasional Indonesia. Oleh karena itu pada
tanggal 30 Septermber 1930, Anwar St. Saidi mendirikan pula P.T.
Bank Nasional di Bukittinggi.

Berkat pengaruh seorang tokoh Sumatra Barat yang bernama
Jamaluddin, maka Anwar St. Saidi juga terjun ke dalam gelanggang
Pergerakan Nasional di Bukittinggi sejak tahun 1926. Ia bergaul
dengan tokoh-tokoh politik waktu itu seperti Haji Muchtar Lutfi,
Haji Djalaluddin Thaib, Haji Ilyas Yakub, Drs. Mhd. Hatta dan
sebagainya dalam kegiatannya di bidang politik Sumatra Barat.
Ketiga pergerakan politik sudah sangat tertekan di Sumatra
Barat. maka Anwar St. Saidi mempelopori berdirinya Perguruan
Taman Siswa.

Bukittinggi dan daerah sekitammya merupakan salah satu
daerah di Sumatra Barat yang rakyatnya sangat kuat minatnya
untuk menyekolahkan anak-anaknya. Akibatnya sekolah yang
didirikan oleh pemerintah Belanda tidak mencukupi untuk me-
nampung arus murid yang banyak itu. Hal ini sangat terasa oleh
rakyat Bukittinggi dan daerah sekitarnya.

Matur, salah satu daerah yang terletak di luar kota Bukit-
tinggi juga merasakan keadaan kekurangan sekolah. Anwar St.
Saidi melihat hal ini. Atas anjuran Anwar St. Saidi, maka pemuka
masyarakat Matur, Dt. Rajo Angek bersama pemuka-pemuka
lainnya pada tanggal 15 Mei 1933 mendirikan Perguruan Taman
Siswa di Matur. Dengan sistem Taman Siswa Anwar St. Saidi
sendiri sudah lama mengetahui dan mengenal karena ia sering
pulang pergi ke Jawa. Anwar St. Saidilah menunjukkan bagaimana
cara-<cara Taman Siswa dijalankan. Perguruan Taman Siswa di
Matur merupakan Taman Siswa pertama di daerah Sumatra
Barat.

Kekecewaan rakyat Sumatra Barat terhadap politik tangan
besi Belanda dalam pembatasan ruang gerak pergerakan Nasional
Indonesia, menyebabkan daerah Sumatra Barat menjadi daerah
yang sangat subur bagi Taman Siswa yang bercorak nasional itu.
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Dengan adanya Taman Siswa mereka mendapat wadah baru untuk

mencapai kemajuan dan pembinaan harga diri sebagai suatu

bangsa. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat Taman
Siswa berkembang dengan pesat di Sumatra Barat. Taman Siswa
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